WALI KOTA TASIKMALAYA
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN WALI KOTA TASIKMALAYA
NOMOR 51 TAHUN 2022

TENTANG

SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TASIKMALAYA,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 220 ayat (2)
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan
Peraturan Wali Kota tentang Sistem dan Prosedur
Pengelolaan Keuangan Daerah;

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang
Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang
Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6736);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi
Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
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Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

10. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun
2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2022
Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota
Tasikmalaya Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

: PERATURAN WALI KOTA TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR

PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.
2.

3.
4.

Daerah adalah Kota Tasikmalaya.

Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah.

Wali Kota adalah Wali Kota Tasikmalaya.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tasikmalaya yang
selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga Perwakilan
Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan
daerah.
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Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota
Tasikmalaya.

Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban
Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk
kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung
dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.

Peraturan Wali Kota yang selanjutnya disebut Perkada
adalah Peraturan Wali Kota Tasikmalaya.

Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan
kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran,
pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan,
pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang
selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan
tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan
Daerah.

Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahaan
yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya
dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara
Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani,
memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat.

Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan
yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.

Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan
Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah
sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat
SKPD adalah unsur perangkat Daerah pada Pemerintah
Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah.

Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya
disingkat SKPKD adalah unsur penunjang Urusan
Pemerintahan pada Pemerintah Daerah yang
melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah.

Unit SKPD adalah bagian SKPD yang melaksanakan 1
(satu) atau beberapa Program.

Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah
pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran
untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPD yang
dipimpinnya.

Kuasa PA yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat
yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian
kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan
fungsi SKPD.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya
disingkat TAPD adalah tim yang bertugas menyiapkan dan
melaksanakan kebijakan Wali Kota dalam rangka
penyusunan APBD.

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya
disingkat PPKD adalah kepala SKPKD yang mempunyai
tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak
sebagai Bendahara Umum Daerah.



20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

4.

Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD
adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.

Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk
melaksanakan tugas BUD.

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya
disingkat PPTK adalah pejabat pada Unit SKPD yang
melaksanakan 1 (satu) atau beberapa Kegiatan dari suatu
Program sesuai dengan bidang tugasnya.

Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat
Daerah yang selanjutnya disingkat PPK SKPD adalah
pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan
pada SKPD.

Bendahara Penerimaan adalah pejabat yang ditunjuk
untuk menerima, menyimpan, menyetorkan,
menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang
Pendapatan Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada
SKPD.

Bendahara Pengeluaran adalah pejabat yang ditunjuk
menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan,
dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan
Belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada
SKPD.

Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat
Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai
pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh
pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam
suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara
lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-
undangan.

Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat
BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian
besar modalnya dimiliki oleh Daerah.

Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas
Daerah.

Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas
Daerah.

Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui
sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode
tahun anggaran berkenaan.

Dana Transfer Umum adalah dana yang dialokasikan
dalam APBN kepada Daerah untuk digunakan sesuai
dengan kewenangan Daerah guna mendanai kebutuhan
Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Dana Transfer Khusus adalah dana yang dialokasikan
dalam APBN kepada Daerah dengan tujuan untuk
membantu mendanai kegiatan khusus, baik fisik maupun
nonfisik yang merupakan urusan Daerah.

Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah
dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang
dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka
persentase  tertentu dengan tujuan  mengurangi
ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah
Pusat dan Daerah.



34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

-5-

Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU
adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang
dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan
keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan
Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK
adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang
dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk
membantu mendanai Kegiatan khusus yang merupakan
Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah
Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan
bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar
kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima
kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun
pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang
mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau
menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain
sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk
membayar kembali.

Utang Daerah yang selanjutnya disebut Utang adalah
jumlah uang yang wajib dibayar Pemerintah Daerah
dan/atau kewajiban Pemerintah Daerah yang dapat dinilai
dengan uang Dberdasarkan peraturan perundang-
undangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya
yang sah.

Pemberian Pinjaman Daerah adalah bentuk investasi
Pemerintah Daerah pada Pemerintah Pusat, Pemerintah
Daerah lainnya, Badan Layanan Umum Daerah milik
Pemerintah Daerah lainnya, Badan Usaha Milik Negara,
Badan Usaha Milik Daerah, koperasi, dan masyarakat
dengan hak memperoleh bunga dan pengembalian pokok
pinjaman.

Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk
mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana
Daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun
anggaran.

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi
jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas
atau nilai kekayaan bersih yang dapat berupa pengeluaran
atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang
selanjutnya  disingkat RPJMD  adalah  dokumen
perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya
disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan yang
selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan
Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA
adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang
pendapatan, belanja, dan Pembiayaan serta asumsi yang
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mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya
disingkat PPAS adalah Program prioritas dan batas
maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat
Daerah untuk setiap Program dan Kegiatan sebagai acuan
dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan
Kerja Perangkat Daerah.

Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat
Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah
dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja
SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan,
belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi
Bendahara Umum Daerah yang digunakan sebagai dasar
penyusunan rancangan APBD.

Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah adalah
pendekatan penganggaran berdasarkan kebijakan dengan
pengambilan keputusan terhadap kebijakan tersebut
dilakukan dalam perspektif lebih dari 1 (satu) tahun
anggaran dan mempertimbangkan implikasi biaya akibat
keputusan yang bersangkutan pada tahun berikutnya yang
dituangkan dalam prakiraan maju.

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi 1
(satu) atau lebih Kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan
Kerja Perangkat Daerah atau masyarakat yang
dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai
sasaran dan tujuan pembangunan Daerah.

Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan
oleh 1 (satu) atau beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah
sebagai bagian dari pencapaian Sasaran terukur pada
suatu Program dan terdiri dari sekumpulan tindakan
pengerahan sumber daya baik yang berupa personil atau
sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan
dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau
semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk
menghasilkan Keluaran dalam bentuk barang/jasa.

Kegiatan Tahun Jamak adalah kegiatan yang dianggarkan
dan dilaksanakan untuk masa lebih dari 1 (satu) tahun
anggaran yang pekerjaannya dilakukan melalui kontrak
tahun jamak.

Keluaran adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh
Kegiatan yang  dilaksanakan untuk mendukung
pencapaian Sasaran dan tujuan Program dan kebijakan.

Hasil adalah segala sesuatu yang mencerminkan
berfungsinya Keluaran dari Kegiatan dalam 1 (satu)
Program.

Sasaran adalah Hasil yang diharapkan dari suatu Program
atau Keluaran yang diharapkan dari suatu Kegiatan.

Kinerja adalah Keluaran/Hasil dari Program/Kegiatan yang
akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan
anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.

Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang
Daerah yang ditentukan oleh Wali Kota untuk menampung
seluruh Penerimaan Daerah dan membayar seluruh
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Pengeluaran Daerah.

Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat
penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Wali Kota
untuk menampung seluruh Penerimaan Daerah dan
membayar seluruh Pengeluaran Daerah pada bank yang
ditetapkan.

Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat
Daerah yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah
dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau
dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan
Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi Bendahara
Umum Daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan
anggaran oleh Pengguna Anggaran.

Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD
adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana
sebagai dasar penerbitan Surat Permintaan Pembayaran
atas pelaksanaan APBD.

Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat
SPP adalah dokumen yang digunakan untuk mengajukan
permintaan pembayaran.

Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat UP adalah
uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan
kepada Bendahara Pengeluaran untuk membiayai Kegiatan
operasional pada Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit
Satuan Kerja Perangkat Daerah dan/atau untuk
membiayai pengeluaran yang menurut sifat dan tujuannya
tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme Pembayaran
Langsung.

Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat LS
adalah Pembayaran Langsung kepada Bendahara
Pengeluaran/penerima hak lainnya atas dasar perjanjian
kerja, surat tugas, dan/atau surat perintah kerja lainnya
melalui penerbitan Surat Perintah Membayar Langsung.

Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disebut TU
adalah tambahan uang muka yang diberikan kepada
Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran
pembantu untuk membiayai pengeluaran atas pelaksanaan
APBD yang tidak cukup didanai dari uang persediaan
dengan batas waktu dalam 1 (satu) bulan.

Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM
adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan Surat
Perintah Pencairan Dana atas Beban pengeluaran DPA
SKPD.

Surat Perintah Membayar UP yang selanjutnya disingkat
SPM-UP adalah dokumen yang digunakan untuk
penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana atas Beban
pengeluaran DPA SKPD yang dipergunakan sebagai UP
untuk mendanai Kegiatan.

Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan yang
selanjutnya disingkat SPM-GU adalah dokumen yang
digunakan untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan
Dana atas Beban pengeluaran DPA SKPD yang dananya
dipergunakan untuk mengganti UP yang telah
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Surat Perintah Membayar TU yang selanjutnya disingkat
SPM-TU adalah dokumen yang digunakan untuk
penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana atas Beban
pengeluaran DPA SKPD, karena kebutuhan dananya tidak
dapat menggunakan Pembayaran Langsung dan Uang
Persediaan.

Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya
disebut SPM-LS adalah dokumen yang digunakan untuk
penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana atas Beban
pengeluaran DPA SKPD kepada pihak ketiga.

Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat
SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar
pencairan dana atas Beban APBD.

Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD
adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas Beban
APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut
SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan
pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.

Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar
kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah
Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat
perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang
sah.

Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk
memenuhi kebutuhan dasar warga negara.

Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenai
jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan
Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga
negara secara minimal.

Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat
BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh Satuan Kerja
Perangkat Daerah atau Unit Satuan Kerja Perangkat
Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam
memberikan pelayanan kepada masyarakat yang
mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan
sebagai pengecualian dari ketentuan Pengelolaan
Keuangan Daerah pada umumnya.

Anggaran Kas adalah perkiraan arus kas masuk yang
bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar
untuk mengatur ketersediaan dana yang cukup guna
mendanai pelaksanaan APBD dalam setiap periode.

Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya
disingkat SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang
diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan
keuangan pemerintah.

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah adalah prinsip,
dasar, konvensi, aturan dan praktik spesifik yang dipilih
oleh Pemerintah Daerah sebagai pedoman dalam
menyusun dan menyajikan laporan keuangan Pemerintah
Daerah untuk memenuhi kebutuhan pengguna laporan
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keuangan dalam rangka meningkatkan keterbandingan
laporan keuangan terhadap anggaran, antar periode
maupun antar entitas.

Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah yang selanjutnya
disingkat SAPD adalah rangkaian sistematik dari prosedur,
penyelenggara, peralatan dan elemen lain untuk
mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi
sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan
organisasi Pemerintahan Daerah.

Bagan Akun Standar yang selanjutnya disingkat BAS
adalah daftar kodefikasi dan klasifikasi terkait transaksi
keuangan yang disusun secara sistematis sebagai pedoman
dalam pelaksanaan anggaran dan pelaporan keuangan
Pemerintah Daerah.

Hari adalah hari kerja.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini dibentuk dengan maksud untuk
mewujudkan kepastian hukum dan menjadi pedoman
dalam melakukan pengelolaan keuangan Daerah.

Peraturan Wali Kota ini dibentuk dengan tujuan sebagai
berikut:

a. mewujudkan tertib administrasi pengelolaan keuangan
Daerah; dan

b. mewujudkan tata kelola keuangan Daerah yang baik,

efektif, efisien, ekonomis dan dapat
dipertanggungjawabkan.
BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 3

Peraturan Wali Kota ini mengatur sistem dan prosedur
pengelolaan keuangan daerah.

(1)

@

BAB IV

SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN
DAERAH

Pasal 4

Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan
sistematika sebagai berikut :

a. BABI : Struktur Pengelolaan Keuangan Daerah;
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b. BABII : Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

c. BABIII : Penyusunan Rancangan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah;

d. BAB IV : Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah;

e. BABV : Pelaksanaan dan Penatausahaan;

f. BAB VI : Laporan Realisasi Semester  Pertama
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah;

g. BAB VII : Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
Pemerintah Daerah;

h. BAB VIII: Penyusunan Rancangan Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah; dan

i. BABIX : Pembinaan dan Pengawasan;

@) Susunan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan
Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum
dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 5

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku:

a. Peraturan Wali Kota Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Pedoman Penatausahaan Keuangan Daerah (Berita Daerah
Kota Tasikmalaya Tahun 2014 Nomor 123);

b. Peraturan Wali Kota Nomor 50 Tahun 2014 tentang
Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 5 Tahun 2014
tentang Pedoman Penatausahaan Keuangan Daerah (Berita
Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2014 Nomor 170);

c. Peraturan Wali Kota Nomor 16 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Nomor 5 Tahun
2014 tentang Pedoman Penatausahaan Keuangan Daerah
(Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2015 Nomor 212);
dan

d. Peraturan Wali Kota Nomor 14 Tahun 2019 tentang
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Wali Kota Nomor 5 Tahun
2014 tentang Pedoman Penatausahaan Keuangan Daerah
(Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2019 Nomor 14),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
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Pasal 6

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan  Peraturan Wali Kota ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 11 November 2022
WALI KOTA TASIKMALAYA,

ttd
H. MUHAMMAD YUSUF

Diundangkan di Tasikmalaya
pada tanggal 11 November 2022
SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

ttd
H. IVAN DICKSAN HASANNUDIN
BERITA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2022 NOMOR 51






LAMPIRAN

PERATURAN WALI KOTA TASIKMALAYA
NOMOR 51 TAHUN 2022

TENTANG

SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH

SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

BAB I
PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

Pengelola Keuangan Daerah adalah pejabat pengelola keuangan daerah yang
melakukan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran,
pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan
Keuangan Daerah. Pelaksanaan tugas dan wewenang Pengelola Keuangan Daerah
dapat melibatkan informasi, aliran data, penggunaan dan penyajian dokumen
yang dilakukan secara elektronik. Dokumen dalam Peraturan Wali Kota ini,
disajikan dalam bentuk ilustrasi dokumen berupa contoh yang menggambarkan
kebutuhan informasi yang bersifat dinamis dalam setiap tahapan pengelolaan
keuangan daerah.

Pengelola Keuangan Daerah terbagi berdasarkan peran dan fungsinya sebagai

berikut:

A. PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

1. Wali Kota selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan
mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang

dipisahkan.

2. Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah mempunyai
kewenangan:
a. menyusun rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang

N

[y

perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD;

mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang
perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungiawaban
pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama;

menetapkan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan
APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan
APBD yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD;

menetapkan kebijakan terkait Pengelolaan Keuangan Daerah;

mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak terkait
Pengelolaan Keuangan Daerah yang sangat dibutuhkan oleh Daerah
dan/atau masyarakat;

menetapkan kebijakan pengelolaan APBD;
menetapkan KPA;
menetapkan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran;

menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan pajak
daerah dan retribusi daerah;
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j- menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan Utang dan

Piutang Daerah;

k. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian atas tagihan
dan memerintahkan pembayaran;

l. menetapkan pejabat lainnya dalam rangka Pengelolaan Keuangan
Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

m. melaksanakan kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

3. Selain kewenangan di atas, terdapat kewenangan lain yaitu paling sedikit

menetapkan bendahara penerimaan pembantu, bendahara pengeluaran
pembantu, bendahara bantuan operasional sekolah, bendahara BLUD,
bendahara unit organisasi bersifat khusus dan/atau bendahara khusus
lainnya yang diamanatkan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan kekuasaan, Wali Kota melimpahkan sebagian atau
seluruh kekuasaannya yang berupa perencanaan, penganggaran,
pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, serta
pengawasan Keuangan Daerah kepada Pejabat Perangkat Daerah dengan
memperhatikan sistem pengendalian internal yang didasarkan pada
prinsip pemisahan kewenangan antara yang memerintahkan, menguji, dan
menerima atau mengeluarkan uang. Pelimpahan kekuasaan ditetapkan
dengan keputusan Wali Kota.

5. Pejabat Perangkat Daerah terdiri atas:

a. sekretaris daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah;
b. kepala SKPKD selaku PPKD; dan
c. kepala SKPD selaku PA.

B. KOORDINATOR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

1.

Sekretaris daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah
mempunyai tugas:
a. koordinasi dalam pengelolaan keuangan daerah;

b. koordinasi di bidang penyusunan rancangan APBD, rancangan
perubahan APBD, dan rancangan pertanggungjawaban pelaksanaan
APBD;

c. koordinasi penyiapan pedoman pelaksanaan APBD;
memberikan persetujuan pengesahan DPA-SKPD;

e. koordinasi pelaksanaan tugas lainnya di bidang pengelolaan keuangan
daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; dan

f. memimpin TAPD.

Koordinasi dalam pengelolaan keuangan daerah paling sedikit meliputi:

a. koordinasi dalam penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan
keuangan daerah;

b. koordinasi dalam penyusunan kebijakan akuntansi pemerintah
daerah;

c. koordinasi dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.

Koordinasi pengelolaan keuangan daerah dalam pelaksanaan tugasnya
bertanggung jawab kepada Wali Kota.

Koordinasi dalam pengelolaan keuangan daerah merupakan terkait dengan
peran dan fungsi sekretaris daerah membantu Wali Kota dalam menyusun
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kebijakan dan mengoordinasikan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
daerah termasuk Pengelolaan Keuangan Daerah.

C. PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

Kepala SKPKD selaku PPKD adalah Kepala SKPD yang melaksanakan
unsur penunjang urusan pemerintahan pada pemerintah daerah yang
melaksanakan pengelolaan keuangan daerah. Kepala SKPKD selaku PPKD
mempunyai tugas sebagai berikut:

1.

a.

b.

menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan
daerah;

menyusun rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang
perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD;

melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah diatur
dalam Perda;

melaksanakan fungsi BUD; dan

melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

PPKD dalam melaksanakan fungsinya selaku BUD berwenang:

a.

b
c.
d

o

menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
mengesahkan DPA-SKPD;
melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;

memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan
pengeluaran kas daerah;

melaksanakan pemungutan pajak daerah;
menetapkan anggaran kas dan SPD;

menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama
pemerintah daerah;

melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
menyajikan informasi keuangan daerah; dan

melakukan pencatatan dan pengesahan dalam hal penerimaan dan
pengeluaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan, tidak dilakukan melalui RKUD.

Selain kewenangan tersebut, terdapat kewenangan lain, yaitu:

@m0 o

mengelola investasi;

menetapkan anggaran kas;

melakukan pembayaran melalui penerbitan SP2D;
membuka rekening Kas umum daerah;

membuka rekening penerimaan;

membuka rekening pengeluaran; dan

menyusun laporan keuangan yang merupakan
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Dalam hal kewenangan pemungutan pajak daerah dipisahkan dari
kewenangan SKPKD, SKPD sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan dapat melaksanakan pemungutan pajak daerah.



5.

6.

4.

Pengelolaan investasi memperhatikan perolehan manfaat ekonomi, sosial
dan/atau manfaat lainnya sebagai akibat langsung dari investasi tersebut.

Dalam hal kewenangan mengelola investasi dipisahkan dari kewenangan
SKPKD, SKPD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dapat
melaksanakan pengelolaan investasi.

D. KUASA BUD

1.

PPKD selaku BUD mengusulkan pejabat di lingkungan SKPKD kepada Wali
Kota untuk ditetapkan sebagai Kuasa BUD.

Kuasa BUD ditetapkan dengan keputusan Wali Kota.
Kuasa BUD mempunyai tugas sebagai berikut:

a. menyiapkan anggaran kas;
b. menyiapkan SPD;

c. menerbitkan SP2D;
d

memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank
dan/atau lembaga keuangan lainnya yang telah ditunjuk;

e. mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan  dalam
pelaksanaan APBD;

f. menyimpan uang daerah;

g. melaksanakan penempatan uang daerah dan
mengelola/menatausahakan investasi;

h. melakukan pembayaran berdasarkan perintah PA/KPA atas Beban
APBD;

i. melaksanakan pemberian pinjaman daerah atas nama pemerintah
daerah;

j. melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah dan;
k. melakukan penagihan piutang daerah.

Dalam pengelolaan kas, Kuasa BUD mempunyai tugas sebagai berikut:

a. menyiapkan anggaran kas dilakukan dengan menghimpun dan
menguji anggaran kas yang disusun Kepala SKPD untuk ditetapkan
oleh BUD;

b. melakukan penyisihan piutang tidak tertagih dalam mengelola piutang
menatausahakan penyisihan dana bergulir yang tidak tertagih atas
investasi;

c. menyiapkan dokumen pengesahan dan pencatatan penerimaan dan
pengeluaran yang tidak melalui RKUD.
Kuasa BUD bertanggung jawab kepada PPKD selaku BUD.

Wali Kota atas usul BUD dapat menetapkan lebih dari 1 (satu) Kuasa BUD
di lingkungan SKPKD dengan pertimbangan besaran jumlah uang yang
dikelola, beban kerja, lokasi, dan/atau rentang kendali.

E. PENGGUNA ANGGARAN

1.

Kepala SKPD selaku PA mempunyai tugas sebagai berikut:

a. menyusun RKA-SKPD;
b. menyusun DPA-SKPD;
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melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban
anggaran belanja dan/atau pengeluaran pembiayaan,;

melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya,;
melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
melaksanakan pemungutan retribusi daerah;

mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam
batas anggaran yang telah ditetapkan;

menandatangani SPM;

mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi tanggung jawab
SKPD yang dipimpinnya;

menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang
dipimpinnya;

mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
menetapkan PPTK dan PPK-SKPD;

menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya dalam
rangka pengelolaan keuangan daerah; dan

melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Selain tugas kepala SKPD selaku PA mempunyai tugas lainnya, meliputi:

a.

o oo g

menyusun anggaran kas SKPD;

melaksanakan pemungutan lain-lain pendapatan asli daerah;
menyusun dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);
menyusun dokumen Pemberian Bantuan Sosial;

menyusun dokumen permintaan pengesahan pendapatan dan belanja
atas penerimaan dan pengeluaran daerah sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan tidak dilakukan melalui Rekening Kas
Umum Daerah, BUD melakukan pencatatan dan pengesahan
Penerimaan dan Pengeluaran Daerah tersebut; dan

menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang
dipimpinnya kepada PPKD selaku BUD.

Kepala SKPD selaku PA mempunyai wewenang, meliputi:

a.

menandatangi dokumen permintaan pengesahan pendapatan dan
belanja atas penerimaan dan pengeluaran daerah sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.

menandatangani dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);
menandatangani dokumen Pemberian Bantuan Sosial;

menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya dalam
rangka pengelolaan keuangan daerah; dan

menetapkan Pembantu Bendahara Penerimaan, Pembantu Bendahara
Pengeluaran dan Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan;

Dalam hal dibentuk SKPD tersendiri yang melaksanakan wewenang
melaksanakan pemungutan pajak daerah PA melaksanakan pemungutan
pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD
yang dipimpinnya merupakan akibat yang ditimbulkan dari pelaksanaan
DPA-SKPD.

Mengelola utang yang menjadi kewajiban kepada pihak lain sebagai akibat:

a.

pekerjaan yang telah selesai pada tahun anggaran sebelumnya;
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10.
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b. hasil pekerjaan akibat pemberian kesempatan kepada penyedia
barang/jasa menyelesaikan pekerjaan sehingga melampaui tahun
anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;

c. akibat putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum
tetap; dan

d. kewajiban lainnya yang menjadi beban SKPD yang harus dianggarkan
pada APBD setiap tahun sampai dengan selesainya kewajiban tersebut
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Mengelola piutang daerah yang menjadi hak daerah sebagai akibat:
a. perjanjian atau perikatan;
b. berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. akibat putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum
tetap; dan

d. piutang lainnya yang menjadi hak SKPD sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Dalam hal mengadakan ikatan untuk pengadaan barang dan jasa, PA
bertindak sebagai pejabat pembuat komitmen sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

PA yang bertindak sebagai pejabat pembuat komitmen dapat dibantu oleh
pegawai yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidang tugas pejabat
pembuat komitmen atau agen pengadaan sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.

PA bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan wewenangnya kepada
Wali Kota melalui sekretaris daerah.

. Berdasarkan pertimbangan beban kerja, Sekretaris daerah dapat

melimpahkan pada kepala biro untuk provinsi dan kepala bagian untuk
Pemerintah Kota selaku KPA untuk melakukan pengelolaan keuangan.

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

a.

b.

PA dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada kepala Unit
SKPD selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

Pelimpahan kewenangan berdasarkan pertimbangan besaran anggaran
kegiatan/sub kegiatan, lokasi, dan/atau rentang kendali.

Pertimbangan lokasi dan/atau rentang kendali dilakukan terhadap SKPD
yang membentuk Cabang Dinas, Unit Pelaksana Teknis Daerah, dan/atau
kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pelimpahan sebagian kewenangan ditetapkan oleh Wali Kota atas usul
kepala SKPD.

Pelimpahan sebagian kewenangan meliputi:

a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban
anggaran belanja;
melaksanakan anggaran Unit SKPD yang dipimpinnya;

c. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan
pembayaran,;

d. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam
batas anggaran yang telah ditetapkan;

e. melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
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f. mengawasi pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggung jawabnya;
dan

g. melaksanakan tugas KPA lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Dalam melaksanakan tugas KPA bertanggung jawab kepada PA.

Dalam hal kewenangan pemungutan pajak daerah dipisahkan dari
kewenangan SKPKD, PA dapat melimpahkan kewenangannya memungut
pajak daerah kepada KPA.

Dalam hal PA melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Unit SKPD
selaku KPA, KPA menandatangani SPM-TU dan SPM-LS.

Dalam hal mengadakan ikatan untuk pengadaan barang dan jasa, KPA
bertindak sebagai pejabat pembuat komitmen sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

KPA yang merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dapat dibantu
oleh pegawai yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidang tugas
pejabat pembuat komitmen atau agen pengadaan sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Dalam hal terdapat unit organisasi bersifat khusus, KPA mempunyai tugas:

a. menyusun RKA-Unit Organisasi Bersifat Khusus;

b. menyusun DPA-Unit Organisasi Bersifat Khusus;

c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban
anggaran belanja dan/atau pengeluaran pembiayaan;

d. melaksanakan anggaran pada unit organisasi bersifat khusus yang
dipimpinnya;

e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan
pembayaran;

f. melaksanakan pemungutan retribusi daerah;

g. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam
batas anggaran yang telah ditetapkan,;

h. menandatangani SPM;

i. mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi tanggung jawab
SKPD yang dipimpinnya;

j.- menyusun dan menyampaikan laporan keuangan unit organisasi
bersifat khusus yang dipimpinnya;

k. mengawasi pelaksanaan anggaran pada unit organisasi bersifat khusus
yang dipimpinnya;

l. menetapkan PPTK dan PPK-Unit SKPD;

m. menetapkan pejabat lainnya dalam unit organisasi bersifat khusus
yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan daerah; dan

n. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Dalam hal KPA berhalangan tetap atau sementara sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan, PA bertugas untuk mengambil alih
pelimpahkan sebagian tugasnya yang telah diserahkan kepada kepala Unit
SKPD selaku KPA.
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G. PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN

1.

10.

11

12.

13.

PA/KPA dalam melaksanakan kegiatan/sub kegiatan menetapkan pejabat
pada SKPD/Unit SKPD selaku PPTK.

PPTK bertugas membantu tugas dan wewenang PA/KPA.
Tugas PPTK dalam membantu tugas dan wewenang PA/ KPA meliputi:
a. mengendalikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan teknis

Kegiatan/sub kegiatan SKPD/Unit SKPD;

b. menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas Beban
pengeluaran pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan; dan

c. menyiapkan dokumen pengadaan barang/jasa pada Kegiatan/Sub
kegiatan SKPD/Unit SKPD sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang/jasa.

Tugas mengendalikan dan melaporkan pelaksanaan teknis Kegiatan/Sub
kegiatan meliputi:

a. menyusun jadwal pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan;

b. memonitoring dan evaluasi pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan; dan

c. melaporkan perkembangan pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan
kepada PA/KPA.

Tugas menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas
beban pengeluaran pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan meliputi:

a. menyiapkan laporan kinerja pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan;

b. menyiapkan dokumen administrasi pembayaran sesuai dengan
persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan perundang- undangan;
dan

c. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan
kegiatan.

Dalam membantu tugas, PPTK pada SKPD bertanggung jawab kepada PA.

Dalam membantu tugas, PPTK pada Unit SKPD bertanggung jawab kepada
KPA.

Dalam hal PPTK berhalangan sementara sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan, PA/KPA mengambil alih mandat yang dilaksanakan
oleh PPTK.

PA/KPA dapat menetapkan lebih dari 1 (satu) PPTK di lingkungan
SKPD/Unit SKPD.

Penetapan PPTK berdasarkan pertimbangan kompetensi jabatan, besaran
anggaran Kegiatan/sub kegiatan, beban kerja, lokasi, rentang kendali,
dan/atau pertimbangan objektif lainnya yang kriterianya ditetapkan Wali
Kota.

. Pertimbangan penetapan PPTK didasarkan atas pelaksanaan tugas dan

fungsi.
PPTK merupakan Pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural sesuai
dengan tugas dan fungsinya.

Pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural merupakan pejabat satu
tingkat di bawah kepala SKPD selaku PA dan/atau memiliki kemampuan
manajerial dan berintegritas.
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14. Dalam hal PA melimpahan kepada KPA, PPTK merupakan Pegawai ASN
yang menduduki jabatan struktural satu tingkat di bawah KPA dan/atau
memiliki kemampuan manajerial dan berintegritas.

15. Dalam hal tidak terdapat Pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural,
PA/KPA dapat menetapkan pejabat fungsional selaku PPTK yang
kriterianya sebagai berikut:

a. memiliki kemampuan manajerial dan integritas;
b. minimal memenuhi jabatan fungsional ahli muda; dan

c. kegiatan/Sub Kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan tugas dan
kedudukan pejabat fungsional yang diangkat pada SKPD/Unit SKPD

. PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN SKPD

1. Kepala SKPD selaku PA menetapkan PPK SKPD melaksanakan fungsi tata
usaha keuangan pada SKPD.

2. Pada SKPKD, PPK SKPD melaksanakan fungsi tata usaha keuangan sesuai
ruang lingkup tugas dan wewenang di SKPKD

3. Pada pola pengelolaan keuangan BLUD, PPK SKPD melaksanakan fungsi
tata usaha keuangan sesuai ruang lingkup tugas dan wewenang BLUD

4. PPK SKPD tidak merangkap sebagai pejabat dan pegawai yang bertugas
melakukan pemungutan pajak daerah dan retibusi daerah, Bendahara
Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara
Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu/Bendahara Khusus,
dan/atau PPTK.

5. PPK SKPD mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

a. melakukan verifikasi SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS beserta
bukti kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran;
menyiapkan SPM;

c. melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban Bendahara
Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran;

d. melaksanakan fungsi akuntansi pada SKPD; dan

e. menyusun laporan keuangan SKPD.

6. Verifikasi oleh PPK SKPD dilakukan dengan tujuan untuk meneliti
kelengkapan dan keabsahan.

7. Selain melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada
angka 5, PPK SKPD melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yaitu:

a. melakukan verifikasi SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS beserta
bukti kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara lainnya;

b. melakukan verifikasi surat permintaan pembayaran atas pengembalian
kelebihan pendapatan daerah dari bendahara penerimaan; dan

c. menerbitkan surat pernyataan verifikasi kelengkapan dan keabsahan
SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya
sebagai dasar penyiapan SPM.

8. Kepala SKPD dapat menetapkan pegawai yang bertugas membantu PPK-
SKPD untuk meningkatkan efektivitas penatausahaan keuangan SKPD.
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PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN UNIT SKPD

1.

Dalam hal PA melimpahkan sebagian tugasnya kepada KPA, PA
menetapkan PPK Unit SKPD untuk melaksanakan fungsi tata usaha
keuangan pada Unit SKPD.

Penetapan PPK Unit SKPD didasarkan atas pertimbangan:

a. besaran anggaran yang berlaku untuk biro pada provinsi dan bagian
pada Pemerintah Kota di lingkungan Sekretariat Daerah;
rentang kendali dan/atau lokasi;

c. dibentuknya unit organisasi bersifat khusus yang memberikan layanan
secara profesional melalui pemberian otonomi dalam pengelolaan
keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.

PPK Unit SKPD mempunyai tugas dan wewenang:

a. melakukan verifikasi SPP-TU dan SPP-LS beserta bukti
kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran
pembantu;

b. menyiapkan SPM-TU dan SPM-LS, berdasarkan SPP-TU dan SPP-LS
yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran pembantu; dan

c. melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban Bendahara
Penerimaan pembantu dan Bendahara Pengeluaran pembantu.

Verifikasi dilakukan untuk meneliti kelengkapan dan keabsahan SPP- TU
dan SPP-LS yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu.

Verifikasi dilakukan untuk meneliti kelengkapan dan keabsahan laporan
pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara
Pengeluaran Pembantu.

Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada angka 3, PPK
Unit SKPD melaksanakan tugas lainnya meliputi:

a. melakukan verifikasi surat permintaan pembayaran atas pengembalian
kelebihan pendapatan daerah dari bendahara penerimaan
pembantu/Bendahara lainnya; dan

b. menerbitkan surat pernyataan verifikasi kelengkapan dan keabsahan

SPP-TU dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya sebagai dasar
penyiapan SPM.
PPK Unit SKPD pada unit organisasi bersifat khusus mempunyai tugas
meliputi:

a. melakukan verifikasi SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS beserta
bukti kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran,
Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Bendahara lainnya;

b. menerbitkan surat pernyataan verifikasi kelengkapan dan keabsahan
SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya
sebagai dasar penyiapan SPM;

c. menyiapkan SPM;

d. melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban Bendahara
Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara lainnya;

e. melaksanakan fungsi akuntansi pada unit SKPD khusus; dan
f. menyusun laporan keuangan unit SKPD khusus.
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8. PPK Unit SKPD merupakan Pegawai ASN yang menduduki jabatan
struktural untuk menjalankan fungsi penatausahaan keuangan unit
SKPD.

9. Kepala Unit SKPD dapat menetapkan pegawai yang bertugas membantu
PPK Unit SKPD.

J. BENDAHARA
1. Bendahara Penerimaan

a. Wali Kota menetapkan Bendahara Penerimaan untuk melaksanakan
tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran
pendapatan pada SKPD dan SKPKD atas usul PPKD selaku BUD.

b. Bendahara Penerimaan memiliki tugas dan wewenang menerima,
menyimpan, menyetorkan ke rekening kas umum daerah,
menatausahakan dan mempertanggungjawabkan pendapatan daerah
yang diterimanya.

c. Selain tugas dan wewenang tersebut, Bendahara Penerimaan memiliki
tugas dan wewenang lainnya paling sedikit yaitu:

1) meminta bukti transaksi atas pendapatan yang diterima langsung
melalui RKUD;

2) melakukan verifikasi dan rekonsiliasi dengan Bank yang ditetapkan
oleh Wali Kota;

3) meneliti kesesuaian antara jumlah uang yang diterima dengan
jumlah yang telah ditetapkan;

4) menatausahakan dan mempertanggungjawabkan pendapatan
daerah yang diterimanya; dan

5) menyiapkan dokumen pembayaran atas pengembalian kelebihan
pendapatan daerah.

d. Dalam hal PA melimpahkan sebagian kewenangannya kepada KPA,
Wali Kota dapat menetapkan Bendahara Penerimaan Pembantu pada
Unit SKPD yang bersangkutan.

e. Bendahara Penerimaan Pembantu pada unit SKPD diusulkan oleh
kepala SKPD kepada Wali Kota melalui PPKD.

f. Bendahara Penerimaan Pembantu memiliki tugas dan wewenang sesuai
dengan lingkup penugasan yang ditetapkan Wali Kota.

g. Tugas dan wewenang sesuai dengan lingkup penugasan paling sedikit
meliputi:

1) menerima, menyimpan dan menyetorkan sejumlah uang dalam
rangka pelaksanaan anggaran pendapatan daerah pada SKPD,
kecuali untuk transaksi secara elektronik;

2) meminta bukti transaksi atas pendapatan yang diterima langsung
melalui RKUD;

3) melakukan verifikasi dan rekonsiliasi dengan Bank yang ditetapkan
oleh Wali Kota;

4) meneliti kesesuaian antara jumlah uang yang diterima dengan
jumlah yang telah ditetapkan;

5) menatausahakan dan mempertanggungjawabkan pendapatan
daerah yang diterimanya; dan

6) menyiapkan dokumen pembayaran atas pengembalian kelebihan
pendapatan daerah.
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Bendahara Penerimaan dan Bendahara Penerimaan Pembantu
bertanggung jawab secara administratif dan fungsional.

Bendahara Penerimaan bertanggung jawab secara administratif dengan
membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif atas
penerimaan pada SKPD dan disampaikan kepada PA.

Bendahara Penerimaan Pembantu bertanggung jawab secara
administratif dengan membuat laporan pertanggungjawaban secara
administratif atas penerimaan pada unit SKPD dan disampaikan
kepada KPA.

Bendahara Penerimaan bertanggung jawab secara fungsional dengan
membuat laporan pertanggungjawaban secara fungsional atas
penerimaan pada SKPD dan disampaikan kepada PPKD selaku BUD.

Bendahara Penerimaan Pembantu bertanggung jawab secara
fungsional dengan membuat laporan pertanggungjawaban secara
fungsional atas penerimaan pada unit SKPD dan disampaikan kepada
Bendahara Penerimaan.

.Kepala SKPD atas usul Bendahara Penerimaan dapat menetapkan

pegawai yang bertugas membantu Bendahara Penerimaan untuk
meningkatkan efektivitas pengelolaan pendapatan daerah.

Pegawai yang bertugas membantu Bendahara Penerimaan
melaksanakan tugas dan wewenang sesuai dengan lingkup penugasan
yang ditetapkan kepala SKPD.

Pegawai yang bertugas membantu Bendahara Penerimaan dalam
melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bendahara
Penerimaan.

Pegawai yang bertugas membantu Bendahara Penerimaan disebut
Pembantu Bendahara Penerimaan.

Bendahara Pengeluaran

a.

b.

PPKD selaku BUD mengusulkan bendahara pengeluaran kepada Wali
Kota.

Wali Kota menetapkan Bendahara Pengeluaran untuk melaksanakan
tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran belanja
dan/atau pengeluaran pembiayaan pada SKPD dan SKPKD.

Bendahara Pengeluaran memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:

1. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP UP, SPP
GU, SPP TU, dan SPP LS;

2. menerima dan menyimpan UP, GU, dan TU;

3. melaksanakan pembayaran dari UP, GU, dan TU yang dikelolanya;

4. menolak perintah bayar dari PA yang tidak sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan,;
5. meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;

6. membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada
PA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada BUD
secara periodik; dan

7. memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
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d. Selain tugas dan wewenang, Bendahara Pengeluaran melaksanakan
tugas dan wewenang lainnya meliputi:

1. melakukan rekonsiliasi dengan pihak Bank yang ditetapkan Wali
Kota;
2. memeriksa kas secara periodik;

3. menerima dokumen bukti transaksi secara elektronik atau
dokumen fisik dari bank;

4. menerima dan menyetorkan atas pengembalian belanja atas koreksi
atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal;

5. menyiapkan dokumen surat tanda setoran atas pengembalian
belanja akibat koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan
eksternal; dan

6. pelaksanaan anggaran pengeluaran pembiayaan pada SKPD yang
melaksanakan fungsi BUD.

e. Dalam hal PA melimpahkan kewenangannya kepada KPA, Wali Kota
Tasikmalaya atas usul PPKD menetapkan Bendahara Pengeluaran
Pembantu.

f. Penetapan Bendahara pengeluaran pembantu didasarkan atas
pertimbangan:

1. besaran anggaran; dan
2. rentang kendali dan/atau lokasi.

g. Bendahara Pengeluaran Pembantu memiliki tugas dan wewenang

meliputi:

1. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP TU dan
SPP LS;

2. menerima dan menyimpan pelimpahan UP dari Bendahara
Pengeluaran;

3. menerima dan menyimpan TU dari BUD;

4. melaksanakan pembayaran atas pelimpahan UP dan TU yang
dikelolanya;

5. menolak perintah bayar dari KPA yang tidak sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;

6. meneliti kelengkapan dokumen pembayaran,;

7. memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan; dan

8. membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada

KPA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada
Bendahara Pengeluaran secara periodik.

h. Selain tugas dan wewenang Bendahara Pengeluaran pembantu
memiliki tugas dan wewenang lainnya meliputi:

1. melakukan rekonsiliasi dengan pihak bank yang ditetapkan oleh
Wali Kota;
2. memeriksa kas secara periodik;

3. menerima dokumen bukti transaksi secara elektronik atau
dokumen fisik dari bank;

4. menerima dan menyetorkan atas pengembalian belanja atas koreksi
atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal pada tahun berjalan;
dan
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5. menyiapkan dokumen surat tanda setoran atas pengembalian
belanja akibat koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan
eksternal pada tahun berjalan.

Dalam hal terdapat pembentukan unit organisasi bersifat khusus
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Wali Kota
Tasikmalaya menetapkan bendahara unit organisasi bersifat khusus.

Bendahara unit organisasi bersifat khusus memiliki tugas dan
wewenang setara dengan Bendahara Pengeluaran.

Bendahara Pengeluaran Pembantu secara administratif bertanggung
jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada KPA.

Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu dan
bertanggung jawab secara administratif dan fungsional.

. Bendahara Pengeluaran bertanggung jawab secara administratif
dengan membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif
atas pengeluaran pada SKPD dan disampaikan kepada PA.

Bendahara Pengeluaran pembantu bertanggung jawab secara
administratif dengan membuat laporan pertanggungjawaban secara
administratif atas pengeluaran pada unit SKPD dan disampaikan
kepada KPA.

Bendahara Pengeluaran bertanggung jawab secara fungsional dengan
membuat laporan pertanggungjawaban secara fungsional atas
pengeluaran pada SKPD dan disampaikan kepada PPKD selaku BUD.

Bendahara Pengeluaran pembantu bertanggung jawab secara
fungsional dengan membuat laporan pertanggungjawaban secara
fungsional atas pengeluaran pada unit SKPD dan disampaikan kepada
Bendahara Pengeluaran.

Kepala SKPD atas usul Bendahara Pengeluaran dapat menetapkan
pegawai yang bertugas membantu Bendahara Pengeluaran untuk
meningkatkan efektivitas pengelolaan belanja dan/atau pengeluaran
pembiayaan.

Pegawai yang Dbertugas membantu Bendahara Pengeluaran
melaksanakan tugas dan wewenang sesuai dengan lingkup penugasan
yang ditetapkan kepala SKPD.

Pegawai yang membantu Bendahara Pengeluaran bertanggung jawab
kepada Bendahara Pengeluaran.

Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran dilarang:

1. melakukan aktivitas perdagangan, pekerjaan pemborongan, dan
penjualan jasa;

2. bertindak sebagai penjamin atas kegiatan pekerjaan dan/atau
penjualan jasa;

3. menyimpan uang pada suatu bank atau lembaga keuangan lainnya

atas nama pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung;
dan

4. larangan berlaku juga terhadap Bendahara Penerimaan Pembantu,
Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Bendahara Khusus.

Larangan bagi Bendahara Penerimaan, Bendahara Penerimaan
Pembantu, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran
Pembantu dilakukan terhadap kegiatan, sub kegiatan, tindakan,
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dan/atau aktivitas lainnya yang berkaitan langsung dengan
pelaksanaan APBD.

K. TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH (TAPD)
1.

2.

3.

Dalam proses penyusunan APBD, Wali Kota dibantu oleh TAPD yang
dipimpin oleh Sekretaris Daerah.

TAPD beranggotakan terdiri atas pejabat perencana daerah, PPKD, dan

pejabat pada SKPD lain sesuai dengan kebutuhan.

TAPD mempunyai tugas sebagai berikut:

a. membahas kebijakan pengelolaan keuangan daerah;

b. menyusun dan membahas rancangan KUA dan rancangan perubahan
KUA;

c. menyusun dan membahas rancangan PPAS dan rancangan perubahan
PPAS;
melakukan verifikasi RKA-SKPD;

e. membahas rancangan APBD, rancangan perubahan APBD, dan
rancangan pertanggungjawaban APBD;

f. membahas hasil evaluasi APBD, perubahan APBD, dan
pertanggungjawaban APBD;

g. melakukan verifikasi rancangan DPA-SKPD dan rancangan perubahan
DPA-SKPD;

h. menyiapkan surat edaran kepala daerah tentang pedoman
penyusunan RKA; dan

i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas TAPD dapat melibatkan instansi sesuai dengan

kebutuhan.

BAB II
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UMUM

Keuangan Daerah merupakan semua hak dan kewajiban Daerah dalam
rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan
uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah

be

rhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut. Ruang lingkup

Keuangan daerah meliputi:

1

2.

N

. hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta
melakukan pinjaman;

kewajiban Daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan
daerah dan membayar tagihan pihak lain;

. penerimaan Daerah;
. pengeluaran Daerah;

. kekayaan Daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang,
surat berharga, piutang, barang, serta hak lain yang dapat dinilai dengan
uang, termasuk kekayaan daerah yang dipisahkan; dan/atau
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kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam rangka
penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dan/atau kepentingan
umum.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD
adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda
dengan ketentuan sebagai berikut:

1.

10.

11.

APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Daerah dan kemampuan
Pendapatan Daerah.

APBD disusun dengan mempedomani KUA PPAS yang didasarkan pada
RKPD.

APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi,
distribusi, dan stabilisasi.

APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
setiap tahun ditetapkan dengan Perda sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Semua Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang
dianggarkan dalam APBD.

Penerimaan Daerah terdiri atas:

a. pendapatan daerah; dan

b. penerimaan pembiayaan daerah.
Pengeluaran Daerah terdiri atas:

a. belanja daerah; dan
b. pengeluaran pembiayaan daerah.

Penerimaan Daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan rencana
Penerimaan Daerah yang terukur secara rasional yang dapat dicapai
untuk setiap sumber Penerimaan Daerah dan berdasarkan pada
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengeluaran Daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan rencana
Pengeluaran Daerah sesuai dengan kepastian tersedianya dana atas
Penerimaan Daerah dalam jumlah yang cukup.

Setiap Pengeluaran Daerah harus memiliki dasar hukum yang
melandasinya.

Seluruh Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah dianggarkan secara
bruto dalam APBD.

Terkait hal tersebut di atas, Peraturan Wali Kota ini mengatur beberapa
ketentuan sebagai berikut:

1.

Selain didasarkan pada RKPD, APBD juga didasarkan pada pedoman
penyusunan APBD yang diatur oleh Menteri.

APBD mempunyai fungsi:

a. fungsi otorisasi yang memiliki arti anggaran daerah menjadi dasar
untuk melaksanakan APBD pada tahun berkenaan.

b. fungsi perencanaan yang memiliki arti anggaran daerah menjadi
pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan/sub
kegiatan pada tahun berkenaan.
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c. fungsi pengawasan yang mengandung arti bahwa anggaran daerah
menjadi pedoman untuk menilai kegiatan/sub  kegiatan
penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

d. fungsi alokasi yang mengandung arti bahwa anggaran daerah harus
diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi
pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan
efisiensi dan efektivitas perekonomian.

e. fungsi distribusi yang mengandung arti kebijakan anggaran daerah
harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

f. fungsi stabilisasi yang mengandung arti anggaran pemerintah daerah
menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan
fundamental perekonomian Daerah.

APBD dalam satu tahun anggaran meliputi:

a. hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan
bersih;

b. kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai
kekayaan bersih; dan

c. penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang
akan diterima kembali, pada tahun anggaran yang bersangkutan atau
pada tahun anggaran berikutnya.

B. STRUKTUR ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

APBD merupakan satu kesatuan yang disusun dalam struktur tertentu.
Beberapa ketentuan terkait struktur APBD adalah sebagai berikut:

1.

APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri atas:

a. Pendapatan Daerah;
b. Belanja Daerah; dan
c. Pembiayaan Daerah.

APBD diklasifikasikan menurut Urusan Pemerintahan daerah dan
organisasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Klasifikasi APBD menurut Urusan Pemerintahan daerah dan organisasi
disesuaikan dengan kebutuhan daerah berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening
Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah dan
penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah
dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Belanja Daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum
Daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh Daerah dan pengeluaran
lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah
dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar
kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada
tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
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Terkait hal tersebut di atas, Peraturan Wali Kota ini mengatur beberapa

ketentuan sebagai berikut:

1.

Klasifikasi APBD dalam rancangan Perda tentang APBD dirinci menurut
urusan pemerintahan daerah, bidang urusan, organisasi, program,
kegiatan, sub kegiatan, akun, kelompok, dan jenis pendapatan, belanja,
dan pembiayaan.

Klasifikasi APBD dalam rancangan Peraturan Wali Kota tentang
penjabaran APBD dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, bidang
urusan, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, akun, kelompok,
jenis, objek, rincian objek, sub rincian objek, pendapatan, belanja, dan
pembiayaan.

Dalam hal penganggaran pendapatan daerah yang memiliki karakteristik
khusus antara lain Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Dana Desa,
Dana Kapitasi, bantuan pemerintah dari Kementerian/Lembaga dan
pendapatan lainnya, yang penerimaan pendapatannya tidak melalui
RKUD, penerimaan pendapatannya dilakukan berdasarkan notifikasi
atau pengesahan pendapatan atau mekanisme lainnya sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pengelolaan pendapatan daerah yang tidak melalui RKUD dapat berupa
mekanisme intersep, pemotongan langsung atau mekanisme lainnya
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Klasifikasi APBD menurut akun, kelompok, jenis, objek, rincian objek,
sub rincian objek, pendapatan, belanja, dan pembiayaan dikelola
berdasarkan kewenangan pengelolaan keuangan pada SKPD dan SKPKD.

Klasifikasi APBD mengacu pada ketentuan peraturan perundang-
undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta
pemutakhirannya.

C. PENDAPATAN DAERAH

1.

Ketentuan Umum

Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai
penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran
berkenaan. Pendapatan daerah dirinci menurut urusan pemerintahan
daerah, organisasi, akun, kelompok, jenis, objek dan rincian objek serta
sub rincian objek pendapatan daerah.

Pendapatan Daerah terdiri atas:

a. Pendapatan Asli Daerah;

b. Pendapatan Transfer; dan

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Ketentuan Terkait Pendapatan Asli Daerah

Ketentuan terkait Pendapatan Asli Daerah diatur sebagai berikut:
a. Pendapatan Asli Daerah terdiri atas:

1) Pajak daerah;

2) Retribusi daerah;

3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
4) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
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b. Klasifikasi APBD menurut akun, kelompok, jenis, objek, rincian objek,
sub rincian objek pendapatan asli daerah dikelola berdasarkan
kewenangan pengelolaan keuangan pada SKPD dan SKPKD, meliputi:

Jenis Pendapatan Kewenangan Pengelolaan

Pajak Daerah SKPKD atau SKPD yang
memiliki tugas dan wewenang
pengelolaan
pajak

Retribusi Daerah SKPD

Hasil Pengelolaan  Kekayaan| SKPKD
Daerah yang Dipisahkan

Lain-lain Pendapatan Asli | SKPKD kecuali

Daerah yang Sah 1. Hal-hal terkait pajak dan
retribusi tetap dikelola oleh
Bendahara Penerimaan di
SKPD terkait.

2. Pendapatan BLUD dikelola
oleh BLUD terkait.

3. Pendapatan Hibah Dana
BOS, Dana kapitasi, dan
pendapatan lainnya yang
dikelola oleh Bendahara
Penerimaan Khusus.

c. Pajak daerah dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian
objek. Ketentuan lebih lanjut mengenai pajak daerah diatur dengan
Perda yang berpedoman pada undang-undang mengenai pajak daerah
dan retribusi daerah.

d. Retribusi daerah dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian
objek. Ketentuan lebih lanjut mengenai retribusi daerah diatur dengan
Perda yang berpedoman pada undang-undang mengenai pajak daerah
dan retribusi daerah.

e. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dirinci menurut
objek, rincian objek dan sub rincian objek. Hasil pengelolaan
kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah
atas hasil penyertaan modal daerah.

f. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah merupakan penerimaan
daerah selain pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan
kekayaan daerah yang dipisahkan yang dirinci berdasarkan objek,
rincian objek dan sub rincian objek sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan. Lain-lain pendapatan asli daerah
yang sah dapat dikelola di SKPKD maupun SKPD. Lain-lain
Pendapatan Asli Daerah yang sah terdiri atas:

1) hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;

2) hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;
3) hasil kerja sama daerah;

4) jasa giro;

5) hasil pengelolaan dana bergulir;
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6) pendapatan bunga;
7) penerimaan atas tuntutan ganti kerugian Keuangan Daerah;

8) penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat
penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan
barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain
sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari
hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya
merupakan Pendapatan Daerah;

9) penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap
mata uang asing;

10) pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
11) pendapatan denda pajak daerah;

12) pendapatan denda retribusi daerah;

13) pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;

14) pendapatan dari pengembalian;

15) pendapatan dari BLUD; dan

16) pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
g. Pemerintah Daerah dilarang:

1) melakukan pungutan atau yang disebut nama lainnya yang
dipersamakan dengan pungutan di luar yang diatur dalam
undang-undang; dan

2) melakukan pungutan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi,
menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa
antar daerah, dan kegiatan ekspor/impor yang merupakan
program strategis nasional.

h. Wali Kota yang melakukan pungutan atau yang disebut nama lainnya
dikenai sanksi administratif tidak dibayarkan hak-hak keuangannya
yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang- undangan selama
6 (enam) bulan.

i. Wali Kota yang melakukan pungutan dikenai sanksi administratif
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

j. Hasil pungutan atau yang disebut nama lainnya wajib disetorkan
seluruhnya ke kas negara.

3. Ketentuan terkait Pendapatan Transfer
Ketentuan terkait Pendapatan Transfer meliputi:
a. Pendapatan transfer terdiri atas:
1) Transfer Pemerintah Pusat;
2) Transfer antar-daerah.

b. Klasifikasi APBD menurut akun, kelompok, jenis, objek, rincian objek,
sub rincian objek pendapatan transfer dikelola berdasarkan
kewenangan pengelolaan keuangan pada SKPKD.

Bagian 1: Transfer Pemerintah Pusat

1) Transfer Pemerintah Pusat terdiri atas Dana Perimbangan, Dana
Insentif Daerah, Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan, dan
Dana Desa. Pengalokasian transfer Pemerintah Pusat
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dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

2) Dana Perimbangan terdiri atas Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi
Umum dan Dana Alokasi Khusus. DBH dan DAU merupakan
kategori dari Dana Transfer Umum, sedangkan DAK merupakan
kategori dari Dana Transfer Khusus.

a) DBH terdiri atas Bagi hasil Pajak dan Bagi Hasil Sumber Daya
Alam;

b) DAU yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan
dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar
daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka
pelaksanaan Desentralisasi;

c) DAK bersumber dari APBN yang dialokasikan pada Daerah
untuk mendanai Kegiatan khusus yang merupakan Urusan
Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang
ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan. DAK terdiri atas Dana
Alokasi Khusus Fisik dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik.

Dana Insentif Daerah (DID) bersumber dari APBN yang dialokasikan
kepada Daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan
untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau
pencapaian Kinerja tertentu.

Dana otonomi khusus dialokasikan kepada Daerah yang memiliki
otonomi khusus sesuai dengan ketentuan peraturan undang-
undangan.

Dana keistimewaan dialokasikan kepada Daerah istimewa sesuai
dengan ketentuan peraturan undang-undangan.

Dana desa diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Bagian 2: Transfer Antar- Daerah

1) Transfer Antar-Daerah terdiri atas Pendapatan Bagi Hasil dan
Bantuan Keuangan.

2) Pendapatan Bagi Hasil merupakan dana yang bersumber dari
Pendapatan Daerah yang dialokasikan kepada Daerah lain
berdasarkan angka persentase tertentu sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

3) Bantuan Keuangan merupakan dana yang diterima dari daerah
lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan
peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu
lainnya. Bantuan Keuangan terdiri atas:

a) bantuan keuangan dari Daerah provinsi; dan
b) bantuan keuangan dari Daerah Pemerintah Kota.

Bantuan keuangan yang berasal dari provinsi dan/atau
Pemerintah Kota Tasikmalaya, terdiri atas:

a) bantuan keuangan umum yang merupakan dana yang
diterima dari daerah lainnya dalam rangka kerjasama daerah
atau pemerataan peningkatan kemampuan keuangan;

b) bantuan keuangan khusus yang merupakan dana yang
diterima dari daerah lainnya untuk tujuan tertentu.



-22-

4. Ketentuan terkait Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Ketentuan terkait Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah diatur

sebagai berikut:

a.

Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah terdiri atas:
1) Hibah;
2) Dana darurat; dan/atau

3) Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Klasifikasi APBD menurut akun, kelompok, jenis, objek, rincian objek,
sub rincian objek pendapatan asli daerah dikelola berdasarkan
kewenangan pengelolaan keuangan pada SKPD dan SKPKD.

Hibah merupakan bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang
berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, masyarakat,
dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat
untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hibah termasuk sumbangan dari pihak lain yang tidak mengikat,
tidak berdasarkan perhitungan tertentu, dan tidak mempunyai
konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban kepada
penerima maupun pemberi serta tidak menyebabkan ekonomi biaya
tinggi.

Hibah dari badan usaha luar negeri merupakan penerusan hibah
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dana darurat merupakan dana yang berasal dari APBN yang diberikan
kepada Daerah pada tahap pasca bencana untuk mendanai keperluan
mendesak yang diakibatkan oleh bencana yang tidak mampu
ditanggulangi oleh Daerah dengan menggunakan sumber APBD sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan antara lain Pendapatan Hibah Dana BOS, dan Pendapatan
Pengembalian Hibah tahun sebelumnya.

D. BELANJA DAERAH

1. Ketentuan Umum

Ketentuan umum mengenai belanja daerah sebagai berikut:

a.

b.

Belanja Daerah untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah.

Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas
Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Urusan Pemerintahan Wajib terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib

yang terkait Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Wajib yang
tidak terkait Pelayanan Dasar.

Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan potensi yang dimiliki
Daerah.
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Belanja Daerah dialokasikan dengan memprioritaskan pendanaan
Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar dalam rangka
pemenuhan Standar Pelayanan Minimal.

Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang
tidak terkait dengan Pelayanan Dasar dialokasikan sesuai dengan
kebutuhan daerah.

Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan Pilihan
dialokasikan sesuai dengan prioritas daerah dan potensi yang dimiliki
Daerah.

Daerah wajib mengalokasikan belanja untuk mendanai Urusan
Pemerintahan daerah yang besarannya telah ditetapkan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain
besaran alokasi belanja untuk fungsi pendidikan, anggaran
kesehatan, dan insfrastruktur.

Dalam hal Daerah tidak memenuhi alokasi belanja, menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan
melakukan penundaan dan/atau pemotongan penyaluran Dana
Transfer Umum, setelah berkoordinasi dengan Menteri dan menteri
teknis terkait.

Belanja Daerah berpedoman pada standar harga satuan regional,
analisis standar belanja, dan/atau standar teknis sesuai dengan
ketentuan peraturan perurndang-undangan.

Belanja Daerah berpedoman pada standar harga satuan regional,
analisis standar belanja, dan/atau standar teknis sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Standar harga satuan regional ditetapkan dengan Peraturan Presiden.
Standar harga satuan regional digunakan sebagai pedoman dalam
menyusun standar harga satuan pada masing-masing Daerah.
Penetapan standar harga satuan pada masing-masing Daerah dengan
memperhatikan tingkat kemahalan yang berlaku di suatu Daerah.
Analisis standar belanja dan standar teknis dan standar harga satuan
ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.

Analisis standar belanja, standar harga satuan, dan/atau standar
teknis digunakan untuk menyusun rencana kerja dan anggaran
dalam penyusunan rancangan Perda tentang APBD.

Belanja daerah dirinci menurut Urusan Pemerintahan daerah,
organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, jenis, objek, rincian objek
dan sub rincian objek belanja daerah.

Urusan Pemerintahan daerah diselaraskan dan dipadukan dengan
belanja negara yang diklasifikasikan menurut fungsi.

Belanja Daerah menurut organisasi disesuaikan dengan susunan
organisasi yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Belanja Daerah menurut program, kegiatan, dan sub kegiatan
disesuaikan dengan Urusan Pemerintahan provinsi dan Pemerintah
Daerah Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
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Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas:

a.

Belanja Operasi

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan
sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek.

Belanja Modal

Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan
aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu)
periode akuntansi.

Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban
APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang
tidak dapat diprediksi sebelumnya.

Belanja Transfer
Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah

Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah
Daerah kepada pemerintah desa.

Klasifikasi APBD menurut akun, kelompok, jenis, objek, rincian objek,
sub rincian objek Belanja daerah dikelola berdasarkan kewenangan
pengelolaan keuangan pada SKPD dan SKPKD, meliputi:

Jenis Belanja Kewenangan Pengelolaan
BELANJA OPERASI
Belanja Pegawai SKPKD, SKPD dan BLUD
Belanja Barang dan Jasa SKPKD, SKPD dan BLUD
Belanja Bunga SKPKD dan BLUD
Belanja Subsidi SKPKD dan/atau SKPD
Belanja Hibah SKPKD dan/atau SKPD
Belanja Bantuan Sosial SKPKD dan/atau SKPD
BELANJA MODAL SKPKD, SKPD dan BLUD
BELANJA TIDAK TERDUGA SKPKD
BELANJA TRANSFER SKPKD

2. Ketentuan terkait Belanja Operasi

Belanja Operasi dirinci atas jenis:

™o o TR

Belanja Pegawai;

Belanja Barang dan Jasa;
Belanja Bunga;

Belanja Subsidi;

Belanja Hibah; dan
Belanja Bantuan Sosial.

Ketentuan terkait Belanja Operasi diatur sebagai berikut:

a.

Belanja Pegawai

1) Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi
yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
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Kompensasi diberikan kepada Wali Kota/Wakil Wali Kota,
pimpinan/anggota DPRD, dan Pegawai ASN.

a) Belanja Pegawai bagi Wali Kota dan Wakil Wali Kota
dianggarkan pada belanja SKPD sekretariat daerah.

b) Belanja Pegawai bagi Pimpinan dan Anggota DPRD
dianggarkan pada belanja SKPD Sekretariat DPRD.

c) Belanja Pegawai ASN dianggarkan pada belanja SKPD
bersangkutan.

Belanja pegawai paling sedikit berupa gaji/uang representasi dan
tunjangan, tambahan penghasilan Pegawai ASN, belanja
penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD serta Wali Kota,
Wakil Wali Kota, honorarium, insentif pemungutan pajak daerah
dan retribusi daerah/Jasa layanan lainnya dan honorarium yang
selanjutnya terkait belanja pegawai diuraikan dalam peraturan
perundang-undangan.

Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan

kepada Pegawai ASN dengan memperhatikan kemampuan

Keuangan Daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pegawai ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai

pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada intansi

pemerintah.

Persetujuan DPRD dilakukan bersamaan dengan pembahasan

KUA.

Tambahan penghasilan diberikan berdasarkan pertimbangan

beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi,

prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya, diuraikan
sebagai berikut:

a) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja diberikan
kepada pegawai ASN yang dibebani pekerjaan untuk
menyelesaikan tugas yang dinilai melampau beban kerja
normal,

b) Tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas
diberikan kepada pegawai ASN yang dalam melaksanakan
tugasnya berada di daerah memiliki tingkat kesulitan tinggi
dan daerah terpencil;

c) Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja diberikan
kepada pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugasnya
berada pada lingkungan kerja yang memiliki resiko tinggi;

d) Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi
diberikan kepada pegawai ASN yang dalam mengemban tugas
memiliki keterampilan khusus dan langka;

e) Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja diberikan
kepada pegawai ASN yang memiliki prestasi kerja yang tinggi
dan/atau inovasi; dan

f) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif
lainnya  diberikan kepada pegawai ASN sepanjang
diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

Pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai ASN daerah

ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota dengan berpedoman pada
Peraturan Pemerintah.
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9) Dalam hal belum adanya Peraturan Pemerintah, Wali Kota dapat
memberikan tambahan penghasilan bagi Pegawai ASN setelah
mendapat persetujuan Menteri.

10) Persetujuan Menteri ditetapkan setelah memperoleh pertimbangan
menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
keuangan.

11) Dalam hal Wali Kota menetapkan pemberian tambahan
penghasilan bagi Pegawai ASN tidak sesuai dengan ketentuan,
menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
keuangan melakukan penundaan dan/atau pemotongan Dana
Transfer Umum atas usulan Menteri.

Belanja Barang dan Jasa

1) Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan
pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua
belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau
dijual kepada masyarakat/pihak lain.

2) Pengadaan barang dan jasa dalam rangka melaksanakan program,
kegiatan, dan sub kegiatan Pemerintahan Daerah guna
pencapaian sasaran prioritas Daerah yang tercantum dalam
RPJMD.

3) Belanja barang dan jasa diuraikan dalam objek belanja barang,
belanja jasa, belanja pemeliharaan, belanja perjalanan dinas, dan
Belanja Uang dan/atau Jasa untuk diberikan kepada Pihak
Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat.

4) Penggunaan dan penganggaran objek dari jenis Belanja barang
dan jasa diuraikan sebagai berikut:

a) Belanja Barang digunakan untuk menganggarkan pengadaan
barang berupa barang pakai habis, barang tak habis pakai,
dan barang bekas dipakai;

b) Belanja Jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan
jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan
antara lain berupa jasa kantor, asuransi, sewa
rumah /gedung/gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa
alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor,
konsultansi, ketersediaan layanan (availibility payment),
beasiswa pendidikan PNS, kursus, pelatihan, sosialisasi, dan
bimbingan teknis PNS/PPPK, insentif pemungutan pajak
daerah bagi pegawai non ASN, dan insentif pemungutan
retribusi daerah bagi pegawai non ASN;

c) Belanja Pemeliharaan digunakan untuk menganggarkan
Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan tanah,
belanja pemeliharaan peralataan dan mesin, belanja
pemeliharaan gedung dan bangunan, belanja pemeliharaan
jalan, jaringan, dan irigasi, belanja pemeliharaan aset tetap
lainnya, dan belanja perawatan kendaraan bermotor.

d) Belanja Perjalanan Dinas digunakan untuk menganggarkan
belanja perjalanan dinas dalam negeri dan belanja perjalanan
dinas luar negeri.

e) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak
Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat digunakan untuk
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menganggarkan Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada
Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat.

Pemerintah daerah menganggarkan belanja barang dan jasa dalam
APBD tahun anggaran berkenaan pada SKPD terkait.

Belanja barang dan jasa berupa pemberian uang yang diberikan
kepada masyarakat/Pihak Lain dianggarkan untuk pemberian
uang kepada ASN dan Non ASN, masyarakat dalam rangka
mendukung pencapaian target kinerja Kegiatan dan Sasaran
Program yang tercantum dalam RPJMD dengan memperhatikan
kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas.

Belanja barang dan jasa berupa pemberian uang yang diberikan
kepada masyarakat/Pihak Lain diberikan dalam bentuk:

a) pemberian hadiah yang bersifat perlombaan;
b) penghargaan atas suatu prestasi;
c) pemberian beasiswa kepada masyarakat;

d) penanganan dampak sosial kemasyarakatan = akibat
penggunaan tanah milik pemerintah daerah untuk
pelaksanaan pembangunan proyek strategis nasional dan non
proyek strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

e) Transfer Ke Daerah dan Dana Desa yang penggunaannya
sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

f) Bantuan fasilitasi premi asuransi pertanian; dan/atau

g) Belanja barang dan jasa berupa pemberian uang lainnya yang
diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

Belanja Bunga

1)

4)

Belanja bunga berupa belanja bunga utang pinjaman dan belanja
bunga utang obligasi. Pemerintah daerah yang memiliki kewajiban
pembayaran bunga utang dianggarkan pembayarannya dalam
APBD tahun anggaran berkenaan.

Belanja bunga digunakan untuk menganggarkan pembayaran
bunga utang yang tidak berasal pembayaran atas kewajiban pokok
utang, yang dianggarkan pembayarannya dalam APBD tahun
anggaran berkenaan.

Pembayaran dianggarkan pada SKPD/unit SKPD yang
melaksanakan PPK BLUD dan SKPD yang melaksanakan fungsi
PPKD/SKPKD terkait.

Belanja bunga diuraikan menurut objek, rincian objek dan sub
rincian objek.

Belanja Subsidi

1)

Belanja subsidi digunakan untuk menganggarkan belanja subsidi
agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh badan
usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan,
sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat.

Badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik
swasta merupakan badan yang menghasilkan produk atau jasa
pelayanan dasar masyarakat, termasuk penyelenggaraan
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pelayanan publik antara lain dalam bentuk penugasan
pelaksanaan kewajiban pelayanan umum (public service
obligation).

Badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik
swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan
sebagai penerima subsidi, terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan
dengan tujuan tertentu oleh kantor akuntan publik sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal tidak terdapat kantor akuntan publik, pemeriksaan
dengan tujuan tertentu dapat dilaksanakan oleh lembaga lain yang
independen dan ditetapkan oleh Wali Kota.

Pemeriksaan dengan tujuan tertentu merupakan pemeriksaan
yang bertujuan untuk memberikan kesimpulan atas kelayakan
penganggaran pemberian subsidi.

Hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu menjadi dasar
perencanaan dan bahan pertimbangan untuk memberikan subsidi
tahun anggaran berikutnya.

Penerima subsidi sebagai objek pemeriksaan bertanggung jawab
secara formal dan material atas penggunaan subsidi yang
diterimanya, dan wajib menyampaikan laporan
pertanggungjawaban kepada Wali Kota.

Pemerintah daerah menganggarkan belanja subsidi dalam APBD
tahun anggaran berkenaan pada SKPD terkait.

Untuk pemberian subsidi kepada BUMD penyelenggara sistem
penyediaan air minum mengacu pada Peraturan Wali Kota.

10) Pemberian subsidi berupa bunga atau bagi hasil kepada usaha

mikro kecil dan menengah pada perorangan tidak perlu dilakukan
pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

11) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan

pertanggungjawaban subsidi diatur dalam Peraturan Wali Kota
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja Hibah

1)

2)

3)

Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah
Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau
badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang
berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan
peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta
tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali
ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan
dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah
memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib
dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pemberian hibah ditujukan wuntuk menunjang pencapaian
sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah
sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya
fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan
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memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan
manfaat untuk masyarakat.

Penganggaran belanja hibah dianggarkan pada SKPD terkait dan
dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada
program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan
fungsi perangkat daerah terkait. Untuk belanja hibah yang bukan
merupakan urusan dan kewenangan pemerintah daerah sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
bertujuan untuk menunjang pencapaian sasaran program,
kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah, dianggarkan pada
perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan
umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja hibah diberikan kepada:
a) Pemerintah pusat:

(1) Hibah kepada pemerintah pusat diberikan kepada satuan
kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non-
kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam daerah
yang bersangkutan.

(2) Hibah dari pemerintah daerah dilarang tumpang tindih
pendanaannya dengan anggaran pendapatan dan belanja
negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

(3) Unit kerja pada Kementerian Dalam Negeri yang
membidangi urusan pemerintahan di bidang Administrasi
Kependudukan dapat memperoleh Hibah dari pemerintah
daerah untuk penyediaan blanko kartu tanda penduduk
elektronik.

(4) Penyediaan setiap keping blangko kartu tanda penduduk
elektronik tidak didanai dari 2 (dua) sumber dana yaitu
Hibah APBD maupun anggaran pendapatan dan belanja
negara.

(S) Hibah kepada pemerintah pusat dimaksud hanya dapat
diberikan 1 (satu) kali dalam tahun berkenaan.

b) Pemerintah Daerah Lainnya

Hibah kepada pemerintah daerah lainnya diberikan kepada
daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang- undangan.

c) BUMN

Hibah kepada badan usaha milik negara diberikan untuk
meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

d) BUMD

Hibah kepada badan usaha milik daerah diberikan dalam
rangka untuk meneruskan hibah yang diterima Pemerintah
Daerah dari Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan. Hibah kepada BUMD tidak
dapat diberikan dalam bentuk barang kecuali uang atau jasa.
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e) Badan dan Lembaga, serta Organisasi Kemasyarakatan yang
Berbadan Hukum Indonesia

(1)

(4)

Hibah kepada badan dan lembaga diberikan kepada badan
dan lembaga:

(a) bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk
berdasarkan peraturan perundang-undangan;

(b) bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki
surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh
Menteri, Gubernur Jawa Barat atau Wali Kota; atau

(c) bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial
kemasyarakatan berupa kelompok
masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat
sepanjang masih hidup dan sesuai dengan
perkembangan masyarakat, dan keberadaannya
diakui oleh pemerintah pusat dan/atau Pemerintah
Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari
pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja
perangkat daerah terkait sesuai dengan
kewenangannya.

(d) Koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan dan memenuhi
kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai
dengan kewenangannya.

Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan
hukum Indonesia diberikan kepada organisasi
kemasyarakatan yang berbadan hukum, yayasan atau
organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum
perkumpulan, yang telah mendapatkan pengesahan badan
hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum
dan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Hibah kepada badan dan lembaga dapat diberikan dengan
persyaratan paling sedikit:

(a) memiliki kepengurusan di daerah domisili;

(b) memiliki keterangan domisili dari lurah/kepala desa
setempat atau sebutan lainnya; dan

() berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah
Daerah dan/atau badan dan Lembaga yang
berkedudukan di luar wilayah administrasi Pemerintah
Daerah untuk menunjang pencapaian sasaran
program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah
pemberi hibah.

Hibah kepada organisasi kemasyarakatan dapat diberikan
dengan persyaratan paling sedikit:

(a) telah terdaftar pada kementerian yang membidangi
urusan hukum dan hak asasi manusia,;

(b) berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah
Daerah yang bersangkutan; dan

(c) memiliki  sekretariat tetap di daerah yang
bersangkutan.
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f) Partai Politik

Belanja hibah juga berupa pemberian bantuan keuangan
kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD
provinsi dan DPRD Pemerintah Daerah Kota sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan. Besaran
penganggaran belanja bantuan keuangan kepada partai politik
dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Belanja hibah memenuhi kriteria paling sedikit:

a) peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;

b) bersifat tidak wajib, tidak mengikat;

c) tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali:

(1) kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung
penyelenggaraan pemerintahan daerah sepanjang tidak
tumpang tindih pendanaannya dengan APBN sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;

(2) badan dan lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah atau
pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

(3) partai politik; dan/atau

(4) ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;

d) memberikan nilai manfaat bagi pemerintah daerah dalam
mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan,
pembangunan dan kemasyarakatan.

e) memenuhi persyaratan penerima hibah.

Pemberian hibah didasarkan atas wusulan tertulis yang
disampaikan kepada Wali Kota.

Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas
penggunaan hibah yang diterimanya.

Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan,
pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi
hibah diatur lebih lanjut dengan peraturan Wali Kota.

Belanja Bantuan Sosial

1)

3)

Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan
pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada
individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya
tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk
melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali
dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.

Risiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang merupakan
dampak dari krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena
alam, atau bencana alam yang jika tidak diberikan belanja
bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup
dalam kondisi wajar.

Keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan
sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima
bantuan telah lepas dari resiko sosial.
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4) Belanja bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan
kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan
pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan
Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang- undangan.

5) Anggota/kelompok masyarakat meliputi:

a) individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang
mengalami risiko sosial; atau

b) lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan,
dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu,
kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan
yang tidak stabil sebagai dampak risiko sosial.

6) Bantuan sosial berupa uang kepada individu, keluarga, kelompok
dan/atau masyarakat terdiri atas bantuan sosial kepada individu,
keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang direncanakan dan
yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

7) Bantuan sosial berupa uang adalah uang yang diberikan secara
langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin,
yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut
usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri
pahlawan yang tidak mampu.

8) Bantuan sosial berupa barang adalah barang yang diberikan
secara langsung kepada penerima seperti bantuan kendaraan
operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak
mampu, bantuan perahu untuk nelayan miskin, bantuan
makanan/pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial, ternak bagi
kelompok masyarakat kurang mampu.

9) Bantuan sosial yang direncanakan dialokasikan kepada individu,
keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sudah jelas nama,
alamat penerima dan besarannya pada saat penyusunan APBD.

10) Bantuan sosial yang direncanakan berdasarkan usulan dari calon
penerima dan/atau atas usulan kepala SKPD.

11) Penganggaran belanja bantuan sosial yang direncanakan
dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian
objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub
kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait.

12) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya
dialokasikan untuk kebutuhan akibat risiko sosial yang tidak
dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila
ditunda penanganannya akan menimbulkan risiko sosial yang
lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.

13) Pagu alokasi anggaran yang tidak dapat direncanakan sebelumnya
tidak melebihi pagu alokasi anggaran yang direncanakan.

14) Penganggaran bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan
sebelumnya dianggarkan dalam Belanja Tidak Terduga.

15) Usulan permintaan atas bantuan sosial yang tidak dapat
direncanakan sebelumnya dilakukan oleh SKPD terkait.
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16) Bantuan sosial memenuhi kriteria paling sedikit:

a) selektif diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan
kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari
kemungkinan risiko sosial;

b) memenuhi persyaratan penerima bantuan diartikan memiliki
identitas kependudukan sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan;

c) bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam
keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa
pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus
diberikan setiap tahun anggaran dan keadaan tertentu dapat
berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan
setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas
dari risiko sosial; dan

d) sesuai tujuan penggunaan diartikan bahwa tujuan pemberian
bantuan sosial meliputi:

(1) rehabilitasi sosial

ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan
kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial
agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.

(2) perlindungan sosial

ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari
guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga,
kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat
dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.

(3) pemberdayaan sosial

ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok
masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai
daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.

(4) jaminan sosial

merupakan skema yang melembaga untuk menjamin
penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar
hidupnya yang layak.

(S) penanggulangan kemiskinan.

merupakan kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan
yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok
masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai
sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi
kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.

(6) penanggulangan bencana
merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk
rehabilitasi.

17) Anggota/ kelompok masyarakat menyampaikan usulan tertulis
atas bantuan sosial yang direncanakan kepada Wali Kota melalui
SKPD sesuai dengan urusan dan kewenangannya.

18) Penerima bantuan sosial bertanggungjawab secara formal dan
material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya.

19) Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan,
pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi
bantuan sosial diatur lebih lanjut dengan peraturan Wali Kota.
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3. Ketentuan terkait Belanja Modal

Ketentuan terkait Belanja Modal diatur sebagai berikut:

a. Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang
dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya.
Pengadaan aset tetap memenuhi kriteria:

C.

1)
2)
3)

mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
digunakan dalam Kegiatan Pemerintahan Daerah; dan
batas minimal kapitalisasi aset.

Selain kriteria juga memuat kriteria lainnya yaitu:

1)
2)
3)

4)

berwujud,;
biaya perolehan aset tetap dapat diukur secara andal,

tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
dan

diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

Dalam hal tidak memenuhi kriteria batas minimal kapitalisasi aset
tetap dianggarkan dalam belanja barang dan jasa. Batas minimal
kapitalisasi aset tetap diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Aset tetap dianggarkan belanja modal sebesar harga perolehan. Harga
perolehan merupakan harga beli atau bangun aset ditambah seluruh
belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai
aset siap digunakan.

Kelompok belanja modal dirinci atas jenis:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Belanja Tanah, digunakan untuk menganggarkan tanah yang
diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan
operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai

Belanja Peralatan dan Mesin, digunakan untuk menganggarkan
peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor,
alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang
nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas)
bulan dan dalam kondisi siap pakai.

Belanja Gedung dan Bangunan, digunakan untuk menganggarkan
gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan
yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan
operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk
menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan,
irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta
dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam
kondisi siap dipakai.

Belanja Aset Tetap Lainnya, digunakan untuk menganggarkan
aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat
dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap, yang diperoleh dan
dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan
dalam kondisi siap dipakai.

Belanja Aset Lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap
yang tidak digunakan untuk keperluan operasional Pemerintah
Daerah, tidak memenuhi definisi aset tetap, dan harus disajikan
di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.
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e. Belanja modal aset lainnya digunakan untuk menganggarkan aset
tetap yang tidak memenuhi kriteria aset tetap, dan harus disajikan di
pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya. Aset lainnya berupa
aset tidak berwujud dengan kriteria:

1) dapat diidentifikasi;
2) tidak mempunyai wujud fisik;
3) dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa

atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas
kekayaan intelektual,;

4) dapat dikendalikan oleh entitas; dan
5) memiliki manfaat ekonomi masa depan.

4. Ketentuan terkait Belanja Tidak Terduga
Ketentuan terkait Belanja Tidak Terduga diatur sebagai berikut:

a. Belanja tidak terduga digunakan untuk menganggarkan pengeluaran
untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak
dapat diprediksi sebelumnya dan pengembalian atas kelebihan
pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya serta
untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

b. Keperluan mendesak sesuai dengan karakteristik masing-masing
pemerintah daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

c. Keadaan darurat meliputi:

1) bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau
kejadian luar biasa;

2) pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau

3) kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan
pelayanan publik.

Pengeluaran untuk mendanai keadaan darurat yang belum
tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA
SKPD, kecuali untuk kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik
sosial, dan/atau kejadian luar biasa. Belanja untuk kebutuhan
tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa
digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Pengunaan belanja tidak terduga untuk kebutuhan tanggap
darurat bencana meliputi pencarian dan penyelamatan korban
bencana, pertolongan darurat, evakuasi korban bencana, kebutuhan
air bersih dan sanitasi, pangan, sandang, pelayanan kesehatan, dan
penampungan serta tempat hunian sementara.

Batas waktu penggunaan belanja tidak terduga adalah waktu
status keadaan darurat bencana yaitu dimulai saat tanggap darurat
ditetapkan oleh Wali Kota sampai ketetapan tahap tanggap darurat
selesai.

d. Keperluan mendesak meliputi:

1) kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat
yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
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2) Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat
wajib:

a) belanja daerah yang bersifat mengikat merupakan belanja yang
dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan
oleh pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup untuk
keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran berkenaan,
seperti:

(1) belanja pegawai antara lain untuk pembayaran
kekurangan gaji, tunjangan; dan

(2) belanja barang dan jasa antara lain untuk pembayaran
telepon, air, listrik dan internet.

b) belanja daerah yang bersifat wajib merupakan belanja untuk
terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan
dasar masyarakat antara lain pendidikan, kesehatan,
melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga, kewajiban
pembayaran pokok pinjaman, bunga pinjaman yang telah
jatuh tempo, dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang- undangan.

3) Pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah
Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat
peraturan perundang-undangan; dan/atau

4) Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan
menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah
dan/atau masyarakat. Pengeluaran untuk mendanai keperluan
mendesak yang belum tersedia anggarannya dan/atau tidak
cukup tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu
dalam RKA SKPD dan/atau Perubahan DPA SKPD.

Kriteria keadaan darurat dan keperluan mendesak ditetapkan dalam
Peraturan Daerah tentang APBD tahun berkenaan.

Pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah
tahun-tahun sebelumnya untuk menganggarkan pengembalian atas
kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah yang bersifat tidak
berulang yang terjadi pada tahun sebelumnya.

Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya diusulkan
oleh SKPD terkait dengan tata cara sebagai berikut:

1) Kepala SKPD mengajukan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB)
paling lama 1 (satu) hari kepada pejabat pengelola keuangan
daerah (PPKD) selaku bendahara umum daerah (BUD);

2) PPKD selaku BUD melakukan verifikasi dan mencairkan BTT
kepada kepala SKPD paling lama 1 (satu) hari terhitung sejak
diterimanya RKB.

Belanja tidak terduga diuraikan menurut jenis, objek, rincian objek,
dan sub rincian objek dengan nama Belanja Tidak Terduga.

Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi untuk mendanai

keadaan darurat, pemerintah daerah menggunakan:

1) Dana dari hasil penjadwalan ulang capaian program, kegiatan, dan
sub kegiatan lainnya serta pengeluaran Pembiayaan dalam tahun
anggaran berjalan; dan/atau

2) memanfaatkan kas yang tersedia.

Penjadwalan ulang capaian program, kegiatan, dan sub kegiatan
diformulasikan terlebih dahulu dalam Perubahan DPA SKPD.
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Tata cara penggunaan belanja tidak terduga untuk mendanai keadaan
darurat dilakukan dengan tahapan:

1) Wali Kota menetapkan status tanggap darurat untuk bencana
alam, bencana non-alam, bencana sosial termasuk konflik sosial,
kejadian luar biasa sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan,;

2) berdasarkan penetapan status Wali Kota dan/atau dokumen lain
sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan, Kepala SKPD
yang membutuhkan sesuai dengan tugas dan fungsi mengajukan
rencana kebutuhan belanja kepada PPKD selaku BUD.

3) berdasarkan rencana kebutuhan belanja, PPKD selaku BUD
mencairkan dana kebutuhan belanja kepada Kepala SKPD yang
membutuhkan sesuai dengan tugas dan fungsi, paling lambat 1
(satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya rencana kebutuhan
belanja.

Tata cara penggunaan belanja tidak terduga untuk mendanai
keperluan mendesak dilakukan melalui pergeseran anggaran dari
belanja tidak terduga kepada belanja SKPD/Unit SKPD yang
membidangi, dengan tahapan:

1) dalam hal anggaran belum tersedia, penggunaan belanja tidak
terduga terlebih dahulu diformulasikan dalam RKA-SKPD yang
membidangi keuangan daerah;

2) dalam hal anggaran belum tercukupi, penggunaan belanja tidak
terduga terlebih dahulu diformulasikan dalam Perubahan DPA-
SKPD; dan

3) RKA-SKPD dan/atau Perubahan DPA-SKPD sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b menjadi dasar dalam
melakukan perubahan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran
APBD untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah
tentang Perubahan APBD atau dituangkan dalam Laporan
Realisasi Anggaran bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan
perubahan APBD atau telah melakukan perubahan APBD.

Tata cara penggunaan belanja tidak terduga yang digunakan untuk
memenuhi kebutuhan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan diluar keadaan darurat dan keperluan
mendesak dilakukan dengan tahapan:

1) dalam hal anggaran belum tersedia, penggunaan belanja tidak
terduga terlebih dahulu diformulasikan dalam RKA-SKPD yang
membidangi keuangan daerah;

2) dalam hal anggaran belum tercukupi, penggunaan belanja tidak
terduga terlebih dahulu diformulasikan dalam Perubahan DPA-
SKPD; dan

3) RKA-SKPD dan/atau Perubahan DPA-SKPD sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b menjadi dasar dalam
melakukan perubahan Peraturan Wali Kota Tasikmalaya tentang
Penjabaran APBD untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan
Daerah tentang Perubahan APBD atau dituangkan dalam Laporan
Realisasi Anggaran bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan
perubahan APBD atau telah melakukan perubahan APBD.

. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penganggaran,
pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan
serta monitoring dan evaluasi belanja tidak terduga ditetapkan dengan
peraturan Wali Kota.
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5. Ketentuan terkait Belanja Transfer

Kelompok belanja transfer dirinci atas jenis:

a. belanja bagi hasil; dan

b. belanja bantuan keuangan.

Ketentuan terkait Belanja Transfer diatur sebagai berikut:

a. belanja transfer diuraikan menurut jenis, objek, rincian objek, dan
sub rincian objek.

b. belanja transfer dianggarkan oleh SKPD yang membidangi keuangan
daerah.

c. Belanja Bagi Hasil

1)

2)

Belanja bagi hasil digunakan untuk menganggarkan bagi hasil
yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada Pemerintah Kota
atau pendapatan Pemerintah Kota Tasikmalaya kepada
pemerintah desa atau pendapatan pemerintah daerah tertentu
kepada pemerintah daerah lainnya sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan.

Belanja bagi hasil dianggarkan dalam APBD sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

d. Belanja bantuan keuangan

1)

2)

3)

4)

o)

belanja bantuan keuangan diberikan kepada Daerah lain dalam
rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan
keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya.

belanja bantuan keuangan dalam rangka tujuan tertentu lainnya
guna memberikan manfaat bagi pemberi dan/atau penerima
bantuan keuangan.

bantuan keuangan dapat dianggarkan sesuai kemampuan
Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja
Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan
serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-
undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

bantuan keuangan terdiri atas:
a) bantuan keuangan antar-Daerah provinsi;
b) bantuan keuangan antar-Daerah Pemerintah Daerah Kota;

c) bantuan Keuangan Daerah provinsi ke Daerah Pemerintah
Daerah Kota;

d) bantuan Keuangan Daerah Pemerintah Daerah Kota ke Daerah
provinsinya dan/atau Daerah provinsi lainnya; dan/atau

e) bantuan Keuangan Daerah provinsi atau Pemerintah Daerah
Kota kepada desa.

Bantuan keuangan bersifat umum atau khusus.

a) bantuan keuangan Dbersifat umum peruntukan dan
pengelolaannya diserahkan kepada pemerintah daerah
dan/atau pemerintah desa penerima bantuan.

b) bantuan keuangan bersifat khusus peruntukannya ditetapkan
oleh pemerintah daerah pemberi bantuan dan pengelolaannya
diserahkan sepenuhnya kepada penerima bantuan.
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c) dalam hal pemerintah Daerah Kota dan/atau pemerintah desa
sebagai penerima bantuan keuangan khusus tidak
menggunakan sesuai peruntukan yang ditetapkan oleh
pemerintah daerah selaku pemberi bantuan keuangan,
pemerintah daerah dan/atau pemerintah desa sebagai
penerima bantuan keuangan khusus wajib mengembalikan
kepada pemerintah daerah pemberi keuangan khusus.

d) Pemerintah daerah pemberi bantuan keuangan bersifat
khusus dapat mensyaratkan penyediaan dana pendamping
dalam APBD atau anggaran pendapatan dan belanja desa
penerima bantuan.

6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata cara penganggaran,
pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan
pelaporan serta monitoring dan evaluasi belanja bantuan
keuangan ditetapkan dengan peraturan Wali Kota.

E. PEMBIAYAAN DAERAH

1.

Ketentuan Umum

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali
dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun
anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Ketentuan dalam pembiayaan daerah adalah sebagai berikut:

a.

b.

Pembiayaan daerah terdiri atas:
1) penerimaan pembiayaan; dan
2) pengeluaran pembiayaan.

Pembiayaan daerah dirinci menurut urusan pemerintahan daerah,
organisasi, jenis, objek, dan rincian objek pembiayaan daerah.

Terkait hal tersebut di atas, Peraturan Wali Kota ini mengatur beberapa
ketentuan sebagai berikut:

a.

Pembiayaan daerah dirinci menurut urusan pemerintahan daerah,
organisasi, akun, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub
rincian objek pembiayaan daerah

Klasifikasi APBD menurut akun, kelompok, jenis, objek, rincian objek,

sub rincian objek Pembiayaan daerah dikelola berdasarkan
kewenangan pengelolaan keuangan SKPKD dan BLUD.

Pembiayaan neto digunakan untuk menggunakan surplus anggaran
atau menutup defisit anggaran.

Ketentuan terkait Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan Daerah bersumber dari:

o Q0 TP

SiLPA;

pencairan pencairan Dana Cadangan;

hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
penerimaan Pinjaman Daerah;

penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau

penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
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Peraturan Wali Kota ini membuat ketentuan terkait Penerimaan
Pembiayaan sebagai berikut:

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) bersumber dari pelampauan
penerimaan PAD, pelampauan penerimaan pendapatan transfer,
pelampauan penerimaan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah,
pelampauan penerimaan Pembiayaan, penghematan belanja,
kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum
terselesaikan dan/atau sisa dana akibat tidak tercapainya capaian
target Kinerja dan sisa dana pengeluaran Pembiayaan.

b. Pencairan Dana Cadangan

1) Pencairan Dana Cadangan digunakan untuk menganggarkan
pencairan Dana Cadangan dari rekening Dana Cadangan ke
Rekening Kas Umum Daerah dalam tahun anggaran berkenaan.

2) Jumlah Dana Cadangan sesuai dengan jumlah yang telah
ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang pembentukan Dana
Cadangan bersangkutan.

3) Pencairan Dana Cadangan dalam 1 (satu) tahun anggaran menjadi
penerimaan Pembiayaan APBD dalam tahun anggaran berkenaan.

4) Dalam hal Dana Cadangan belum digunakan sesuai dengan
peruntukannya, dana tersebut dapat ditempatkan dalam
portofolio yang memberikan hasil tetap dengan risiko rendah.

5) Posisi Dana Cadangan dilaporkan sebagai bagian yang tidak
terpisahkan dari laporan pertanggungjawaban APBD.

6) Penggunaan atas Dana Cadangan yang dicairkan dari rekening
Dana Cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah dianggarkan
dalam SKPD pengguna Dana Cadangan bersangkutan, kecuali
ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

7) Penerimaan hasil bunga/jasa giro/imbal
hasil/dividen/keuntungan (capital gain) atas rekening dana
cadangan dan/atau penempatan dalam portofolio dicantumkan
sebagai lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan:

1) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan dilakukan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2) Penerimaan atas hasil penjualan kekayaan daerah dicatat
berdasarkan bukti penerimaan yang sah.

3) Bukti penerimaan antara lain seperti dokumen lelang, akta jual
beli, nota kredit, dan dokumen sejenis lainnya.

d. Penerimaan pinjaman daerah:

1) Penerimaan pinjaman daerah didasarkan pada jumlah pinjaman
yang akan diterima dalam tahun anggaran berkenaan sesuai
dengan yang ditetapkan dalam perjanjian pinjaman bersangkutan.

2) Penerimaan pinjaman daerah digunakan untuk menganggarkan
penerimaan pinjaman daerah termasuk penerimaan atas
penerbitan obligasi daerah yang akan diterima pada tahun
anggaran berkenaan.

3) Penerimaan pinjaman daerah bersumber dari:
a) Pemerintah pusat;
b) pemerintah daerah lain;
c) lembaga keuangan bank;
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d) lembaga keuangan bukan bank; dan/atau
e) masyarakat.

4) Penerimaan pinjaman daerah dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah;

Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah digunakan untuk
menganggarkan penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada
pihak penerima pinjaman sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Penerimaan Pembiayaan Lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan

Penerimaan pembiayaan lainnya digunakan untuk menganggarkan
penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

3. Ketentuan terkait Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan dapat digunakan untuk:

a.

o oo g

pembayaran cicilan pokok Utang yang jatuh tempo;
penyertaan modal daerah;

pembentukan Dana Cadangan;

Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau

pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Peraturan Wali Kota ini membuat ketentuan terkait pengeluaran
pembiayaan sebagai berikut:

a.

pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo
1) pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo digunakan
untuk menganggarkan pembayaran pokok utang.

2) pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo didasarkan
pada jumlah yang harus dibayarkan sesuai dengan perjanjian
pinjaman dan pelaksanaannya merupakan prioritas utama dari
seluruh kewajiban pemerintah daerah yang harus diselesaikan
dalam tahun anggaran berkenaan berdasarkan perjanjian
pinjaman.

3) pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo merupakan
pembayaran pokok pinjaman, bunga, dan kewajiban lainnya
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4) pemerintah daerah wajib membayar cicilan pokok utang dan
dianggarkan dalam APBD setiap tahun sampai dengan
berakhirnya kewajiban dimaksud.

5) dalam hal anggaran yang tersedia dalam APBD tidak mencukupi
untuk pembayaran cicilan pokok utang, Wali Kota Tasikmalaya
dapat melakukan pelampauan pembayaran mendahului
perubahan atau setelah perubahan APBD.

Penyertaan Modal Daerah

1) Pemerintah daerah dapat melakukan penyertaan modal pada
badan usaha milik daerah dan/atau badan usaha milik negara,
badan usaha swasta dan/atau koperasi.
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2) Penyertaan modal daerah bertujuan untuk meningkatkan
pendapatan daerah, pertumbuhan perkembangan perekonomian
daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

3) Penyertaan modal daerah untuk memperoleh manfaat ekonomi,
sosial, dan/atau manfaat lainnya.

4) Manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya meliputi:

a) bunga dan pertumbuhan nilai bagi badan usaha yang
mendapatkan penyertaan modal daerah;

b) keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu
berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai bagi badan
usaha yang mendapatkan penyertaan modal daerah;

c) peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil
penyertaan modal sejumlah tertentu dalam jangka waktu
tertentu;

d) peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu
sebagai akibat langsung dari penyertaan modal daerah;

e) keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu
berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai bagi badan
usaha yang mendapatkan penyertaan modal daerah;

f) peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam
jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari penyertaan
modal daerah;

g) peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari
penyertaan modal daerah.

5) Bentuk penyertaan modal daerah meliputi penyertaan modal
berupa investasi surat berharga dan/atau penyertaan modal
berupa investasi langsung.

6) Penyertaan modal berupa investasi surat berharga dilakukan
dengan cara pembelian saham dan atau pembelian surat utang.

7) Penyertaan modal berupa investasi langsung dilakukan dengan
cara penyertaan modal daerah dan/atau pemberian pinjaman.

8) Penyertaan modal berupa investasi langsung dalam pemberian
pinjaman kepada masyarakat (dana bergulir), penyalurannya
dilakukan melalui lembaga keuangan bank atau lembaga
keuangan bukan bank.

9) Penyertaan modal berupa investasi surat berharga dan investasi
langsung dilaksanakan berdasarkan hasil analisis oleh penasehat
investasi untuk mendapatkan nilai wajar.

10) Penyertaan modal pemerintah daerah dapat dilaksanakan apabila
jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan
telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah mengenai penyertaan
modal daerah bersangkutan.

11) Penyertaan modal dapat dilakukan pemerintah daerah walaupun
APBD tidak surplus sepanjang diamanatkan oleh peraturan
perundang-undangan, dalam hal ini antara lain telah ada
Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal daerah
bersangkutan

12) Peraturan Daerah ditetapkan sebelum persetujuan bersama
antara Wali Kota Tasikmalaya dan DPRD atas rancangan
Peraturan Daerah tentang APBD.

13) Penyertaan modal dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
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14) Pengelolaan penyertaan modal daerah meliputi perencanaan
investasi pelaksanaan investasi, penganggaran, pelaksanaan
anggaran, penatausahaan anggaran dan pertanggungjawaban
penyertaan modal pemerintah daerah, divestasi, serta pembinaan
dan pengawasan.

15) Pengelolaan penyertaan modal daerah sejalan dengan kebijakan
pengelolaan penyertaan modal/investasi secara nasional.

16) Pengelolaan penyertaan modal daerah diatur dengan Peraturan
Wali Kota.

17) Pemenuhan penyertaan modal pada tahun sebelumnya tidak
diterbitkan Peraturan Daerah tersendiri sepanjang jumlah
anggaran penyertaan modal tersebut tidak melebihi jumlah
penyertaan modal yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah
mengenai penyertaan modal bersangkutan.

18) Dalam hal pemerintah daerah akan menambah jumlah penyertaan
modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan
dengan Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal,
pemerintah daerah melakukan perubahan Peraturan Daerah
mengenai penyertaan modal yang bersangkutan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

19) Penyertaan modal pemerintah daerah dilaksanakan dengan
berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan
yang mengatur tentang surat berharga dan investasi langsung.

20) Dalam hal pemerintah daerah akan melaksanakan penyertaan
modal, pemerintah daerah terlebih dahulu menyusun
perencanaan investasi pemerintah daerah yang dituangkan dalam
dokumen rencana kegiatan investasi.

21) Dokumen rencana kegiatan investasi disiapkan oleh PPKD selaku
pengelola investasi untuk disetujui oleh kepala daerah.

22) Berdasarkan dokumen rencana kegiatan investasi, pemerintah
daerah menyusun analisis penyertaan modal/investasi
pemerintah daerah sebelum melakukan penyertaan modal.

23) Analisis penyertaan modal/investasi pemerintah daerah dilakukan
oleh penasehat investasi pemerintah daerah.

24) Penasihat investasi pemerintah daerah ditetapkan oleh Wali Kota.

25) Hasil analisis penyertaan modal/investasi pemerintah daerah

berupa hasil analisis penilaian kelayakan, analisis portofolio dan
analisis risiko.

Pembentukan Dana Cadangan

1) Dana cadangan penggunaannya diprioritaskan untuk mendanai
kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana daerah yang
tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.

2) Dana cadangan dapat digunakan untuk mendanai kebutuhan
lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

3) Dana cadangan bersumber dari penyisihan atas penerimaan
daerah kecuali dari:

a) DAK;
b) pinjaman daerah; dan
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c) penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk
pengeluaran tertentu berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

4) Dana cadangan ditempatkan dalam rekening tersendiri dan
dikelola oleh PPKD selaku BUD.

5) Pembentukan dana cadangan ditetapkan dalam Peraturan Daerah
tentang pembentukan dana cadangan.

6) Pembentukan dana cadangan dianggarkan pada pengeluaran
pembiayaan dalam tahun anggaran yang berkenaan.

7) Peraturan Daerah tentang pembentukan dana cadangan
sekurang-kurangnya penetapan tujuan pembentukan dana
cadangan, program, kegiatan, dan sub kegiatan yang akan dibiayai
dari dana cadangan, besaran dan rincian tahunan dana cadangan
yang harus dianggarkan dan ditransfer ke rekening dana
cadangan, sumber dana cadangan, dan tahun anggaran
pelaksanaan dana cadangan.

8) Peraturan Daerah tentang pembentukan dana cadangan
ditetapkan sebelum persetujuan bersama antara Wali Kota dan
DPRD atas rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.

d. Pemberian Pinjaman Daerah

1) Pemberian pinjaman daerah digunakan untuk menganggarkan
pemberian pinjaman daerah yang diberikan kepada pemerintah
pusat, pemerintah daerah lainnya, BUMD, badan usaha milik
negara, koperasi, dan/atau masyarakat.

2) Pemberian pinjaman daerah dilaksanakan setelah mendapat
persetujuan DPRD.

3) Persetujuan DPRD menjadi bagian yang disepakati dalam KUA dan
PPAS.

4) Ketentuan mengenai tata cara pemberian pinjaman daerah diatur
dalam Peraturan Wali Kota sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

e. Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pengeluaran pembiayaan lainnya digunakan untuk menganggarkan
pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Ketentuan terkait Pembiayaan Neto
Pembiayaan neto:

a. merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran
pembiayaan.

b. digunakan untuk menutup defisit anggaran.

F. KETENTUAN SURPLUS DAN DEFISIT

Ketentuan dalam surplus dan deficit APBD adalah sebagai berikut:

1.

2.

Selisih antara anggaran Pendapatan Daerah dengan anggaran Belanja
Daerah mengakibatkan terjadinya surplus atau defisit APBD.

Surplus APBD merupakan selisih lebih antara pendapatan daerah dan
belanja daerah.
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Defisit APBD merupakan selisih kurang antara pendapatan daerah dan
belanja daerah.

Dalam hal APBD diperkirakan surplus, APBD dapat digunakan untuk
pengeluaran Pembiayaan Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan
Daerah tentang APBD yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Dalam hal APBD diperkirakan defisit, APBD dapat didanai dari
penerimaan Pembiayaan Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan
Daerah tentang APBD yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Penggunaan surplus APBD diutamakan untuk:

a. pembayaran cicilan pokok Utang yang jatuh tempo;
penyertaan modal Daerah;

pembentukan Dana Cadangan;

Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau

o a0 o

pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo merupakan
pembayaran pokok utang yang belum cukup tersedia anggaran dalam
pengeluaran pembiayaan sesuai dengan perjanjian.

Pemerintah Daerah wajib melaporkan posisi surplus APBD kepada
Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang keuangan setiap semester dalam tahun anggaran berkenaan.

Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
keuangan menetapkan batas maksimal jumlah kumulatif defisit APBD
dan batas maksimal defisit APBD masing-masing Daerah yang dibiayai
dari Pinjaman Daerah setiap tahun anggaran.

Penetapan batas maksimal jumlah kumulatif defisit APBD dan batas
maksimal defisit APBD masing-masing daerah paling lambat bulan
Agustus untuk tahun anggaran berikutnya.

Pemerintah Daerah wajib melaporkan posisi defisit APBD kepada Menteri
dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
keuangan setiap semester dalam tahun anggaran berkenaan.

Pemerintah Daerah yang melanggar ketentuan dapat dikenai sanksi
penundaan penyaluran Dana Transfer Umum.

Gubernur Jawa Barat selaku wakil Pemerintah Pusat melakukan
pengendalian defisit APBD Pemerintah Daerah Kota berdasarkan batas
maksimal jumlah kumulatif defisit APBD dan batas maksimal defisit
APBD masing-masing Daerah yang dibiayai Pinjaman Daerah yang
ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang keuangan.

Pengendalian dilakukan pada saat evaluasi terhadap rancangan
Peraturan Daerah tentang APBD.

Defisit APBD harus dapat ditutup dari Pembiayaan neto.

Pembiayaan netto merupakan selisih antara penerimaan Pembiayaan
dengan pengeluaran Pembiayaan.
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Terkait hal tersebut di atas, Peraturan Wali Kota ini mengatur beberapa
ketentuan sebagai berikut:

1.

Penerimaan pembiayaan daerah yang bersumber dari jenis SiLPA tahun
sebelumnya dikecualikan yang penggunaannya dibatasi untuk
pengeluaran tertentu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Dalam hal APBD diperkirakan defisit, ditetapkan pembiayaan untuk
menutup defisit tersebut yang diantaranya dapat bersumber dari:

a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya;
pencairan dana cadangan;

hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
pinjaman daerah; dan

oo o

penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Batas maksimal jumlah kumulatif defisit APBD untuk setiap tahun
anggaran berpedoman pada penetapan batas maksimal defisit APBD yang
ditetapkan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang keuangan.

Posisi defisit APBD sebagai dasar penetapan besaran kumulatif defisit
APBD pada tahun berikutnya.

Pelanggaran terhadap ketentuan dapat dikenai sanksi penundaan
penyaluran dana transfer umum.

G. KETENTUAN SiLPA

1.

Pemerintah Daerah menganggarkan Sisa Lebih Pembiayaan (SiLPA) tahun
berkenaan bersaldo nihil.

Dalam hal perhitungan penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang
APBD menghasilkan SiLPA Tahun Berjalan positif, Pemerintah Daerah
harus memanfaatkannya untuk penambahan program, kegiatan dan sub
kegiatan prioritas yang dibutuhkan, volume program, kegiatan, sub
kegiatan yang telah dianggarkan, dan/atau pengeluaran pembiayaan.

Dalam hal perhitungan penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang
APBD menghasilkan SiLPA Tahun Berjalan negatif, Pemerintah Daerah
melakukan pengurangan bahkan penghapusan pengeluaran pembiayaan
yang bukan merupakan kewajiban daerah, pengurangan program,
kegiatan, dan sub kegiatan yang kurang prioritas dan/atau pengurangan
volume program, kegiatan dan sub kegiatan.

BAB III
PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN

DAN BELANJA DAERAH

A. KUA DAN PPAS

1.

Ketentuan Umum KUA dan PPAS
Penyusunan Rancangan APBD didasarkan prinsip:

a. sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah dan kemampuan pendapatan
daerah;
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b. tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan
perundang-undangan yang lebih tinggi;
c. berpedoman pada RKPD, KUA, dan PPAS;

d. tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan
dalam peraturan perundang-undangan;

e. dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan
bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan,
manfaat untuk masyarakat dan taat pada ketentuan peraturan
perundang-undangan; dan

f. APBD merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan
penerimaan dan pengeluaran daerah.

Kebijakan Umum APBD (KUA) adalah dokumen yang memuat
kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta
asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) adalah program
prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada
perangkat Daerah untuk setiap program, kegiatan dan sub
kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan
anggaran satuan kerja perangkat daerah.

Peraturan Wali Kota ini membuat ketentuan terkait KUA dan PPAS
sebagai berikut:

a. Wali Kota menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS
berdasarkan RKPD dengan mengacu pada pedoman penyusunan
APBD.

b. Pedoman penyusunan APBD ditetapkan oleh Menteri setelah
berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional dan
menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
keuangan. Pedoman penyusunan APBD tersebut memuat antara lain:

1) pokok-pokok kebijakan yang memuat sinkronisasi kebijakan
pemerintah dengan pemerintah daerah;

2) prinsip dan kebijakan penyusunan APBD tahun anggaran
berkenaan;

3) teknis penyusunan APBD; dan
4) hal-hal khusus lainnya.

c. Rancangan KUA memuat:
1) kondisi ekonomi makro daerah;
2) asumsi penyusunan APBD;
3) kebijakan Pendapatan Daerah;
4) kebijakan Belanja Daerah;

5) kebijakan Pembiayaan Daerah; dan

0) strategi pencapaian, yang memuat langkah-langkah konkrit dalam
mencapai target kondisi ekonomi makro daerah, asumsi
penyusunan APBD, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan
belanja daerah, dan kebijakan pembiayaan daerah.

d. Rancangan PPAS disusun dengan tahapan:

1) menentukan skala prioritas pembangunan daerah;
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2) menentukan prioritas program, kegiatan, dan sub kegiatan untuk
masing-masing urusan yang disinkronkan dengan prioritas dan
program nasional yang tercantum dalam rencana kerja pemerintah
pusat setiap tahun untuk pemerintah provinsi;

3) menentukan prioritas program, kegiatan, dan sub kegiatan untuk
masing-masing urusan yang disinkronkan dengan prioritas dan
program nasional yang tercantum dalam rencana kerja pemerintah
pusat dan prioritas serta program provinsi yang tercantum dalam
rencana kerja pemerintah provinsi setiap tahun untuk pemerintah
Pemerintah Daerah Kota; dan

4) menyusun capaian Kkinerja, sasaran, dan plafon anggaran
sementara untuk masing-masing program, kegiatan, dan sub
kegiatan.

Sub kegiatan dapat dianggarkan:

1) untuk 1 (satu) tahun anggaran; atau

2) lebih dari 1 (satu) tahun anggaran dalam bentuk sub kegiatan
tahun jamak.

Sub kegiatan tahun jamak mengacu pada program yang tercantum
dalam RPJMD.

Sub kegiatan tahun jamak harus memenuhi kriteria paling sedikit:

1) Pekerjaan konstruksi atas pelaksanaan sub kegiatan yang secara
teknis merupakan satu kesatuan untuk menghasilkan 1 (satu)
keluaran yang memerlukan waktu penyelesaian lebih dari 12 (dua
belas) bulan dalam tahun anggaran berkenaan;

2) pekerjaan atas pelaksanaan sub kegiatan yang menurut sifatnya
harus tetap berlangsung pada pergantian tahun anggaran; dan

3) pekerjaan atas pelaksanaan sub kegiatan yang menurut sifatnya
harus tetap berlangsung pada pergantian tahun anggaran, antara
lain penanaman benih/bibit, penghijauan, pelayanan perintis
laut/udara, makanan dan obat di rumah sakit, pelayanan
pembuangan sampah, dan pengadaan jasa pelayanan kebersihan
(cleaning service).

Penganggaran Kegiatan Tahun Jamak berdasarkan atas persetujuan
bersama antara Wali Kota dan DPRD, yang ditandatangani bersamaan
dengan penandatanganan KUA dan PPAS. Jangka waktu
penganggaran pelaksanaan Kegiatan Tahun Jamak tidak melampaui
akhir tahun masa jabatan Wali Kota berakhir, kecuali Kegiatan Tahun
Jamak dimaksud merupakan prioritas nasional dan/atau
kepentingan strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Penyusunan rancangan KUA dan PPAS menggunakan klasifikasi,
kodefikasi, dan nomenklatur sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi, dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan
pemutakhirannya.

Proses penyusunan rancangan KUA dan PPAS memuat informasi,
aliran data, serta penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan
secara elektronik.
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2. Ketentuan terkait Kesepakatan KUA dan PPAS

Peraturan Wali Kota ini membuat ketentuan terkait KUA dan PPAS
sebagai berikut:

a.

Wali Kota menyampaikan rancangan KUA dan rancangan PPAS
kepada DPRD paling lambat minggu kedua bulan Juli untuk dibahas
dan disepakati bersama antara Wali Kota dan DPRD.

Wali Kota dapat mengajukan usulan penambahan kegiatan/sub
kegiatan baru dalam rancangan KUA dan rancangan PPAS yang tidak
terdapat dalam RKPD untuk disepakati bersama dengan DPRD dalam
pembahasan rancangan KUA dan rancangan PPAS.

Penambahan kegiatan/sub kegiatan baru tersebut sepanjang
memenuhi kriteria darurat atau mendesak sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Kesepakatan terhadap rancangan KUA dan rancangan PPAS
ditandatangani oleh Wali Kota dan pimpinan DPRD paling lambat
minggu kedua bulan Agustus.

KUA dan PPAS yang telah disepakati Wali Kota bersama DPRD
menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun RKA SKPD.

Tata cara pembahasan rancangan KUA dan rancangan PPAS
dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Persetujuan bersama paling sedikit memuat:
1) nama kegiatan;

2) jangka waktu pelaksanaan kegiatan;

3) jumlah anggaran; dan

4) alokasi anggaran per tahun.

Dalam hal Wali Kota berhalangan tetap atau berhalangan sementara,
Wakil Wali Kota bertugas untuk:

1) menyampaikan rancangan KUA dan rancangan PPAS kepada
DPRD; dan

2) menandatangani nota kesepakatan KUA dan nota kesepakatan
PPAS.

Dalam hal Wali Kota dan Wakil Wali Kota berhalangan tetap atau
sementara, pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pejabat yang
berwenang selaku penjabat/penjabat sementara/pelaksana tugas
Wali Kota Tasikmalaya bertugas untuk:

1) menyampaikan rancangan KUA dan rancangan PPAS kepada
DPRD; dan

2) menandatangani nota kesepakatan KUA dan nota kesepakatan
PPAS.

Dalam hal seluruh pimpinan DPRD berhalangan tetap atau sementara

dalam waktu yang bersamaan, pelaksana tugas pimpinan DPRD

bertugas untuk menandatangani nota kesepakatan KUA dan PPAS.

Dalam hal Wali Kota dan DPRD tidak menyepakati bersama
rancangan KUA dan rancangan PPAS, paling lama 6 (enam) minggu
sejak rancangan KUA dan rancangan PPAS disampaikan kepada
DPRD, Wali Kota menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah
tentang APBD kepada DPRD berdasarkan RKPD, rancangan KUA, dan
rancangan PPAS yang disusun Wali Kota, untuk dibahas dan disetujui
bersama antara Wali Kota dengan DPRD sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
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3. Ketentuan Pelaksanaan

a.

Wali Kota menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS
berdasarkan RKPD dengan mengacu pada pedoman penyusunan
APBD diuraikan sebagai berikut:

1) TAPD menyiapkan seluruh isi rancangan KUA menggunakan data
dan informasi terkait kebijakan anggaran yang terdapat dalam
RKPD;

2) TAPD menyiapkan seluruh isi rancangan PPAS menggunakan data
dan informasi terkait program prioritas beserta indikator kinerja
dan indikasi pendanaan yang bersumber dari RKPD.

Wali Kota menyampaikan rancangan KUA dan rancangan PPAS
kepada DPRD.

Wali Kota dan DPRD melakukan pembahasan rancangan KUA dan
rancangan PPAS. Pembahasan tersebut mengacu pada muatan
rancangan KUA dan rancangan PPAS.

Wali Kota dan DPRD melakukan kesepakatan bersama berdasarkan
hasil pembahasan rancangan KUA dan rancangan PPAS.

Kesepakatan terhadap rancangan rancangan KUA dan rancangan
PPAS dituangkan dalam nota kesepakatan KUA dan nota kesepakatan
PPAS yang ditandatangani bersama antara Wali Kota dengan
pimpinan DPRD.

Dokumen Terkait

[lustrasi dokumen pada tahapan penyusunan KUA dan PPAS

menyajikan informasi yang bersifat dinamis sesuai dengan kebutuhan
yang disajikan setiap tahun dalam ketentuan peraturan perundang-
undangan mengenai pedoman penyusunan APBD.

[lustrasi dokumen pada tahapan penyusunan KUA dan PPAS antara

lain sebagai berikut:
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a. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA);

PROVINSI/FEMEIREINTAH KOTA TASIEAMALAYA . ..
KEEBIJAKAN UMUM ANGGARAN FENDAFATAN DAN SEELANJA DAERAH
EUA)

TAHUN ANGGAEAN ...

I FENDAHULUAN

b8 3 Latar belakang penyusunan Kebijakan Umum AFED [EUA)
3. Tujuan panyusunan KITA

1.3, Dazsar (ukum) penyusun=an KXUA

" KERANCEA THONCMI MAKEO DAETRAH
=1, Ar=h kabijmkan skonomi dssrahn
3. Aran kebijakan keusngean dagrahn

n ASUMSEI DASAR DALAM FERYUSUNAN ANGGARAN FENDAFATAN
DAN SXLANJA DAZEAH

3. Azumzi dezar yang difunakan daiam AFEN

23, Azumzl dmrar vang Gizunsaican dalam AFSD

" KESIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1 Kabijailkan Perancanmnan Ppaendspatan dagran yangs
diproyeikmikan untulc t=hun

432 Targset psndapatan dasrah meliputi Fsndapatan Asli Dasrah
([PAD|, Pendapatan Tranzicr, dan Lain-lain Fandapatan D=acrak yang

Eah

v KEEIJAKAN EELANJA DAEFRAH

3.1 Kabiljakan tsrkait dsngan persncanaan belanjs

5.2. Rencan= bhéalanj=a operasi, belanja modal, bel=nj= trenzfar aan

bslanja tidak tardugs

Vi EEEIJAKAN PEMBIATAAN DAERAH
LEW Kasbijakan penerimaan pambiavyaan
3. Kcobrijzkan pangslu=yan pambiayaan

Vi STRATEG!I PENOCAFAIAN
Fada badb ini msmuat langkah Konkrat dalam mencapai target.

VIl FENUTUF

Fada bab ini jug=m dapat bsrizi tantang hal-hal izin yang disapaks=:
DFRD d4dan Kspala Dasrah dan pariu dimazukkan dalam Kesbijakan
Umum AFED

Dasmikiznlah Esbhijakan Umum APFPED ini dibuat untuk mesnjadi
pPsdoman dalam penyurunan FFASE dan RAFED Tahun Anggaran
Darksnas=n

ovetotcoavcrr s DBBEREY . covere vos voe v se

Fimpinan DFRD Cubtsrnur Jawa Earai/Weanl

Ira

Koia Tazikmalaya... ..
Wam= Nams=a
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b. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS);

VL

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA.......
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS)
TAHUN ANGGARAN ....

PENDAHULUAN

. RENCANA PENERIMAAN DAERAH
. PRIORITAS BELANJA DAERAH

. PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN

PROGRAM/KEGIATAN
RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH

PENUTUP

Demikianlah Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS] APBD TA .... dibuat
untuk menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rancangan
APBD TA ... Pada Bab ini juga berisikan kesepakatan-kesepakatan lain antara
Pemerintah Daerah dan DPRD terhadap PPAS

Fimpinan DPRD Gubernur [Bupati/Walikota.....
i 2
B 5

Nama Nama
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TABEL 2.1
RENCANA PENERIMAAN DAERAH
Tahun Anggaran ....

KODE PENERIMAAN DAERAH g Dhgﬂﬂ
ANGGARAN | HUKUM
l 2 E 4

4. PENDAPATAN DAERAH

4.1, PENDAPATAN ASLI DAERAH

4.1.01. (Pajak Daerah

4.1.02. [Retribusi Daerah

4.1.08. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang
Dipisahkan

4.1.04, |Lain-Lain PAD Yang Sah

4.2, PENDAPATAN TRANSFER

4.2,01. |Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

4.2,02. |Pendapatan Transfer Antar Daerah

4.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH

4.3.01. |Pendamatan Hibah

4.3.02, |[Dana Darurat

4303 Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan
Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

JUMLAH PENDAPATAN DAERAH

6.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN

6.1.01. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun
Sebelumnya

6.1.02. |Pencairan Dana Cadangan

6.1.03, Hasil Penjunlan Kekayaan Daerah vyang
Dipisahkan

6.1.04, |Penerimaan Pinjaman Daerah
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman

6. 1.05.
Daerah
Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai

6.1.06. |dengan Ketentuan Peraturan Perundang-

Undangan

JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN

JUMLAH PENERIMAAN DAERAH
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TABEL 3.1
SINERGITAS PROGRAM PEMERINTAH PROVINSI DAN PEMERINTAH KABUPATEN /KOTA
TERHADAP FRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL

No | Prioritas Pembangunan Nasional Program Indikator Kinerja | SKPD Pelaksana Keterangan

1 a 3 4 5 6

TABEL 3.2
SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA
DENGAN PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI
No | Prioritas Pembangunan Provinsi Program Indikator Kinerja [SKPD Pelaksana Keterangan
1 2 3 4 5 6
"TABEL 3.3
PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH BERDASARKAN PRIORITAS DAERAH
Prioritas Pembangunan T Indikator Jumlah
No Prov/Kab/ Kota Sasaran Prioritas Program Kineria SKPD Pelaksana (Rp) Keterangan
1 2 3 -4 5 6 7 8




[&]
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TABEL 3.4
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

KEGIATAN SUB KEGIATAN
PLAFON
R PRAKIRAAN MAJU
ANGOARAN T

PROGRAM
Indikntor Kinerja Loknsi SEMENTARA

Indikntor Kinerjn indikntor Kinerjn
Kegiat Sub Kegintm Suk

cgiatn Kelunmn Target ub Kegiaton Keluaran Sub| Targer Ko :]:m1 (Rp)

Hegintnn Capajan Hegintnn Capainn &

N#l N+2

Pr
ogrm Huomil Target
Program | Capainn

1. Urusan
wajib yang
berkaitan
dengon
pelayanan
dasar

101
Pendidikan
XXXXX

Program ...
Tinggl

XXX KX XXX
Keglatun Sub Kegltan .
og prrrer e reet | Sub Keglatan .

A — NN XX
. Kegintan A I sisssasen | asssesnss Munengabh
o Sub Kegiatan ... &

103
Pekerjonn
Urmum dan
Penntaon
Ruang
X.XRXX.

Program ...
Tingg!

XX XX XX
Kegintan
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TABEL 4.1

URUSAN FEMERINTAHAN DAERAH

DAN PROGHAM, KEGIATAN DAN 5B KEGIATAN

PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA (Rp)

-

URUSAN FEMERINTAHAN WAJIB YANG BEREAITAN
DENGAN FELAYANAN DASAR

1.01. PFENDIDICAN
1.O) w5 %-%.%-2 X% Dinan ...
Lil] x-NN-XX-E X O Progrom
10] =-x w-% x-¥ wx wx x xx_ Kopintan .
1.01 %-5 %-%.%- Sub Keelobmn ...
DOt _
1.02. KESEHATAN
L3 - N X X-EXE Dinns .
102 x-x x-% %-L X u, Prourram
1L.O2.%-3 X-3.%-3 X0 0N XN Kegintnn ...
L2 x-n N-X.X- Bub Kegunmn ...
Dt
1.03. PFERERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Ll - N XXX Dinns .
L0 x-x x-% N-x ®x . Progirsm
1O %3 X-3.%-3 X0 NN XN Kexintnn ...
LO3 x-x %-x.X- Bub Kegummn ..
Dt
1.04. PFERUMAHAN RAEYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
L0 x-x x- X x-x wn Dines .
1.04 %-5 %-%.%-3 XN X% Proermm ...
L4 xR O X Kogintnn
104 x-x w-x.x- Bub Keglatmn ..
Ciat ...
L0 KETENTERAMAN DAN KETERTIHAN UMUM SERTA
o FELINDUNGAN MASYARAKAT
1.05 %-%.2-%. =-X.XX Dinas ...
1089 w39 YK ¥% Prosrem
1L.O5.%-8 N-3. %0 X0 X020 Kegintnn ...
1.0 =-8.5-X.= Suly Keginten
Dut
1.06. HOSIAL
106 s-w w-% 95 ¥ Dinms .
1.06.%-5 X-3.%-3 X0 . Program ...
P06 =-x=-x=-2xx e xx Kegiatan .
106 % w-x % Suty Kegintmn
Chat ...

2

URUSAN PEMERINTAHAN WAIIB YANG TIDAK

BERKAITAN DENOAN PELAYANAN NABAR
.07, TENAGA KERJA
2Tz ssxs-0 Dinms .
207 =-3 ¥-LW-X AW AN Program
2.07 =-2. %X =-X XN XN XXX, Kegiatnn ...

107 x-n.%X X~
LET T AN AN

Sub Kegintan

Diat

FEMBERDAYAAN FEREMFUAN DAN FERLINDUNGAR

2.08. AMAK

20A -3 ¥-TR-X AN Diinme _
2.0 =-2. %X =N-N XN XX, Program ...
IO 2 X R O A Kegininn ...

208 x-x.x-x.%-
ITENE N AT AN

HBub Kegintmn

Dt ..
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2,00 PANCGAN

o N - LN Lrirnen

1a]

DG v e woN N WW W W K mgrmtsurs

Bub Kegiatnn

10 PERTANAHAN

1]
b

XX Diirann

4 %
a V- - NN 20 N TN

2 iflx-a =y aw ww N w Esgininn

Sub Kegplatnn .

Dt

11 LINGRLMGAN HIOUP

il Ciirums

L
EE oAl %
x

I XXX Kegintan

Sub Kegiatun

Dut ...

ADMINISTRASI REFENDUDURAR DAN FEINCATATAN
SIFIL

X Chirums

1]

2 x
1l x-2%-2 0K 05 Xu
x

(&
%
1]
_.
o
M
W

XN XXX

Dt ...

il FEMBERDAYAAN MASYARAKAT AN OESA

13z xxxy Drirmes

11w w-x w-2 ww ww Proacrm

L& X Kegiminn

r"
b
W
e
|
i

il
1]
.
L 1
M
W

Sub Kogininn

[

PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
HEHENCANA

[§]

PEER & & Crirres

2ldx-zv-mwy ew vy Prowonum
PR DR AT R X . KX . Kegiminn

hd
i
o
F
H
¥

Sub Kogininn

Dhat

215 PERHUBUNGAN

"
A
W

[ M- XX flinan

[}

|}
W
»
"
i
f

"
1]
[t}
o
(]
&
-
el
4
el
£3
<
|

Koegimtun

Bub Kegiatnn

et

L EOMUNIKAS] DAN INFORMATIKA

-
1]
7]

XX Diiran

X
e s T

O N WO NOW W Ergininm

"
)
e
"
A

Sub Keglaton .
EXE NN N XX.XX.

Dat

21 EOPERASB] UBAHA KECIL DAN M
1Tz 9T w-w 4% Diiirnris
2. 17 x-x -2 - Program

217 - XX O N XXX, Kegiatan

Sub Kegiatum

Dt ...
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718
A x-x w-xrx-wxx
2|8z =y zaxszET
2 A x-w -2 x-¥ T ¥x ¥ owm
A I8 x-% w-X.X
IR XXX XN XX
| 1=
2.19,
I X N-X. X- XXX |hnas
2 i8xxxywaaxax | Prowrrmm
10 = -3 % ww ¥w v ww Ergimingn

Suby Kegiatan

| Dt

=

AN (1L

|Dinan

| Fre

Ecgminm

Sub Kegintnn

Ot

DAYAAN

Program

Kegisinn

MER S SRS S KK Program

1.1 N N-X X A AR N X AN Eialan

F I E-AN-LX
Sub Kegistan
Iled

. 34 KEAESIPAN

234 g = X-LEX Dl

204 y-wN-TE-T AE WX Progmm

Kegiatnn

Sub Kegistan

|URUSAN FEMERINT

AHAN FILTHAT

-

ALUTTAN DAN F

Dinnn

Program

KRl

3 20 X-XX-LX
X k5

Eecgiatan

it

PARIWISATA

My

Program

Kegiatan

Sub Kegistan

DOt .
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FERTANIAN

Dis

il
M

| Frogram

| K et

Sub Eecglatan

Cimx

]
I
|kEHUTANAN

Diirina

]

Frogram

j
|
MM
-
H

IKesisinn

Sub Eecglatan

Oint

|ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

H

Dinna

A
M

PFrogram

.
M
|4
|a

Kegtsdmn

Sub Eecglatan

Program

Ecymenm

Bub Keglntinn

i

PERINDUSTHIAN

Drirns

Ecymenm

Bub Keglntinn

Bulb Kegintan

Dim

UNSUR PENDURKUNG URLIBEAN PEMERINTAHAN

& | de

o1

BENHETAHIAT DAERAH

&

T o & o

"

Bekretanar Dacrmh

M x-x3-x=

"]

Progzr=m

0] w-w w-u

7]
W

Hegintnn

0] =z-xx-xm

LE XN .E XX ]

|'.:||!~ Kegintan

| Dt

|E.?F_!-:HFT'I'r'||.F.]r'uT DEWAN PEHWAKILAN HAKYAT
DAERAH

| Beborrtmring L

Prosreomn .

7]
M
]
*]

Kegiaten

|-—'un Kegiatan

ILI'~1

| UNSLIE PERURIANG URLIBEAN PEMERTNTAHAN

FEREMCANAAN

Dinna Badlan / Kanjog

| Frogram

| K eptatn

Sub Eeglatan

| Eimx
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¥
W

KELARTAN

Il w-3 w5 =N TN

Dilrves f Plnilen / Kantor

5.00 5.0 -3 8- w0

Progrmm

D2 x-xn X E-N XXX

Kegiatan

rd x-xx-xx

o O e 5.

Bub Kegintan

Dt ...

5.03 KEFEGAWAIAN |
S xsarzs-oxe Dines ) Basten / Karvsr 1
503 x-3 W w-N W O Program

303 - 02 _n-3 o ol K.

Keslatnn .

50T =x-
v_:v :_r“ Sub Kegininn
[ims
5.0 PENDIDHEAN DAN PELATIHAN

S04 x-x T W-% AN CinasHedan f Kantor
S04 -3 wmw-TTU RN P

B ol s

5.0 x. w0 w

EXLUEXLELIXLUEX

Bub Kegiatan

Ciss

15.05 PESNELMAN DAN FERGEMBANGAN
15,05 x-% %X 2-X.X% Dirna / Hodan / Kanios

1505 x-x 5-x.w-% 100 XX Progrmm

S s a-T TS TN K et

305 x-n n-x x-
O O O O

Bub Kegintan

Pt

th

PERGHLEBUNG

i -3 E-¥ 3-% XX

= f Batan / Kantor

O x-3 ¥-X =% TN 0

Ox-2 %-X.=-E X0 0L % o

00X XX-X.X

Sub Kegiatan

[a 1T

FENGELOLAAN PFEHBATASAN

Ciiruns /Hmdan fEanior

P

07 =-3 5% =% Ty Oy =y

Krgintnn

H

wlo T

07 x-x2-x.=
TN IO 3 . I

Sub Kegintan

Cing

LUNSUR FENGAWAS

0.1 UNSUH FENGAWAS
60l ra a3 e b ket

- XK

Prowraim

x
0] - XX - 0 N

Krglatnn

Sub Kegiatan

[a 1T

UNSUR KEWILAYAHAN

7

Sub Kegiatan

it

KOTA ADMINSTRA

Ko

Keglnton .

Sub Kegintan

Ciag
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1701 KARLUPATEN ADMINSTRAS]

703 %0 XX X500 Kalbipaten

700 x-2.X-X -2 X ]'I’i:-i_-:: T

T3 - oD T Kegpmntan

03 x-nx-xx-

Bub Keglatan
|lx vz sx = wx =2

Dhat

L] URLSAN PEMERINTAHAN UMUM

I8.01 KESATUAN BANGEA DAN POLITIE

AD] x-x »w ¥-3 N Kesotunn Bangss Dan Politik

B.00 e X -5 X0 0 Program

BO] x-XX-X XT-XNIX Z.XN Kegintan

501 x-xx-xx - -
Bub Keglutan

AT I X AN AN

i

L") UTHUSAN KERHUSLUSAN

B.01 PFANTHADYA EAIGTIMEWAR

oDl sz x-x x5 TN Panirsdyn Kalstmeosen

D.0] x-x 3w ¥-3 TW AN Progrmm .

0.0 ] e NN OO N XN Keglntnn

0.0] x-xXx-x.x- 5
Sub h(‘;:ll'i”‘.
.. NN

Dt

0.0

2 SYARIAT ISLAM ACEH

002 X-X XX _X-X.XN Dinua Syarial hlam Acch

WU - XN - N Frogram

Nl re x-X -3 XN SN I ER Kminteen

Bub Kegintnn

Dt

1

EERETARIAT MAJELIS PERMUSYAWARATAN
ULAMA (ML)

Sekretariat Majelis P

myawaratan Ulama [MPL)

Bub Kegintnn

Dt

19.04 SEERETARIAT MAJELIS ADAT ACEH

Q04 -3 x-x x-% %X e turjit Alolelis Adat Ace)

0,0 e XS XN Program

D05 - XX - XN I E.XR ]'n."'i_-‘:l.l.':JH

T0E X : .
Sub Kcgiatan

AT I X AN AN

[T

0.05 SERRETARIAT BAITUL MAL ACEH

¥ 0D X XN -0 rarint Harrul kal Aceh
0S5 r3 x-X T3 TN AN Progpr=m
OO0 w3 X-X ¥-N ¥% o5 ¥ vy Megintun

x : -
Sub Kegintan
x

[

008 SEEKREFTARIAT BANAN REINTHGRAS] ACEH

0, O - X B0 O Bekretariat Badan Reintegranl Aceh

000 X- XXX -2 XN r':'ii-i_-: I

0L N - X AN N NE Keminmn

SO0 - - -
Bub Keglatan

|2 e v » ¥ %%

Dat
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TABEL 4.2

Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Jenis Belanja

NO

URAIAN

PLAFON ANGGARAN

(Rp.)

1 |Belanja Operasi

a. Belanja Pegawal

b,

Belanja Barang dan Jasa

C.

Belanja Bunga

d.

Belanja Sulsidi

e.

Belanja Hibah

f.

Belanja Bantuan Sosial

hd

Belanija Modal

.

Belanja Modal Tanah

Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi;

Ll B b =

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya;

I.

Belanja Modal Aset Tidak Berwujud,

]

Belanja Tidak Terduga

4 |Belanja Transfer

a. Belanja Bagi Hasil
b. Belanja Bantuan Keuangan
TOTAL
TABEL 5.1
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA UNTUK PEMBIAYAAN
PLAFON ANGGARAN
NO., URAIAN SEMENTARA
(Rp.)
PEMBIAYAAN DAERAH
6.1. Penerimaan Pembiayaan
0.1.01. |Sisa Lebith Perhitungan Angearan Tahun Anggaran
6.1.02. |Pencairan Dana Cadangan
6.1.03, |Hasil Penjualan Kekavaan Daerah yang Dipisahkan
0.1.04. |Penerimaan Pinjaman Daerah
6.1.05. |Penerimann Kembali Pemberian Pinjaman Daerah
. |Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan
6.1.06. |,
Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
Jumlah Penerimaan Pembiavoan
6.2, Pengeluaran Pembiayaan
5,2.0]1, |Pembentukan Dana Cadangan
6.2.02. |Penvertaan Modal Daerah
6.2.03. |Pembavaran Cicilan Pokok Utang vang Jatuh Tempo
6.2.04. |Pemberian Pinjaman Daerah
6.2.05. Pengeluaran Pembiayaan Lainnya Sesual dengan

Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

Jumlah Pengeluaran pemhbiayaan

Pembiayvaan Neto
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c. Nota Kesepakatan KUA;

NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA.......
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA.......

TENTANG
KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN ...

Yang bertnnda tangan di bawah ini:
1. Namn Porstsrsisirtiseiiabioimintibbaibbbitesiosibbnibshbiniinidti
Jabatan : Gubernur/Bupat! /Wall Kota.......cccouvene
Alamat Kantor
bertindnk selaku dan atas nama pemerintah Provinsi/ Kabupaten f]-:um" ..........
a. Nama b bbb bheri vt it bbb S bbb kb ma i ad s bk b e ra i
Jabatan : Ketua DPRD Provinal /Kabupaten fKota..........c...
Alamat Kantar
Jabatan ! Wakil Ketun DPRD Provinsl/Kabupaten JKoba.............
AlNDY KAWIE  § o iesiisiiesst i isas et e ke s tabie
c. Namn L v YT S-SR S-S SRR
Jabatan : Wakil Ketun DPRD Provinst/Kanbupaten fKoti............
Alnmat RNEE 5 coniiertisisitiaimsriiaiiiaemasnsrbibbesnassaits
d. Date. o iinenns
sebagal Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwaldlan Raloyat
Daerah (DPRD) Provinsl / Kabupaten fKotn®)......

W

Dengan Inl menyatakan bahwa dalam ranghka penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belonjn Doernh (APBD) diperluknn Kebijoknn Umum APBD vang disspakati Bersnmn antorn
DPRD dengnn Pemerintah Deernh untuk selonjutnyn dijndikan sebagni dasar penyusunan
prioritas dan plafon anggnran sementarn APBD TA ...

Berdasarkan hal tersebut di atns, para pihnk sepakat terhadap kebijaknn umum APBD
yang meliputli asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Danerah (RAPBD) Tahun Anggaran ..., Kebljakan pendapatan, belanja dan
pembiayann daerah, yang menjadl dasar dalam penyusunan Prioritas don Plafon Anggaran

Secarn lengkap Kebijakan Umum APBD TA ... disusun dalam Lampiran yang menjadi satu
kesatuan yang tdak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan Ini,

Demikinnlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara ([PPAS) Tahun Anggaran ...
............. Tanggal,......coieemaens
Plmpinan DPRD
Provinsl fkabupaten fKata......
Selnku,
FIHAK KEDUA

aie
7y

Noma
KETUA

o

[

Noama
WAKIL KETUA

R
CRETE
Bla

Nama
WAKIL KETUA
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Nota Kesepakatan PPAS;

NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN /KOTA.......
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI/KABUPATEN /KOTA.......

NOMOR.......iu.

TENTANG
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
TAHUN ANGGARAN ....

Yang bertanda tangan dl bawah ini:

1. Nama e R L R R L
Jabatan : Gubernur/Bupat /Wall Kota.................
Alamant Kantor G aa P A S S bl b R B Fa PR S b b
bertindak selaku dan atns nama pemerintah Provinsi/ Kabupaten/Kota™ ...
2 n. Nama T A S A L S P S PP
Jabatan : Ketun DPRD Provinsi/Kabupaten /Koto.....e,
AIRTIRT KBIEEE 5 oiererinassissroress st it setsbssnnesssstsasess SLres1 b
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Provinal/Knbupaten [Kota...............
AIEEY EErnr § el b el et aaiid aiailis
. Nama D b e i e S et
Jonbatan 1 Wakil Ketun DPRD ProvinsifKnbupaten /Kotn...............

ARIRAL KRBMIE | iiiiisimsininiiiasissmisinintsrssssansisinptisisbnininini
sebagal Pimplnan DPRD bertindak selaku dan atns noma Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (DPRD) Provinsl / Kabupaten /Kota®)......

Dengan Inl menyatnkan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD) perlu disusun Prioritas don Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang
disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah, untuk selanjutnya dijadikan
sebapni dnsar penyusunnn Rancangon Anggarnn Pendapotnn dan Belanjn Daernh (RAPED) TA

Berdosarknn hal tersebut di atas, dan mengacu poda kesepakatan antara DPRD dan
Pemerintnh Daernh tentang Kebijakan Umum APBD TA ..., para pihnk sepakat terhadop
Prioritns daon Plafon Anggoian Sementara yang meliputi rencann pendapatan dan penerimaan
pembiayaan daerah TA ..., Prioritas belanja daerah, Plafon Anggaman Sementara Berdasarkan
Urusan Pemerintahan Dan Program/Kegiatan, dan rencana pemblayaan daerah TA ...

Secarn lengkap Prioritas dan Plafon Anggaman Sementara Tahun Anggaran ... disusun dalam
Lampiran yang menjadi satn kesatuan yang tidak terpisahknn dengan Nota Kesepakntan ini.

Demikinnlnh Nota Kesepakatan Inl dibunt untuk dijndikan dosar dalam  penyvusunan
Anggaran Pendapatan don Belanjn Doerah (APBD) Tahun Anggoran ...

srensinnsnisi § ONERRAY e rasrssssarsini
Pimpinan DPRD
Gubernur/Bupati fWallkota.. ... Provinsi/kabupaten/Kota......
Selaku, Selaku,
PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA
Nama Nama
KETUA
Nama
WAKIL KETUA

Naman
WAKIL KETUA
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e. Nota Kesepakatan Tahun Jamak;

NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
GUBERNUR/BUPATI/WALI KOTA......
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA.......

NOMOR..........
TANGGAL........

TENTANG
PELAKSANAAN SUB KEGIATAN TAHUN JAMAK
(NAMA PEKERJAAN]
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA........

Yang bertonda tangan di bawah Ini:

. Nama b b e R A e bbb b A
Jabatan : Gubernur/Bupatl /fWall Kota........coeee.
Alaomat Knntor b brrtrbn i b b b i

bertindak selaku doan atns noma pemerininh  Provinsi/ Kﬁbupﬂlﬂﬂfﬁﬂtﬂq
selanjutnya disebut sebagnl PIHAK KESATLU,
Jabatan : Ketun DPRD Provinsl/Kabupaten fKota ..

Alamal HWanED ciririmrimsisiei st st s b s s e
Jabatan : Wokil Ketun DPRD Provinsi /Kabupnten /Koti......c.eooee.
T S PR R
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Provinsl /Kabupnten /Kota...............
AlTRAE TERIUIED 3 cirersrursmimistbsiestosaraist Shererasstrtat pibtbarsnasins

d. Dst...

sebogni Pimpinan DPRD bertindnk selaku dan ntns nomn Dewnn Perwokilnn Rakynt
Darranh (DPRD) Provinsi f Knbupaten [ Kotn®)......, s#lanjutnyn disebut sebagai PIHAK

Bahwa PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat untuk melaksanakan kegiatan Tahun
Jamak di Provins!/Kabupaten /[Kota*) ... Tahun ..., Tahun ... dan (Tahun Seterusnya) yang

BAB 1
DASAR HUKUM

Pasal 1
(Berisikan tentang Peraturan Perundang-Undangan atau Dasar Hukum vang melandas)
untuk sub kegiatan tahun jamalk dimalesud

BABI1
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2
Maksud dan tujuan Nota Kesepakatan inl adalah:
"14) Dat
. {Berisikan maksud dan tujuan Nota Kesepakatan ini)
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BAB 111
KEGIATAN/SUB KEGIATAN TAHUN JAMAK

Pasal 3
Adapun kegiatan/sub kegiatan Tahun Jamak ... (Nama Kegiatan/Sub Kegiatan), yang
jl) biaya pekerjaan ... dengan pagu senilai Rp... (terbilang);
'!2] biaya pekerjaan ... dengan pagu senilai Rp... (terbilang);
(3) Dst.

Pasal 4
1) Dana anggaran kegiatan/sub kegiatan Tahun Jamak bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi/Kabupaten /Kota”) ....
12) Jumlah anggaran kegiatan/sub kegiatan Tahun Jamak untuk membiayai kegiatan/sub
kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 seluruhnya berjumlah Rp... (terbilang).
'(3) Rincian anggaran kegiatan/sub kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
a. biava pekerjaan ... dengan perincian per tahun sebagai berikut:
1). Tahun ... senilai Rp... terbilang);
2). Tahun ... senilai Rp... (terbilang);
3). Dst.
b biava pekerjaan ... dengan perincian per tahun sebagai berikut:
1). Tahun ... senilai Rp... (terbilang);
2). Tahun ... senilal Rp... (terbilang);
3). Dst.
c. Dst.

BAB IV
PELAKSANAAN PEKERJAAN

Pasal 5
Dana anggaran kegiatan/sub kegiatan Tahun Jamak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
digunakan untuk kegiatan/sub kegiatan dari Tahun .., Tahun .. dan Tahun ..

BAB V
PENGELOLAAN DANA ANGGARAN TAHUN JAMAK

Pasal 6
'il) Pengelolaan dana anggaran kegiatan/sub kegiatan Tahun Jamak dilaksanakan oleh
Perangkat Dacrah terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas ...
Provinsi /Kabupaten /Kota®) .......

BAB VI
PENYESUAIAN HARGA

Pasal 7

:(n ...........................

'|2) ...........................

(3) Dst
BAB VIl

PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 8

Pertanggungjawaban dana anggaran kegiatan Tahun Jamak mengacu pada ketentuan
peraturan perundang-undangan.
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BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9
Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan inl sepanjang mengenai
pelaksanaannya, akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan/Keputusan PIHAK

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing
mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Pimpinan DPRD
Provinsi/kabupaten /Kota......
Selaku, Selaku,
PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA

Nama Nama
KETUA

e

Nama
WAKIL KETUA
F—

i

e

Gubernur/Bupati /Walikota.....

Nama
WAKIL KETUA
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f. Berita Acara Kesepakatan Penambahan Kegiatan/Sub Kegiatan.

BERITA ACARA KESEPAKATAN
ANTARA
GUBERNUR/BUPATI/WALI KOTA......
DENGAN
KETUA DPRD PROVINSI/KABUPATEN /KOTA.......

NOMOR..........
TANGGAL........

TENTANG
PENAMBAHAN KEGIATAN/SUB KEGIATAN BARU
PADA KUA DAN PPAS YANG TIDAK TERDAPAT DALAM RKPD

TAHUN ANGGARAN ....
Yang bertands tmngan di bawah inl:
1. Nama P AP
Jabatan : Gubernur fBupati /fWall Kotn.................

Alnmat KaNEOE i cimrdnann st st b s s mnmsnsn s anrd

bertindak selalou dan ntas nama pemerintah Provinsl/ Knbupaten /Kota b ..........

Jabatan : Ketun DPRD Provinsl f Knbupaten (Koo, ...,

A T B T I % ittt B L ke A A AR ek b

bertindank selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
Provinsi/Knbupnten/ Kota......cccovvviminniiennn,

¥

Dengan inl menyatakan bahwa terjodi penambahan kegintan/sub kegiaton bam poda KUA
dan PPAS TA...... yvang tidak terdnpat dalam REKPD Provinsl/Kabupaten/Kota..... i "
yang selnnjutnya secarn lengkap penambahan kegintan fsub kegintan baru dimaksod
disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatunn yong tidok terpisnhlian dengan Berita
Acara Kesepalaninn ini.

Berdnsarkan hal tersebut di atas, puna menindaklanjutl Pasal 343 ayat (2) don ayat (3)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanann,
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tatn Cara Evaluasi Ranenngan Peraturan
Doerahh Tentang Rencona Pembangunan Jongka Ponjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangkn Menengah Daerah, serta Tata Cara  Perubnhan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Renecann Pembangunan Jangkn Menengnh Daerah,
dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka pada hard inl ... tanggal ... bulan ... hun ...
dibuatlah Berita Acara Kesspakatan ini.

Demildanlah Berita Acarn Keaepakntan inl dibuat untuk dijadikan dazar dalam penyusunan
Anggaran Pendapatan dan Belanjn Doernh (APBD) TA...........

Gubernur / Bupatl fWallkota.. ...

2

MNama
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LAMPIRAN
Berita Acara Kesepakatan Nomor.................. Tanggal.................
PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN PLAFON PRAKIRAAN
ol o Kﬂd:fs ) Indikator Kinerja Indikator Kinerjn KI.tidj:k.ﬂmr Kineria Lokasi | ANGGARAN MAJU
[ r;fuﬂ:;n: Hasil | Target | Kegiatan |Keluaran| Target | Sub Kegiatan o ;:;ﬂ - Target Sub [SEMENTARA N+l | He2 Ket
Organisasi/ Program | Capaian Kegiatan | Capaian Kegiatan Capaian [Kegiatan (Ep)
L. |1, Urusan wajib

yvang berkaitan
dengan
pelayvanan dasar

1.01 Pendidikan

X OLXX,

Program ...

R XX XXX
Kegintan ...

R O XKRXXK.

Sub Kegiatan

XN O
Kegiatan ...

Sub Kegiatan
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1.03 Pekerjaan
Umum dan
Penataan Ruang

K. XX.XX.

Program ..,

XOOLXK XXX,
Kegiatan ...

O 00K XK.XX,
Sub Kegiatan

13

Dst
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B. RKA SKPD

1.

Ketentuan Umum RKA SKPD

Peraturan Wali Kota ini membuat ketentuan terkait RKA- SKPD sebagai
berikut:

a. Surat Edaran Wali Kota perihal Pedoman Penyusunan RKA- SKPD

diterbitkan paling lambat 1 (satu) minggu setelah rancangan KUA dan
rancangan PPAS disepakati.

Surat Edaran Wali Kota paling sedikit memuat:

1) prioritas pembangunan daerah, program, kegiatan dan sub
kegiatan yang terkait;

2) alokasi plafon anggaran sementara untuk setiap program,
kegiatan dan sub kegiatan SKPD berikut rencana pendapatan
dan penerimaan pembiayaan;

3) batas waktu penyampaian RKA-SKPD kepada PPKD; dan

4) dokumen lain sebagai lampiran meliputi KUA, PPAS, kode
rekening APBD, format RKA-SKPD, analisis standar belanja,
standar satuan harga, RKBMD dan kebijakan penyusunan APBD.

Rencana pendapatan dan penerimaan pembiayaan yaitu hubungan
anggaran belanja dengan sumber pendanaan pendapatan dan
penerimaan pembiayaannya, antara lain:

1) belanja yang dianggarkan untuk pelaksanaan program, kegiatan,
dan sub kegiatan terkait layanan retribusi sumber pendanaannya
berasal dari pendapatan retribusi;

2) belanja yang dianggarkan untuk pelaksanaan program, kegiatan,
dan sub kegiatan terkait dana transfer khusus sumber
pendanaannya berasal dari pendapatan transfer khusus
berkenaan;

3) belanja yang dianggarkan untuk pelaksanaan program, kegiatan,
dan sub kegiatan terkait sarana dan prasarana jalan sumber
pendanaannya berasal dari pendapatan pajak kendaraan
bermotor/pendapatan bagi hasil berkenaan.

4) belanja yang dianggarkan untuk pelaksanaan program, kegiatan,
dan sub kegiatan terkait penunjang urusan pemerintah daerah
sumber pendanaannya berasal dari pendapatan dana alokasi
umum.

Kepala SKPD menyusun RKA-SKPD berdasarkan KUA dan PPAS, serta
mengacu pada Surat Edaran Wali Kota Tasikmalaya tentang Pedoman
Penyusunan RKA-SKPD.

Untuk kesinambungan penyusunan RKA SKPD, kepala SKPD
mengevaluasi hasil pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan
2 (dua) tahun anggaran sebelumnya sampai dengan semester pertama
tahun anggaran berjalan.

Proses penyusunan RKA-SKPD mengandung informasi, aliran data,
serta penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara
elektronik.

RKA-SKPD disampaikan kepada PPKD sebagai bahan penyusunan
rancangan Peraturan Daerah tentang APBD sesuai dengan jadwal dan
tahapan yang diatur dalam Peraturan Wali Kota Tasikmalaya tentang
pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan setiap tahun.
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h. RKA-SKPD sebagaimana disusun dengan menggunakan pendekatan:

1) Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah Daerah dilaksanakan
dengan menyusun prakiraan maju secara bertahap disesuaikan
dengan kebutuhan. Prakiraan maju berisi perkiraan kebutuhan
anggaran untuk program, kegiatan dan sub kegiatan yang
direncanakan dalam tahun anggaran berikutnya dari tahun
anggaran yang direncanakan.

2) Penganggaran Terpadu dilakukan dengan memadukan seluruh
proses perencanaan dan penganggaran di lingkungan SKPD untuk
menghasilkan dokumen rencana kerja dan anggaran.

3) Penganggaran berdasarkan kinerja dengan memperhatikan:

a) keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran yang
diharapkan dari sub kegiatan;

b) hasil dan manfaat yang diharapkan; dan
c) efisiensi dalam pencapaian Hasil dan Keluaran.

i. Penyusunan RKA-SKPD dengan menggunakan pendekatan
penganggaran berdasarkan kinerja berpedoman pada:

1) indikator kinerja merupakan ukuran keberhasilan yang akan
dicapai dari program, kegiatan dan sub kegiatan yang
direncanakan meliputi masukan, keluaran, dan hasil;

2) tolok ukur kinerja merupakan ukuran prestasi kerja yang akan
dicapai dari keadaan semula dengan mempertimbangkan faktor
kualitas, kuantitas, efisiensi, dan efektivitas pelaksanaan dari
setiap program, kegiatan dan sub kegiatan;

3) sasaran kinerja merupakan hasil yang diharapkan dari suatu
kegiatan atau keluaran yang diharapkan dari suatu sub kegiatan
yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan
anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur;

4) Analisis standar belanja merupakan penilaian kewajaran atas
beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu
sub kegiatan;

5) standar harga satuan merupakan harga satuan barang dan jasa
yang ditetapkan dengan keputusan Wali Kota dengan
mempertimbangkan standar harga satuan regional;

6) RKBMD merupakan dokumen perencanaan kebutuhan barang
milik daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang paling kurang
berisi informasi mengenai kebutuhan pengadaan BMD dan
pemeliharaan BMD; dan

7) Standar Pelayanan Minimal merupakan tolok ukur kinerja dalam
menentukan capaian jenis dan mutu pelayanan dasar yang
merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh
setiap warga negara secara minimal.

j- Untuk terlaksananya penyusunan RKA-SKPD berdasarkan
pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah daerah,
penganggaran terpadu dan penganggaran berdasarkan kinerja serta
terciptanya kesinambungan RKA-SKPD, Kepala SKPD mengevaluasi
hasil pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan 2 (dua) tahun
anggaran sebelumnya sampai dengan semester pertama tahun
anggaran berjalan.

k. Evaluasi bertujuan untuk menilai program, kegiatan dan sub kegiatan
yang belum dapat dilaksanakan atau belum diselesaikan tahun
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sebelumnya untuk dilaksanakan atau diselesaikan pada tahun yang
direncanakan atau 1 (satu) tahun berikutnya dari tahun yang
direncanakan.

l. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan RKA- SKPD
diatur dalam Peraturan Daerah mengenai Pengelolaan Keuangan
Daerah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

m. Belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja subsidi, belanja
hibah, belanja bantuan sosial, belanja modal, dianggarkan dalam
RKA-SKPD sesuai dengan tugas dan fungsi pada masing-masing
SKPD.

n. Belanja bunga, belanja tidak terduga dan belanja transfer dianggarkan
dalam RKA-SKPD pada SKPKD.

o. Penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan daerah
dianggarkan dalam RKA-SKPD pada:

1) SKPKD;

2) SKPD/Unit SKPD terkait yang melaksanakan pola pengelolaan
keuangan BLUD.

Ketentuan Dokumen RKA SKPD

Peraturan Wali Kota ini membuat ketentuan terkait dokumen RKA-SKPD
sebagai berikut:

a. Proses penyusunan RKA-SKPD mengandung informasi, aliran data,
serta penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara
elektronik.

b. RKA-SKPD memuat rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan
untuk tahun yang direncanakan serta prakiraan maju untuk tahun
berikutnya.

c. Rencana pendapatan memuat urusan pemerintahan daerah,
organisasi, akun, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub
rincian objek pendapatan daerah. Rencana pendapatan diterima oleh
SKPD sesuai dengan tugas dan fungsinya serta ditetapkan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

d. Rencana belanja memuat informasi mengenai:
1) urusan pemerintahan daerah memuat urusan pemerintahan
daerah yang dikelola sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD;
2) organisasi memuat nama SKPD selaku PA;
3) standar harga satuan;
4) RKBMD;

5) kinerja yang hendak dicapai terdiri dari indikator kinerja, tolok
ukur kinerja, dan sasaran kinerja yang akan dicapai dari program,
kegiatan dan sub kegiatan;

6) Program memuat nama program yang akan dilaksanakan SKPD
dalam tahun anggaran berkenaan;

7) Kegiatan memuat nama kegiatan yang akan dilaksanakan SKPD
dalam tahun anggaran berkenaan;

8) Sub kegiatan memuat nama sub kegiatan yang akan dilaksanakan
SKPD dalam tahun anggaran berkenaan;

9) Akun, kelompok belanja yang masing-masing diuraikan menurut
jenis, objek, rincian objek belanja, dan sub rincian objek;
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Rencana Pembiayaan memuat kelompok:

1) Penerimaan pembiayaan yang dapat digunakan untuk menutup
defisit APBD, yang masing-masing diuraikan menurut jenis, objek,
rincian objek, dan sub rincian objek penerimaan pembiayaan.

2) Pengeluaran pembiayaan yang dapat digunakan untuk
memanfaatkan surplus APBD, yang masing-masing diuraikan
menurut jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek
pengeluaran pembiayaan.

Ketentuan lain terkait RKA SKPD

Peraturan Wali Kota ini membuat ketentuan lainnya terkait RKA-SKPD
sebagai berikut:

a.

Dalam hal terdapat penambahan kebutuhan pengeluaran akibat
keadaan darurat termasuk belanja untuk keperluan mendesak,
kepala SKPD dapat menyusun RKA-SKPD di luar KUA dan PPAS yang
telah disepakati Wali Kota Tasikmalaya bersama DPRD.

Dalam hal program, kegiatan, dan sub kegiatan merupakan tahun
terakhir untuk pencapaian prestasi kerja yang ditetapkan, kebutuhan
dananya harus dianggarkan pada tahun yang direncanakan.

Dalam hal terjadi perubahan struktur organisasi dan tata kerja
(SOTK), dalam masa transisi penyusunan RKA-SKPD disusun oleh
TAPD atau TAPD menunjuk SKPD terkait.

Dalam hal penyusunan RKA-SKPD, bagi SKPD/Unit SKPD yang
melaksanakan pola keuangan BLUD, menggunakan kode rekening
APBD.

Ketentuan Pelaksanaan

a.

b.

TAPD menyusun rancangan Surat Edaran tentang Pedoman
Penyusunan RKA-SKPD.

TAPD menyerahkan rancangan Surat Edaran tentang Pedoman
Penyusunan RKA-SKPD ke Wali Kota Tasikmalaya untuk diotorisasi.

Wali Kota Tasikmalaya menerbitkan Surat Edaran tentang Pedoman
Penyusunan RKA-SKPD sebagai acuan Kepala SKPD dalam menyusun
RKA-SKPD.

Kepala SKPD menyusun RKA-SKPD berdasarkan KUA dan PPAS serta
SE KDH tentang Pedoman Penyusunan RKA-SKPD mengikuti
ketentuan umum RKA-SKPD dan Ketentuan terkait Dokumen RKA-
SKPD di atas.

Kepala SKPD menyampaikan RKA-SKPD kepada PPKD sebagai bahan
penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.

Dokumen Terkait

[lustrasi dokumen pada tahapan penyusunan RKA-SKPD menyajikan

informasi yang bersifat dinamis sesuai dengan kebutuhan yang disajikan
setiap tahun dalam ketentuan peraturan perundang- undangan mengenai
pedoman penyusunan APBD.
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[lustrasi dokumen pada tahapan penyusunan RKA-SKPD disajikan
sebagai berikut:

PROVINSI/KABUPATEN /KOTA ...

RENCANA KERJA ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(REA-SKPD)

TAHUN ANGGARAN...

URUSAN PEMERINTAHAN X
BIDANG URUSAN T XXX
ORGANISASI] ! XXX.XX

Pengguna Anggaran

a. Nama B e e 2 i

b. NIP SR e

c. Jabatan B i R i

_ Kode Nama Formulir
RKA-PENDAPATAN SKPD Rincian Anggaran Pendapatan SKPD
_:RKA—BEL-";NJA SKPD Rincian Anggaran Belanja SKPD
|RKA-PEMBIAYAAN SKPD Rincian Anggaran Pembiayaan Daerah SKPD

RKA REKAPITULASI *)

|Ringkasan APBD

:Rcl{ﬂpimlasi Belanja per urusan

|Rekapitulasi Belanja per urusan dan program

|Rekapitulasi Belanja per urusan, program dan kegiatan

|Rekapitulasi Belanja per Jenis Belanja

Disetujui oleh, Disiapkan oleh,
Pengguna Anggaran Sub Bagian Program
5!
) A
<] o
Nama Nama
| | A — | |~
Keterangan:

*) jumlah dan jenis rekapitulasi informasi dalam RKA REKAPITULASI dapat
disesuaikan dan ditambahkan berdasarkan kebutuhan.
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Halaman ............
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGEKAT DAERAH K
Provinsi/ Kabupaten / Kota. .. :K;[;
Tahun Angparan...
Organisasi ; KOLXX

Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Jumliah
Ueal
Rekening sl (Rp)
1 2 3

Pendapatan Daeral

Pendapatan Asli Daerah

Pajak Dacrah

Retribusi Daerah

Hasil pengelolaan kekayaan daerah vang
di pisahkan

Lain-lain pendapatan asli daerah yang

Pendapatan Transier

Transfer Pemerintah Pusat

Transfer Antar Daerah

Lain-lain Pendapatan daerah yang sah

Hibah

Dana darurat

Lain-lain pendapatan sesual dengan
kelentuan perundang-undangan

Belanja Daerah

Belanja Operasi

Belanja pegawal

Belanja barang dan jasa

Belanja bunga

Belanja subsidi

Belanja hilsih

Belanja bantuan sosial

Belanja Modal

Belanja modal tanah

Belanja modal peralatan dan mesin

Belanja modal gedung dan bangunan

Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi

Belanja modal aset tetap lainnya

Belanja modal aset tidalk berwujud

Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga

Belanja Transfer

Belanja bagl hasil

Belanja bantuan keuangan

Surplus/[(Delisit)
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Pembiayaan Daerah

Penerimaan Pembiayaan

SilPA

Pencairan dana cadangan

Hasil penjualan kekayaan daerah yang
dipisahkan

Penerimaan pinjaman daerah

Penerimaan kembali pemberian pinjaman
daerah

Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai
dengan ketentuan perundang-undangan

Pengeluaran Pembiayaan

Pembentukan dana cadangan

Penyertaan modal daerah

Pembayaran cicilan pokok utang yang
jatuh tempo

Pemberian pinjaman daerah

Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai
dengan ketentuan perundang-undangan

Pembiayaan Neto

Kepala SKPD
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Holaman..,.....c....
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN Formulir
SATUAN KERJA PERANGEKAT DAERAH REKA-
Provinsi /Kabupaten /Kota ........ PENDAPATAN
SKPD

Tahun :’m;ﬂ:gamn -

Orpanisasi

+ XXX

Rincian Angearan Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

_ Rincian Perhitungan Saniak
Kode Rekening Uraian Volume/ Tarif/
Koefisien —— Hargn (Rp)
Jumlah
PPN &1 4 1. | IO
Kepala SKPD
i
e
Nama
NIP: o
Pembahasan
Tanggal
Catatan = i
1.
2.
Dst
Tim Angearan Pemerintah Daerah:
No Noma NIP Jahatan Tanda tangan
1
2
Dist
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Halaman...........
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH REKAPITULASI
Provinsi/Kabupaten /Kota... REKA-BELANJA
Tahun Anggaran... SKPD
Organisasi 00 XNN
Rekapitulasi Anggaran Belanja Berdasarkan Program dan Kegiatan
Kode Jumlah
) I Tahun n
i ~lE2le o . Sumber - .
;‘f: 9 _:? E E = ; Uraian Dana Lokesl Tahun-1 |Belanja|Belanja Bc.innjn Belanja | Tahun+1
El@E| & & la @ Operasi| Modal JACA: Transfer sPamiat
o 24 | 8 - P Terduga
B | o2 o
Urusan ...
Bidong Urusan ...
Program ..
Kegiatan
Sub Kegiatan ...
dst ... |
Kegiatan |
dst .. |

Urusan .

Bidang Urusan ...

Program ..

Kegiatan ...

Sub Kegiatan

dst ...

Kegiatan

dst ...
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Urusan ..

Bidang Urusan ...

Propram ...

Kegiatan ...
Sub Kegiatan ....
dst ...
Kegiatan ...
dst ...
Jumlah
......... Jtanggal.........
Disiapkan oleh,
Kepala SKPD
@
Nama
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Hanlaman

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATLUAN KERJA PERANGEAT DAERAH

Frovinsl / Kabupaten ) Kota
Tnhun Anggnrnn.

Formulir
REKA-BELAN.JA
SKPFD

Rincian Angenran Belanjs Menurnt Progroam dan Keglatan

Urusnn Pemerinish @ x

Bldnng Urusnn WWMNN 00 iessssiescieiciesscss
T im X, XX

& ATE  mn o =

Orpsni o

Llrnit PRNWWN 0000 sessssssssssisssasses

Alolenal Tahun -1 Rp [terhals

Alnicnn Tabunin Hp (verimlmme)

Alolomsl Tubmin +1 R (b e )

Indikntor doan Tolak Ukur Kinerja Kegintan

Tl mior

Tolak Ukur Kerja

Target

Kinerjna

Manubnan

Keluaran

Hanil

Eriompolk Snanran Eegininn:

Suly Keglntan

Bumber Pendsnisnan

Loknsi

: [Provinal anmpai kecomninn, Knb/Kotn anmpal Dean /Kelurahnn)

Kelunmn Sub Kegin @ [Huantitas, dengan satuan dismmakan denean /esuh kegintan)
Walktu Pelnlmanoun @ Milai...... Saamnpmi
Ketoromgan
Rimrimn Perhitungsn
" . = = lammlals
Kode Helening Urminn Roeluiensi . Hurga X .
i Satian g P IRp
Valume Snimn
Jumlnh Angenran Sub Kegintnn
Sub Kegistan N TE

Surppabeer Plericho ris e

Lokensi

: [Provinel anmpal kecamatan, Kab/Kotn anmpal Dess /Kelurahan)

Keluarmn Sub Kegia

[Huantitas, dengan satuean disnmalan denean /eub ke gintnn)

Walktn Pelnkaanouan ; MMualai...... Sarnpmi
Ericrmngan
Rinrian Perhitooemn
" ’ . hxmlah
KEotle Rekening Uralan Kocfisicensi . Harga
Satuan P IR
Vil Satoian
Jumilah Anggoran Sub Kegiatan
JomgEal
Kemla SKPD
|
Fl
El
Mamn
Pemimhasomn
Tanpgenl
Calntan
1
.
Dimt
im Angsran Pemenmah Doemab
Mo N MNP Jalbmtsn Ienils Tangsn
1
_l
nt




-82-

Halaman.............
RENCANA RERJA DAN ANGGARAN Formulir
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RIKA-
Provinsi [/ Kabupaten /Kota ........ PEMBIAYAAN
Tahun Anggaran ... SKPD
Organisas ¢ N NER
Rincian Anggarmn Pembiayaan Dacrah
Kode Rekening Uraian Jtr;;:‘h
Jumlah Penerimann Pembiayvnan
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan
Jumlah
mnggnal.. ...
Kepnla S8KPD
28
Nama
NIP: ocviena
Pembahasan
Tanggal
Catntan
1.
2.
Dst
Tim Anggaran Pemerintah Daerah:
No Naman NIP Jabatan Tanda tangan
1
2
Dst
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C. RANCANGAN PERDA APBD
1. Ketentuan Umum

Peraturan Wali Kota ini membuat ketentuan terkait penyiapan

Raperda tentang APBD sebagai berikut:

a.

b.

RKA SKPD yang telah disusun oleh Kepala SKPD disampaikan
kepada TAPD melalui PPKD untuk diverifikasi.

Verifikasi dilakukan oleh TAPD untuk menelaah kesesuaian antara
RKA SKPD dengan:

1) KUA dan PPAS;

2) Prakiraan maju yang telah disetujui tahun anggaran
sebelumnya;

3) dokumen perencanaan lainnya;
4) capaian Kinerja;

5) indikator Kinerja;

6) analisis standar belanja;

7) standar harga satuan;

8) perencanaan kebutuhan BMD;
9) Standar Pelayanan Minimal;

10) proyeksi perkiraan maju untuk tahun anggaran berikutnya;
dan

11) program, kegiatan, dan sub kegiatan antar RKA SKPD.

Dalam hal hasil verifikasi TAPD terdapat ketidaksesuaian, Kepala
SKPD melakukan penyempurnaan.

Selain diverifikasi TAPD, RKA-SKPD juga direviu oleh Aparat
Pengawas Internal Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

PPKD menyusun rancangan Perda tentang APBD dan dokumen
pendukung berdasarkan RKA SKPD yang telah disempurnakan oleh
kepala SKPD.

Rancangan Perda tentang APBD yang telah disusun oleh PPKD
disampaikan kepada Wali Kota Tasikmalaya.

Proses penyiapan Raperda tentang APBD mengandung informasi,
aliran data, serta penggunaan dan penyajian dokumen yang
dilakukan secara elektronik.

2. Ketentuan terkait Dokumen Rancangan Perda APBD

Peraturan Wali Kota ini membuat ketentuan terkait dokumen

Raperda tentang APBD sebagai berikut:

a.

Rancangan Perda tentang APBD memuat lampiran sebagai berikut:

1) ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis
pendapatan, belanja, dan pembiayaan.

2) ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut urusan
pemerintahan daerah dan organisasi.

3) rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah,
organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, akun, kelompok,
jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan.



b.
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4) Rekapitulasi dan sinkronisasi Perda APBD yang disajikan
berdasarkan kebutuhan informasi antara lain:

a) rekapitulasi belanja dan kesesuaian menurut urusan
pemerintahan daerah, organisasi, program beserta hasil,
kegiatan beserta keluaran, dan sub kegiatan beserta
keluaran;

b) rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan
keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam
kerangka pengelolaan keuangan negara;

c) Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM,;

d) Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan
APBD;

e) Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada
RKPD dan PPAS dengan Rancangan APBD;

f) Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program
Prioritas Daerah.

5) Informasi lainnya yang menunjang kebutuhan informasi pada
Perda APBD antara lain:
a) daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan,;
b) daftar piutang daerah;
c) daftar penyertaan modal daerah dan investasi daerah
lainnya;
d) daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap
daerah dan aset lain-lain;
e) daftar sub kegiatan tahun jamak (multi Years);
f) daftar dana cadangan;
g) daftar pinjaman daerah.
Dokumen pendukung rancangan Perda tentang APBD terdiri atas

nota keuangan dan rancangan Peraturan Wali Kota tentang
penjabaran APBD.

Rancangan Perda tentang APBD memuat informasi kinerja
berdasarkan sasaran capaian kinerja dan indikator kinerja masing-
masing program, kegiatan, dan sub kegiatan.

Ketentuan Pelaksanaan

a.

b.

d.

PPKD melakukan verifikasi atas RKA-SKPD yang telah disusun oleh
Kepala SKPD.

Jika terdapat ketidaksesuaian, TAPD meminta Kepala SKPD untuk
melakukan penyempurnaan.

PPKD menyusun rancangan Perda tentang APBD dan dokumen
pendukung berdasarkan RKA SKPD yang telah disempurnakan oleh
kepala SKPD.

PPKD menyampaikan rancangan Perda tentang APBD yang telah
disusun kepada Wali Kota.

Dokumen Terkait

[lustrasi dokumen lampiran Peraturan Daerah tentang APBD

menyajikan informasi yang bersifat dinamis sesuai dengan kebutuhan
yang disajikan setiap tahun dalam ketentuan peraturan perundang-
undangan mengenai pedoman penyusunan APBD
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[lustrasi dokumen lampiran Peraturan Daerah tentang APBD pada

tahapan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD disajikan sebagai

berikut:

a. ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis
pendapatan, belanja, dan pembiayaan;

b. ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut urusan pemerintahan
daerah dan organisasi;

c. rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi,
program, kegiatan, sub kegiatan, akun, kelompok, jenis
pendapatan, belanja, dan pembiayaan;

d. Rekapitulasi dan sinkronisasi Perda APBD yang disajikan
berdasarkan kebutuhan informasi (jumlah dan jenis dokumen
rekapitulasi dan sinkronisasi dapat disesuaikan dan/atau
ditambahkan berdasarkan informasi yang dibutuhkan); dan

e. Informasilainnya yang menunjang kebutuhan informasi pada Perda

APBD (jumlah dan jenis dokumen rekapitulasi dan sinkronisasi
dapat disesuaikan dan/atau ditambahkan berdasarkan informasi
yang dibutuhkan).
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a. Ilustrasi ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok
dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA .......
RINGEKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASIKAN MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

Jumlah

¢ Tl
Kode Uraian (Rp)

Pendapatan

Pendapatan Asli Daerah

Pajak Daerah

Retribusi Daerah

Hasil Pengelolaan Kekayaan Dacrah yvang
dipisahkan

lain-lain PAD vang sah

Pendapatan Transfer

Pendspatan Transfer Pemerintanh Pusat

Pendapatan Transfer Antar Daerah

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Pendapatan Hibah

Dane Darurat

Lain-lain Pendapatan Sesual dengan Ketentuan
Peraturan Perundanp-Undangan

Jumlah Pendapatan

Belanja

Belanja Operasi

Belanja pegawai

Belanja barang dan jnsa

Belanja bunga

Belanja subsidi

Belanja hibah

Belanja bantuan sosial

Belanja Modal

Belanja modal taneh

Belanja modal peralatnn dan mesin

Belanja modal pedung dan banpunan

Belania modal jalan. jaringan, dan irigasi

Belanja modal aset tetap lainnyva

Belanja modal aset tidak berwujud

Belanja Tidak Terduga

Belanja tdsk terduga

Belanja Transfer

Belanja bagi hasil

Belanja bantuan Kkeuangan

Jumlah Belanja

Surplus/|Defisit)
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Pembiayvaan Daerah

Penerimaan Pembinvaan

SilPA

Pencairan dana cadangan

Hasil penjualan kekayaan daecrah yvang dipisahkan

Penerimaan pinjaman daerah

Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah

Penerimaan pembiayaan lainnya sesual dengan
ketentuan perundang-undangan

Jumlah Penerimaan Pembiayaan

Pengeluaran Pembiayvann

Pembentukan dana cadangan

Penvertaan modal daerah

Pembayaran cicilan pokok utang vang jatuh tempo

Pemberian pinjaman daersh

Pengeluaran pembiayvaan lainnya sesuai dengan
ketlentuan perundang-undangan

Jumlah Pengeluaran Pembiavaan

Pembiayaan Neto

Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan
(SILPA)

veseensatBOEEAL
Gubernur /Bupati /Walikota

i

Nama
NIP: ...ceves
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b. Ilustrasi ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;

PROVINSI/KABUPATEN /KQOTA ........
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASIKAN MENURUT PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI

Belanjon
Kode Urusan Pemerintah Daernh Pendapatan Tidak : Jumlah
Ciperasl Modal I'manafer
Terdugn Belonjn
N URUSAN FEMERINTAHAN WAJIB YANG
BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
| 1 0Ol FENDIDIEAN
X-X.N-N.X-
1 0l Dinas...
XK
1 | o1 [N o
N
1 02 KESEHATAN
1 | o2 |[EEEE Dinaa/Badnn /Kantor/ Rumah Sakit
X 0
X-X. KM%~
1 02 st
X 30K
|
1 o3 PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1 | oa | ** |pinas...
X%
1 | o3 [ R par
XK
' 04 PFERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN
PEEMUKIMAN
X-X. XXX~
1 04 Dinns...
XK
1 o4 | om
XNK




05
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KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM SERTA
PELINDUNGAN MASYARAKAT

03

N-X.X-X.X-
XX

Dinns...

D3

N-X.N-X. K-
X. XK

Dst ...

D6

S05IAL

06

E-X.XN-X.X~

Dinas...

06

E-X.XN-X.X~

Dat .,

URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK
BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

b

TENAGA KER.JA

]

K-XX-X.X-
K.XR

Dinas...

V]

o7

W-X.N-X.X-
K. KX

Dat ...

V]

08

PEMEERDAYAAN PEREMPUAN DAN
FPERLINDUNGAN ANAK

V]

08

E-N-N-X.X~
XX

Dinas...

%]

08

K-N. N~ XK~
M.NX

D=t ...
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I

10

PERTANAHAN

1o

X-X. X-M.X~

Dinos...

1o

N X-N.X-
E XX

Dist ...

11

LINGEKUNGAN HIDUP

ha

E-XX-X.X-

Dinas...

b

11

X-XX-K.K-
X XX

Dst ...

ha

ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL

b

KK N-X.X-
. X

Dinas...

{1¥]

M- XK. K-
XK

Dnt ...

(5]

13

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

=]

13

MM XML X~
N

Dilnaos...

13

X=X X-X.X-
XXX

Dist ...

14

PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
PBERENCANA

ha

14

E-XX-X.X-

DMnas...

ha

14

X-XX-XK.X-
X AX

Pat ...
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b

135

PERHUBUNGAN

b

135

KX N-X. X~
P

Dinns...

b

135

X-XN-X.X-
FORE

Dt ...

b

16

KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

kd

16

X-X-N-X. X~

Dinas...

16

X-X-N-X. X~
o e

st ...

KOPERAS], USAHA KECIL, DAN MENENGAH

W

X-X.X-XN.x-
XXX

Dinas...

ha

X-E-X-X.X-
X. XX

Dat ...

b

18

PENANAMAN MODAL

b

18

X-XN.N-X.X-
XXX

Dinas...

b

18

KX N-X. X~
L=

Dat ...

(N

19

KEPFEMUDAAN DAN OLAHRAGA

b

19

X-XN-X.X-
XXX

Dinns

b

19

X=X XN-X. X~
M.

Dst ...

20

STATISTIK

20

X-X-N-X. X~
MoEE

Dinas...

20

XXX X~

Dat ...
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2 | 2] PEREANDIAN
3 21 sl Dinas.,
L.XX
2 |21 " pat ...
XT.XX
2 | 22 |[KEBUDAYAAN
X=X X-X.X-
2 22 Dinaons
b
2 [ 16 [T  pw
2 | 23 PERPUSTAKAAN
2 23 et o Dinas..
XXX
2 |23 [P pat
XX
2 | 24 KEARSIPAN
2 | 24 [ binas
TR
2 | 24 | et
TR
3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
3|25 KELAUTAN DAN PERIKANAN
a |25 " ** |pinas...
XT.XX
a |25 % pat ..
XXX
3 | 2n PARIWISATA
A 26 SRR Dinns..
3 | 20 | ¥ pat

XX
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3 37 PERTANIAN
=N K- XK
3 27 Dinns,,

XX

X-N.XK-X.2

X. 0%

Dist ...

3

KEHLITANAN

X-X.X-X.X-

AXX

Dinaos...

X-X.X-X.

X XX

Diat ...

ENERG] DAN SUMBER DAYA MINERAL

X-XK-X-X.

XX

Dinns

X-X.X-X
X. XX

Dt ...

30

PERDAGANGAN

A0

X-K.E-X
. XX

Dinnos...

A0

A-X.X-X
XX

Dimt .

31

PERINDUSTRIAN

3

31

X=-X.X-X.D

X. XX

Dinaos...

3l

X-X.X-X.X-

XXX

Diat ...

TEANSMIGRAS]

_ X-X.X-X_%-
5 | 32 Dinna...
XXX
X-X.X-X.x%-
3 12 Dist ...

XX




-94-

| 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAMAN | |
i | |
| < LI SEEKRETARIAT DAERAH |
4 [ o1 [ ¥ gekretariat Dnerah
. %X
| [ 1
4 | O] asagiesd Paniradya Kalstimewnn
! XX -
! |
3 a2 SERKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH
3 | 02 |FNF N gekretariat DPRD
X _xx
[ | |
| 5 UNSUR PENUNJANG URUISAN PEMERINTAHAN | |
| | |
| 5 01 PERENCANAAN | |
5 (FI] LXNXX  Badan.
L MO
s |o1 | pat .
. %X
! |
e 02 EELUIANGAR |
5 | o2 [ gadan.
AW
s o2 | pa .
XXX
|
| s 03 KEPEGAWAIAN
3 | 03 et Badan..
XXX
s | o3 [ Dt L
XXX
! |
| 5 <4 PENDIDIEAN DAN PELATIHAN |
s | o4 [T padan..
. %X
s |04 | pat
XX
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= 05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
NN XXX
5 | O3 Badann..,
WX
3 as i Dt
W
ry (0] PENGHUBUNG
X-X.X-X.X-
5 | 06 Badan
wxx |
X-X. X-X.%-
5 ulil Dat
XEX
5 (v F] PENGELOLAAN PERBATASAN DAFHAH
5 | 07 ik Badnn /Kontor
NN
=N NN
3 o7 Dt
AN
0 IUNSLURE PENGAWAS
4 01 PENGAWAS
NN XXX
6| 01 Inapektornt
WX
T (UNSUR KEWTLAYAHAN
T a1 KECAMATAN
X-X.X-X.X-
Fil 01 Kecnmatomn
XXX !
X-X. X-X.%-
T 01 Dat
XEX
T Oz KOTA ADMINSTREASI
o . i I
T 02 HKoln
NN
7 | o2 MY  pm

I XX
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=]

[ma

|KABUPATEN ADMINISTRASI

7 |03 :-:—:-:.I:'-:—:t_:-:- Kabupaten ...
! XXX

7108 [ Dt .,

XXX

|

B URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
B t[ll KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8 |01 [*** ¥ Ikesatuan Bangsa Dan Politik

XXX

|

9 URUSAN KEKHUSUSAN |
9 [01 SYARIAT ISLAM ACEH
9 |01 |¥***¥IDinas Syariat Islam Aceh

XXX :
9 r o SEKRETARIAT MAJELIS PERMUSYAWARATAN

i ULAMA (MPU)
9 r gn |XEERK Sckretariat Majelis Permusyawaratan Ulama
- xxx  |[[MPU) ...

9 [03 SEKRETARIAT BAITUL MAL ACEH
9 |03 x—:i:._x-:-:..\:- Sekretariat Baltu] Mal Aceh ...

XXX
9 IIIfIH SEKRETARIAT BADAN REINTEGRASI ACEH
9 | 04 :-:-:t:.xj:b.'.:-:- Sekretariat Badan Reintegrasi Aceh ...

XXX
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SEKRETARIAT LEMBAHA WALI NANGGROE

X-X.X-X.X-
XXX

Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga
Wali Nanggroe

Jumlah

SURPLUS/ (DEFISIT)

Gubernur/Bupati/Walikota

%
4
9]

Nama
NEPL coveiiines
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c. Ilustrasi rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, akun,
kelompok, jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan,;
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ........
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN,
SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN ...

PENDAPATAN DAERAH

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
4.X.Xx Pendapatan
4.%.xx Pendapatan Asli Daerah
4.x.xx Pajak Daerah
4. x.xx Retribusi Daerah
o Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang
4. xxx ..
Dipisahkan
4.%.xx Lain-lain PAD Yang Sah
4.x.xx Pendapatan Transfer
, 4.3.xx Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat
' 4.X.X% Pendapatan Transfer Antar Daerah
4.X.Xx Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah
4 .X.Xx Pendapatan Hibah
4.%.xx Dana Darurat
o Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan
4 x.xx
Peraturan Perundang-Undangan
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BELANJA DAERAH

Urusan Pemerintahan

B -
Bidang Urusan CORLKNLXX
Organisasi : 30X NX
Unit Organisasi XN XX
'Pm,c_r_rum P XXX XX
Indikator Hasil  |[:.........
Kegiatan...1] MO X
Indikator Keluaran  [:.........
Sub Kegiatan ...1) : X200 %X
I[ndil-:umr Keluaran  |:.........
KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
9.X. XX Belanja
5.X.XX Belanja Operasi
3,%.XX% Belanja Pepawal
5.X.XX Belanja Barang dan Jasa
2. XK. XX Belanja Bunga
5.xx Belanja Subsidi
5.x.xx Belanja Hibah
9.X. XX Belanja Bantuan Sosial
5.%.X% Belanja Modal
5.X.XX Belanja Modal Tanah
5.X%.%% Belanja Modal Peralatan dan Mesin
5.XXX Belanja Modal Banpunan dan Gedung
5.x.xx Belanja Modal Jalan, jaringan, dan irigasi
3.X.XX Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
S5.X.XX Belanja Modal Aset Tidak Berwujud
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oK. XX Belanja Tidak Terduga
o.X %X Belanja Tidak Terduea
oD.NXX | Belanja Transfer
D.E.NX Belanja Bagi Hasil
9.3 % Belanja Bantuan Keuangan
Sub Kegiatan ...2) A KNXX
Indikator Eeluaran
KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
D.E.NX Belanja
DX XX Belanja Operasi
J. KKK Belanja Pegawal
DK XX Belanja Barang dan Jasa
5.3 X% |  Belanja Bunga
2.%. XX Belanja Subsidi
DL XXX Belanja Hibah
0. MM Belanja Bantuan Sosial
J. KKK Belanja Modal
DL M | Belania Modal Tanah
9. X Belanja Modal Peralatan dan Mesin
2.%. XX Belanja Modal Bangunan dan Gedung
D.E.XX Belanja Modal Jalan, jaringan, dan irigasi
o.X %X Belanja Modal Aset Tetap Lainnva
2. X XK Belanja Modal Aset Tidak Berwujud
|
D.E.NX Belanja Tidak Terdugsa
9.3 % Belanja Tidak Terduga
D.XK.XX Belanja Transfer
o, Belanja Bagi Hasll
2. X XK | Belanja Bantuan Keuangan
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| Kegiatan....2) X.XX. XX

{Indikator Keluaran  |:.........

iSub Kegiatan...1) X 200X

|Indikator Keluaran  |:.........

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

2.X.XX Belanja
9.X.XX Belanja Operasi
2.X. XX Belanja Pegawali
S5.x.Xx Belanja Barang dan Jasa
9. XXX Belanja Bunga
S.XXX Belanja Subsidi
5.%.X% Belania Hibah
9.X.%x Belanja Bantuan Sosial
J.%X.XX Belanja Modal
9. X.xX Belanja Modal Tanah
9. XXX Belanja Modal Peralatan dan Mesin
9.X.XX Belanja Modal Banpunan dan Gedung
J.x.xx Belanja Modal Jalan, jaringan, dan irigasi
9.XXX Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
5.X.XX Belanja Modal Aset Tidak Berwujud
5.%.X% Belanja Tidak Terduga
2.X.XX Belanja Tidak Terduga
D.XNNXX Belanja Transfer
S.xxx Belanja Bagi Hasil
2.X. XX Belanja Bantuan Keuangan
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Sub Kegiatan...2) X EXX.KX
Indikator Keluaran  |:.........
KODE REKENING URAIAN JUMIAH DASAR HUKLIM

2. XXX Belanja
3. X.XX Belanja Operasi
0. XX Belanja Pegawai
DX Belanja Barang dan Jasa
0. XX Belanja Bunga
o.X XX Belania Subsidi
J.K.XX Belanja Hibah
3. X.XX Belanja Bantuan Sosial
D0 XX Belanja Modal
25.X%.XX Belanja Modal Tanah
o.X XX Belania Modal Peralatan dan Mesin
J.X.KX Belanja Modal Bangunan dan Gedung
.. XX Belanja Modal Jalan, jaringan. dan irigasi
D.X.xx Belanja Modal Aset Tetap Lainnvya
9. XX Belanja Modal Aset Tidak Berwujud
2. XXX Belanja Tidak Terduga
2.%.XX Belanija Tidak Terduga
DOXLXX Belanja Transfer
3. XX Belanjin Bagi Hasil
DX XX Belanja Bantuan Keuangan

......... tanggal.........
Gubernur/Bupati/Walikota

i
RIS
0 s

Nama
'] 1
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D. RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA PENJABARAN APBD

1.

Ketentuan Umum

Peraturan Wali Kota ini membuat ketentuan terkait penyiapan Raperda
tentang APBD sebagai berikut:

a.

Berdasarkan persetujuan bersama terhadap rancangan Perda
tentang APBD, Wali Kota menyiapkan rancangan Peraturan Wali
Kota tentang Penjabaran APBD.

Proses penyiapan Rancangan Peraturan Wali Kota tentang
Penjabaran APBD mengandung informasi, aliran data, serta
penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara
elektronik.

Peraturan Wali Kota Tasikmalaya ini membuat ketentuan terkait
dokumen Raperda tentang penjabaran APBD sebagai berikut:

a.

Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran APBD memuat
lampiran sebagai berikut:

1) ringkasan penjabaran APBD yang diklasifikasi menurut
kelompok, jenis, objek, dan rincian objek, dan sub rincian objek,
pendapatan, belanja, dan pembiayaan;

2) penjabaran APBD menurut urusan pemerintahan daerah,
organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis,
objek, dan rincian objek, dan sub rincian objek
pendapatan, belanja, dan pembiayaan;

3) rekapitulasi dan sinkronisasi Peraturan Wali Kota penjabaran
APBD yang disajikan berdasarkan kebutuhan informasi antara
lain:

a) daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran hibah;

b) daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran
bantuan sosial,

c) daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran
Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;

d) Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran
belanja bagi hasil;
e) Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan
Pertambangan Gas Alam/tambahan DBH-Minyak dan Gas
Bumi menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi,
program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan
rincian objek, dan sub rincian objek pendapatan, belanja
dan pembiayaan;
4) Informasi lainnya yang menunjang kebutuhan informasi pada
Peraturan Wali Kota tentang penjabaran APBD.

Penganggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam
rancangan Peraturan Wali Kota tentang penjabaran APBD disertai
penjelasan, yaitu:

1) Penganggaran pendapatan disertai penjelasan mengenai dasar
hukum pendapatan.

2) Penganggaran belanja disertai penjelasan mengenai dasar
hukum, lokasi sub kegiatan dan belanja yang bersifat khusus
dan/atau sudah diarahkan penggunaannya, dan sumber
pendanaan sub kegiatan.

3) Penganggaran pembiayaan disertai penjelasan mengenai dasar
hukum, sumber penerimaan pembiayaan untuk kelompok
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penerimaan pembiayaan, dan tujuan pengeluaran pembiayaan
untuk kelompok pengeluaran pembiayaan.

3. Dokumen Terkait

[lustrasi dokumen lampiran Peraturan Wali Kota penjabaran APBD

menyajikan informasi yang bersifat dinamis sesuai dengan kebutuhan
yang disajikan setiap tahun dalam ketentuan peraturan perundang-
undangan mengenai pedoman penyusunan APBD.

[lustrasi dokumen lampiran Peraturan Wali Kota tentang

penjabaran APBD pada tahapan Penetapan APBD disajikan sebagai
berikut:

a.

ringkasan penjabaran APBD yang diklasifikasi menurut kelompok,
jenis, objek, dan rincian objek, dan sub rincian objek, pendapatan,
belanja, dan pembiayaan;

penjabaran APBD menurut urusan pemerintahan daerah,
organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek,
rincian objek, dan sub rincian objek pendapatan, belanja, dan
pembiayaan;

rekapitulasi dan sinkronisasi Peraturan Wali Kota tentang
penjabaran APBD yang disajikan berdasarkan kebutuhan informasi
(jumlah dan jenis dokumen rekapitulasi dan sinkronisasi dapat
disesuaikan dan/atau ditambahkan berdasarkan informasi yang
dibutuhkan); dan

Informasi lainnya yang menunjang kebutuhan informasi pada
Peraturan Wali Kota tentang penjabaran APBD (jumlah dan jenis
dokumen rekapitulasi dan sinkronisasi dapat disesuaikan
dan/atau ditambahkan berdasarkan informasi yang dibutuhkan).
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a. ringkasan penjabaran APBD yang diklasifikasi menurut kelompok,
jenis, objek, dan rincian objek, dan sub rincian objek, pendapatan,
belanja, dan pembiayaan:

PROVINSI/PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA ........

RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK,
JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

Kode Uraian Jumlah (Rp)
4 Pendapatan
4.1 Pendapatan Asli Daerah
4.1.01 Pajak Daerah
4.1.01.01 Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
4.1.01.01.01 [PKB-Mobil Penumpang-Sedan
Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan
4.1.01.01.xx perundang- undangan mengenai Klasifikasi,
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan|
Pembangunan dan Keuangan
Daerah.
Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-
4.1.01.xx undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur  Perencanaan Pembangunan  dan
Keuangan
Daerah.
4.1.02 Retribusi Daerah
4.1.02.01 Retribusi Jasa Umum
4.1.02.01.01 [Retribusi Pelayanan Kesehatan
Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan
4.1.02.01.xx perundang- undangan mengenai Klasifikasi,
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan|
Pembangunan dan Keuangan
Daerah.
Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-
4.1.02.xx undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan
Daerah.
4.1.03 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah
4.1.03.01 Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN
Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan
4.1.03.01.xx perundang- undangan mengenai Klasifikasi,
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan|
Pembangunan dan Keuangan
Daerah.
Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-
4.1.03.xx undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan

Nomenklatur  Perencanaan Pembangunan  dan
Keuangan
Daerah.
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4.1.04 Lain-lain PAD Yang Sah
4.1.04.01 Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan
4.1.04.01.01 |Hasil Penjualan Tanah
Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan
4.1.04.01.xx perundang- undangan mengenai Klasifikasi,
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan
Daerah.
Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-
4.1.04.xx undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan
Daerah.
4.2 Pendapatan Transfer
4.2.01 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat
4.2.01.01 Dana Perimbangan
4.2.01.01.01 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)
Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan
4.2.01.01.xx perundang- undangan mengenai Klasifikasi,
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan
Daerah.
Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-
4.2.01.xx undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan
Daerah.
4.2.02 Pendapatan Transfer Antar Daerah
4.2.02.01 Pendapatan Bagi Hasil
4.2.02.01.01 Pendapatan Bagi Hasil Pajak
Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan
4.2.02.01.xx perundang- undangan mengenai Klasifikasi,
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan
Daerah.
Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-
4.2.02.xx undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan
Daerah.
4.3 Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah
4.3.01 Pendapatan Hibah
4.3.01.01 Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat
4.3.01.01.01 [Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat
Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan
4.3.01.01.xx perundang- undangan mengenai Klasifikasi,

Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan

Pembangunan dan Keuangan
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Daerah.

4.3.01.xx

Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-
undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan

Daerah.

4.3.02

Dana Darurat

4.3.02.01

Dana Darurat

4.3.02.01.01

Dana Darurat

4.3.02.01.xx

Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan
perundang- undangan mengenai Klasifikasi,
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan

Daerah.

4.3.02.xx

Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-
undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan

Daerah.

4.3.03

Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan
Peraturan Perundang-Undangan

4.3.03.01

Lain-lain Pendapatan

4.3.03.01.01

Pendapatan Hibah Dana BOS

4.3.03.01.xx

Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan
perundang- undangan mengenai Klasifikasi,
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan

Daerah.

4.3.03.xx

Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-
undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan

Daerah.

5

Belanja

5.1

Belanja Operasi

5.1.01

Belanja Pegawai

5.1.01.01

Belanja Gaji dan Tunjangan ASN

5.1.01.01.01

Belanja Gaji Pokok ASN

5.1.01.01.xx

Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan
perundang- undangan mengenai Klasifikasi,
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan

Daerah.

5.1.01.xx

Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-
undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan

Daerah.

5.1.02

Belanja Barang dan Jasa
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5.1.02.01

Belanja Barang

5.1.02.01.01

Belanja Bahan Pakai Habis

5.1.02.01.xx

Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan
perundang- undangan mengenai Klasifikasi,
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan

Daerah.

5.1.02.xx

Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-
undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan

Daerah.

5.1.03

Belanja Bunga

5.1.03.01

Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah
Pusat

5.1.03.01.01

Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah
Pusat atas Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka
Menengah

5.1.03.01.xx

Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan
perundang- undangan mengenai Klasifikasi,
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan

Daerah.

5.1.03.xx

Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-
undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan

Daerah.

5.1.04

Belanja Subsidi

5.1.04.01

Belanja Subsidi kepada BUMN

5.1.04.01.01

Belanja Subsidi kepada BUMN

5.1.04.01.xx

Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan
perundang- undangan mengenai Klasifikasi,
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan

Daerah.

5.1.04.xx

Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-
undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan

Daerah.

5.1.05

Belanja Hibah

5.1.05.01

Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat

5.1.05.01.01

Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat

5.1.05.01.xx

Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan
perundang- undangan mengenai Klasifikasi,
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan

Daerah.

Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-
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5.1.05.xx

undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan

Daerah.

5.1.06

Belanja Bantuan Sosial

5.1.06.01

Belanja Bantuan Sosial kepada Individu

5.1.06.01.01

Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan
kepada
Individu

5.1.06.01.xx

Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan
perundang- undangan mengenai Klasifikasi,
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan

Daerah.

5.1.06.xx

Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-
undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan

Daerah.

5.2

Belanja Modal

5.2.01

Belanja Modal Tanah

5.2.01.01

Belanja Modal Tanah

5.2.01.01.01

Belanja Modal Tanah Persil

5.2.01.01.xx

Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan
perundang- undangan mengenai Klasifikasi,
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan

Daerah.

5.2.01.xx

Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-
undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan

Daerah.

5.2.02

Belanja Modal Peralatan dan Mesin

5.2.02.01

Belanja Modal Alat Besar

5.2.02.01.01

Belanja Modal Alat Besar Darat

5.2.02.01.xx

Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan
perundang- undangan mengenai Klasifikasi,
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan

Daerah.

5.2.02.xx

Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-
undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan

Daerah.

5.2.03

Belanja Modal Gedung dan Bangunan

5.2.03.01

Belanja Modal Bangunan Gedung
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5.2.03.01.01

Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja

5.2.03.01.xx

Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan
perundang- undangan mengenai Klasifikasi,
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan

Daerah.

5.2.03.xx

Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-
undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan

Daerah.

5.2.04

Belanja Modal - Jalan, Irigasi, dan Jaringan

5.2.04.01

Belanja Modal Jalan dan Jembatan

5.2.04.01.01

Belanja Modal Jalan

5.2.04.01.xx

Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan
perundang- undangan mengenai Klasifikasi,
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan

Daerah.

5.2.04.xx

Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-
undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan

Daerah.

5.2.05

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

5.2.05.01

Belanja Modal Bahan Perpustakaan

5.2.05.01.01

Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak

5.2.05.01.xx

Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan
perundang- undangan mengenai Klasifikasi,
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan

Daerah.

5.2.05.xx

Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-
undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan

Daerah.

5.2.06

Belanja Modal ...

5.2.06.01

Belanja Modal ...

5.2.06.01.01

Belanja Modal ...

5.2.06.01.xx

Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan
perundang- undangan mengenai Klasifikasi,
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan

Daerah.

5.2.06.xx

Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-
undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan

Daerah.
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5.3 Belanja Tidak Terduga
5.3.01 Belanja Tidak Terduga
5.3.01.01 Belanja Tidak Terduga
5.3.01.01.01 Belanja Tidak Terduga
5.4 Belanja Transfer
5.4.01 Belanja Bagi Hasil
5.4.01.01 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada
Pemerintahan
Pemerintah Kota Tasikmalaya dan Desa
5.4.01.01.01 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada
Pemerintahan
Pemerintah Kota Tasikmalaya dan Desa
Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan
5.4.01.01.xx [perundang- undangan mengenai Klasifikasi,
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan
Daerah.
Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-
5.4.01.xx undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan
Daerah.
5.4.02 Belanja Bantuan Keuangan
5.4.02.01 Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi
5.4.02.01.01 Belanja Bantuan Keuangan Umum antar Daerah
Provinsi
Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-
5.4.02.01.xx jundangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah.
Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-
5.4.02.xx undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah.
Jumlah Belanja
Surplus / (Defisit)
(§) Pembiayaan
6.1 Penerimaan Pembiayaan
6.1.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
6.1.01.01 Pelampauan Penerimaan PAD
6.1.01.01.01 [Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Daerah
Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan
6.1.01.01.xx perundang- undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi
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dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan

Keuangan
Daerah.
Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-
6.1.01.xx undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur  Perencanaan Pembangunan  dan
Keuangan
Daerah.
6.1.02 Pencairan Dana Cadangan
6.1.02.01 Pencairan Dana Cadangan
6.1.02.01.01 [Pencairan Dana Cadangan
Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan
6.1.02.01.xx perundang- undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi
dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan
Daerah.
Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-
6.1.02.xx undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur  Perencanaan  Pembangunan  dan
Keuangan
Daerah.
6.1.03 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
6.1.03.01 pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
6.1.03.01.01 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
pada BUMN
Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan
6.1.03.01.xx perundang- undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi
dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan
Daerah.
Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-
6.1.03.xx undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur  Perencanaan Pembangunan  dan
Keuangan
Daerah.
6.1.04 Penerimaan Pinjaman Daerah
6.1.04.01 Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat
Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat Penerusan
6.1.04.01.01 |Pinjaman Dalam Negeri-Jangka Menengah
Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan
6.1.04.01.xx pperundang- undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi
dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan
Daerah.
Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-
6.1.04.xx undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur  Perencanaan  Pembangunan  dan
Keuangan

Daerah.
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6.1.05 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah
6.1.05.01 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman
Daerah
kepada Pemerintah Pusat
6.1.05.01.01 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman
Daerah
kepada Pemerintah Pusat
Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan
6.1.05.01.xx perundang- undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi
dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan
Daerah.
Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-
6.1.05.xx undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur  Perencanaan  Pembangunan  dan
Keuangan
Daerah.
Penerimaan Pembiayaanlainnya sesuai
6.1.06 dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan
6.1.06.01 Penerimaan Kembali Pinjaman BLUD
6.1.06.01.01 |Penerimaan Kembali Pinjaman BLUD Jangka Pendek
Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan
6.1.06.01.xx pperundang- undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi
dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan
Daerah.
Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-
6.1.06.xx undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur  Perencanaan  Pembangunan  dan
Keuangan
Daerah.
Jumlah Penerimaan Pembiayaan
6.2 Pengeluaran Pembiayaan
6.2.01 Pembentukan Dana Cadangan
6.2.01.01 Pembentukan Dana Cadangan
6.2.01.01.01 Pembentukan Dana Cadangan
Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan
6.2.01.01.xx perundang- undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi
dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan
Daerah.
Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-
6.2.01.xx undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur  Perencanaan Pembangunan  dan
Keuangan
Daerah.
6.2.02 Penyertaan Modal Daerah




-114-

6.2.02.01

Penyertaan
Modal
Negara (BUMN)

Daera padaBadanUsah Milik
h a

6.2.02.01.0
1

Penyertaan Modal Daerah pada BUMN

6.2.02.01.xx

Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan
perundang- undangan mengenai Klasifikasi,
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan

Daerah.

6.2.02.xx

Objek selanjutnya Sesuai peraturan
perundang- undangan mengenai Klasifikasi,
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan

Daerah.

6.2.03

Pembayaran cicilan pokok Utang Yang Jatuh
Tempo

6.2.03.01

Pembayaran Pinjaman Daerah dari
Pemerintah Pusat

6.2.03.01.0
1

Pembayaran Pinjaman Daerah dari
Pemerintah Pusat-

Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka
Menengah

6.2.03.01.xx

Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan
perundang- undangan mengenai Klasifikasi,
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan

Daerah.

6.2.03.xx

Objek selanjutnya Sesuai peraturan
perundang- undangan mengenai Klasifikasi,
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan

Daerah.

6.2.04

Pemberian Pinjaman Daerah

6.2.04.01

Pemberian Pinjaman Daerah kepada
Pemerintah Pusat

6.2.04.01.0
1

Pemberian Pinjaman Daerah kepada
Pemerintah Pusat

6.2.04.01.xx

Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan
perundang- undangan mengenai Klasifikasi,
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan

Daerah.

6.2.04 .xx

Objek selanjutnya Sesuai peraturan
perundang- undangan mengenai Klasifikasi,
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan

Daerah.
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pengeluaran Pembiayaan lainnya
6.2.05 sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan
6.2.05.01 |Pinjaman BLUD
6.2.05.01.0 Pinjaman BLUD-Jangka Pendek
1

Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan

6.2.05.01 .xxperundang- undangan mengenai Klasifikasi,

Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan
Daerah.

6.2.05.xx

Objek selanjutnya Sesuai peraturan
perundang- undangan mengenai Klasifikasi,
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan

Daerah.

Jumlah Pengeluaran pembiayaan

Pembiayaan Neto

6.3

Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun
berkenaan (SiLPA)

.........




b. penjabaran APBD menurut

-116-

urusan pemerintahan daerah,

organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek,
dan rincian objek, dan sub rincian objek pendapatan, belanja, dan
pembiayaan:

PROVINSI/PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA

PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,
ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK
DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN.........

PENDAPATAN DAERAH

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
4.x.XX Pendapatan
4.x.XX Pendapatan Asli Daerah
4.x.xXxX Pajak Daerah
4.x.XX Retribusi Daerah
4.x.XX Hasil Pengelolaan Kekayaan
Daerah Yang
Dipisahkan
4.x.XxX Lain-lain PAD Yang Sah
4.x.XX Pendapatan Transfer
4.x.Xx Pendapatan Transfer
Pemerintah Pusat
4.x.Xx Pendapatan Transfer Antar
Daerah
4.x.xXxX Lain-lain Pendapatan Daerah
Yang Sah
4.x.xXxX Pendapatan Hibah
4.x.XxX Dana Darurat
4.x.XX Lain-Lain Pendapatan Sesuai
dengan Ketentuan
Peraturan Perundang-
Undangan
BELANJA DAERAH
Urusan %
Pemerintahan )
Bidang Urusan ! X.XX.XX
Organisasi ! X.XX.XX
Unit Organisasi ! X.XX.XX
Program !X XX.XX
Indikator Hasil | :.........
Kegiatan...1) X.XX.XX
Indikator | ...l
Keluaran
Sub Kegiatan X.XX.XX

...1)

Indikator
Keluaran
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KODE DASAR
REKENING URAIAN JUMLAH HUKUM
5.x.xx Belanja
5.x.xx Belanja Operasi
5.x.xx Belanja Pegawai
5.x.xx Belanja Barang dan Jasa
5.x.xx Belanja Bunga
5.x.xx Belanja Subsidi
5.x.xx Belanja Hibah
5.x.xx Belanja Bantuan Sosial
5.x.xx Belanja Modal
5.x.xx Belanja Modal Tanah
5.x.xx Belanja Modal Peralatan dan
Mesin
5.x.xx Belanja Modal Bangunan dan
Gedung
5.x.xx Belanja Modal Jalan,
jaringan, dan irigasi
S5.x.xx Belanja Modal Aset Tetap
Lainnya
S5.x.xx Belanja Modal Aset Tidak
Berwujud
5.x.xx Belanja Tidak Terduga
5.x.xx Belanja Tidak Terduga
5.x.xx Belanja Transfer
5S.x.xx Belanja Bagi Hasil
5.x.xx Belanja Bantuan Keuangan
Sub Kegiaran...2) ! X.XX.XX
Indikator = | :.........
Keluaran
KODE DASAR
REKENING URAIAN JUMLAH HUKUM
5.x.xx Belanja
S5.x.xx Belanja Operasi
5.x.xx Belanja Pegawai
5.x.xx Belanja Barang dan Jasa
5.x.xx Belanja Bunga
5.x.xx Belanja Subsidi
5.x.xx Belanja Hibah
5.x.xx Belanja Bantuan Sosial
5.x.xx Belanja Modal
5.x.xx Belanja Modal Tanah
5.x.xx Belanja Modal Peralatan
dan Mesin
5.x.xx Belanja Modal Bangunan
dan Gedung
5.x.xx Belanja Modal Jalan,
jaringan, dan irigasi
S5.x.xx Belanja Modal Aset Tetap

Lainnya
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5.x.xx Belanja Modal Aset Tidak
Berwujud
S5.x.xx Belanja Tidak Terduga
S.x.xx Belanja Tidak Terduga
S.x.xx Belanja Transfer
5.x.xx Belanja Bagi Hasil
S5.x.xx Belanja Bantuan
Keuangan
Kegiatan....2) ! X.XX.XX
Indikator | :.........
Keluaran
Sub Kegiatan...1) X.XX.XX
Indikator | :.........
Keluaran
DASAR
KODE REKENING URAIAN JUMLAH HUKUM
5.x.xXxX Belanja
5.X.XX Belanja Operasi
5.x.xXx% Belanja Pegawai
5.X.XX Belanja Barang dan Jasa
5.x.xXx% Belanja Bunga
5.x.XX Belanja Subsidi
5.x.xx Belanja Hibah
5.x.XX Belanja Bantuan Sosial
5.x.XX Belanja Modal
5.x.xx Belanja Modal Tanah
5.x.XxX Belanja Modal Peralatan dan
Mesin
5.x.xXxX Belanja Modal Bangunan dan
Gedung
5.x.xXxX Belanja Modal Jalan, jaringan,
dan irigasi
5.X.XX Belanja Modal Aset Tetap
Lainnya
5.X.XX Belanja Modal Aset Tidak
Berwujud
5.x.XX Belanja Tidak Terduga
5.X.XX Belanja Tidak Terduga
5.X.XX Belanja Transfer
5.x.xx Belanja Bagi Hasil
5.X.XX Belanja Bantuan Keuangan
Sub ! XXX XX
Kegiatan...2)
Indikator | :.........
Keluaran
KODE DASAR
REKENING URAIAN JUMLAH HUKUM
5.x.xx Belanja
S5.x.xx Belanja Operasi
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5. Belanja Pegawai

S. Belanja Barang dan Jasa

S. Belanja Bunga

S. Belanja Subsidi

S. Belanja Hibah

S. Belanja Bantuan Sosial

5. Belanja Modal

S. Belanja Modal Tanah

5. Belanja Modal Peralatan
dan Mesin

S. Belanja Modal Bangunan
dan Gedung

5. Belanja Modal Jalan,
jaringan, dan irigasi

5. Belanja Modal Aset Tetap
Lainnya

S. Belanja Modal Aset Tidak
Berwujud

S. Belanja Tidak Terduga

S. Belanja Tidak Terduga

S. Belanja Transfer

5. Belanja Bagi Hasil

ISH Belanja Bantuan

Keuangan

...........




A.
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BAB IV

PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

PENYAMPAIAN DAN PEMBAHASAN RANCANGAN APBD

1.

Ketentuan Umum

APBD ditetapkan setiap tahun dengan Peraturan Daerah

(Perda), yang dibahas dan disetujui bersama oleh Wali Kota dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Penyusunan APBD
dilakukan dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (RKPD) dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada
masyarakat demi tercapainya tujuan bernegara.

Ketentuan umum terkait penyampaian dan pembahasan

Rancangan Perda tentang APBD adalah sebagai berikut:

a.

Wali Kota wajib mengajukan rancangan Perda tentang APBD
disertai penjelasan dan dokumen pendukung kepada DPRD
paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum 1 (satu) bulan
tahun anggaran berakhir untuk memperoleh persetujuan
bersama antara Wali Kota dan DPRD.

Wali Kota yang tidak mengajukan rancangan Perda tentang
APBD sesuai ketentuan, dikenai sanksi administratif sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pembahasan rancangan Perda tentang APBD dilaksanakan
oleh Wali Kota dan DPRD setelah Wali Kota menyampaikan
rancangan Perda tentang APBD beserta penjelasan dan
dokumen pendukung kepada DPRD sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pembahasan rancangan Perda tentang APBD berpedoman
pada RKPD, KUA, dan PPAS.

Terkait hal tersebut di atas, Peraturan Wali Kota ini mengatur

beberapa ketentuan sebagai berikut:

a.

Proses penyampaian dan pembahasan rancangan Perda
tentang APBD dapat mengandung informasi, aliran data, serta
penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara
elektronik.

Penjelasan dan dokumen pendukung antara lain nota
keuangan, RKPD, KUA, dan PPAS.

Dalam pembahasan rancangan Perda tentang APBD, DPRD
dapat meminta RKA-SKPD sesuai kebutuhan dalam
pembahasan yang disajikan secara elektronik melalui Sistem
Informasi Pemerintahan Daerah.

Dalam pembahasan rancangan Perda tentang APBD, Wali
Kota Tasikmalaya dan/atau DPRD dapat mengajukan usulan
penambahan/perubahan kegiatan/sub kegiatan dalam
rancangan Perda tentang APBD yang terdapat/tidak terdapat
dalam KUA dan PPAS untuk disetujui bersama. Penambahan
atau perubahan kegiatan/sub kegiatan dapat dilakukan
berdasarkan kriteria keperluan mendesak.
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Dalam hal keterlambatan persetujuan APBD karena Wali Kota
Tasikmalaya terlambat menyampaikan rancangan Perda
tentang APBD kepada DPRD dari jadwal, sanksi tidak dapat
dikenakan kepada anggota DPRD.

2. Ketentuan Pelaksanaan

a.

b.

Wali Kota menyampaikan rancangan Perda tentang APBD
beserta penjelasan dan dokumen pendukung kepada DPRD.

Wali Kota dan DPRD melakukan pembahasan rancangan
Perda tentang APBD dengan berpedoman kepada RKPD, KUA,
dan PPAS.

Hasil pembahasan rancangan Perda tentang APBD
dituangkan dalam persetujuan bersama yang ditandatangani
oleh Wali Kota dan pimpinan DPRD.

B. PERSETUJUAN RANCANGAN APBD

1. Ketentuan Umum

Persetujuan rancangan Perda tentang APBD dicapai setelah

melalui pembahasan bersama antara Wali Kota dan DPRD.
Persetujuan tersebut diwujudkan melalui penandatanganan
dokumen persetujuan bersama antara Wali Kota dan DPRD.

Ketentuan umum terkait persetujuan Rancangan Perda

tentang APBD adalah sebagai berikut:

a.

Wali Kota dan DPRD wajib menyetujui bersama rancangan
Perda tentang APBD paling lambat 1 (satu) bulan sebelum
dimulainya tahun anggaran setiap tahun.

Berdasarkan persetujuan bersama, Wali Kota menyiapkan
rancangan Peraturan Wali Kota tentang penjabaran APBD.

DPRD dan Wali Kota yang tidak menyetujui bersama
rancangan Perda tentang APBD dalam 1 (satu) bulan sebelum
dimulainya tahun anggaran setiap tahun, dikenai sanksi
administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Dalam hal keterlambatan penetapan APBD karena Wali Kota
terlambat menyampaikan rancangan Perda tentang APBD
kepada DPRD dari jadwal, sanksi sebagaimana dimaksud
tidak dapat dikenakan kepada anggota DPRD.

Terkait hal tersebut di atas, Peraturan Wali Kota ini mengatur

beberapa ketentuan sebagai berikut:

a.

Persetujuan bersama rancangan Perda tentang APBD tersebut
harus dicapai paling lambat 1 (satu) bulan sebelum
dimulainya tahun anggaran berikutnya.

Berdasarkan persetujuan bersama, Wali Kota menyiapkan
rancangan Peraturan Wali Kota tentang penjabaran APBD.

Dalam hal Wali Kota dan DPRD tidak mengambil persetujuan
bersama dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak
disampaikan rancangan Perda tentang APBD oleh Wali Kota
kepada DPRD, Wali Kota Tasikmalaya menyusun rancangan
Peraturan Wali Kota tentang APBD.
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Dalam hal Wali Kota berhalangan tetap, wakil Wali Kota
bertugas:

1) mengajukan rancangan peraturan daerah tentang APBD
kepada DPRD; dan

2) menandatangani persetujuan bersama terhadap
rancangan peraturan daerah tentang APBD.

Dalam hal Wali Kota berhalangan sementara, Wali Kota
mendelegasikan kepada wakil Wali Kota untuk:

1) mengajukan rancangan peraturan daerah tentang APBD
kepada DPRD; dan

2) menandatangani  persetujuan  bersama = terhadap
rancangan peraturan daerah tentang APBD.

Dalam hal Wali Kota dan wakil Wali Kota berhalangan tetap
atau sementara, pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh
pejabat yang berwenang selaku pejabat/pejabat
sementara/pelaksana tugas Wali Kota menyampaikan
rancangan peraturan daerah tentang APBD kepada DPRD,
sedangkan penandatanganan persetujuan bersama terhadap
rancangan peraturan daerah tentang APBD dilakukan oleh
pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pejabat yang
berwenang, selaku pelaksana tugas/ penjabat/penjabat
sementara Wali Kota.

Dalam hal seluruh pimpinan DPRD berhalangan tetap atau
sementara dalam waktu yang bersamaan, pelaksana tugas
pimpinan DPRD menandatangani persetujuan bersama
terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD.

Ketentuan Pelaksanaan

a.

Wali Kota dan DPRD melakukan persetujuan Bersama
berdasarkan hasil pembahasan rancangan Perda tentang
APBD.

Berdasarkan persetujuan bersama yang telah dilakukan, Wali
Kota menyiapkan rancangan Peraturan Wali Kota tentang
penjabaran APBD.

Dokumen persetujuan bersama beserta rancangan Perda
tentang APBD.

Dokumen Terkait

Ilustrasi dokumen persetujuan rancangan APBD menyajikan

informasi yang bersifat dinamis sesuai dengan kebutuhan yang
disajikan setiap tahun dalam ketentuan peraturan perundang-
undangan mengenai pedoman penyusunan APBD.

llustrasi dokumen pada persetujuan rancangan APBD

disajikan sebagai berikut:

a.
b.

Susunan Nota Keuangan Rancangan APBD
Nota Persetujuan Bersama atas Rancangan APBD
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a. Ilustrasi Susunan Nota Keuangan Rancangan APBD

SUSUNAN KOTA KEUANGAN ANGGARANTFENDAPATANDAN EELANJADAERAH
BAS1 Psndashulusn

1.1. Umum;
1.2, Maksud dan Tujuan Penyusunan Nots Ksuanzan;
1.3, Landasan hukum Penyusunan NotaEeuanzan;

1.4. Sistsmatika Penulisan Nota Keuangan;
BAE Il Kondisi dan Xebyakan Angzaran Pendspatan Dasrsh

2.1 Kond:isi Umum Pendapatan Dasrah;

2.2, Permaszlahan Utama Pendapatan Dasrah;
2.3. Estimeasi Pendapatan Dasrah;

2.4. Kebyskan Umum Pendspatan Dasrsh;
BAE Il Kondisi dan Kzbyakan Angzaran Belania Dazsrah
3.L Kondis: Umum Belsnjs Daerah;

3.2. Permzsalahan Utama Balanjs Daerah;
3-3. Kzbjjaksn Umum Belsnja Daerah;

34 Pricritaz dan Plafon Anggaran Bslanjzs Daerah;
BASB IV. Kondisi dan Kebijakan Anggaren Pembiayaan|

4.1 Kondisi Umum Pembiayasn;

4:2. Permaszlahan Utama Pembiayaan;

4.3, Kebysken Umum Pambisyaan;

BAE V. KEBIJAKAK BELANJA DAERAH

Msmust psnjslasan rusang ingkup targst dan sssaran program dsn k=zstsn AFED menurut
penyzlenggaraan urussn Pemerintah Daerah

BAE V1. PENUTUP

OIS ; . ) A A
WahKothmh:nlwa

Namsa
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[lustrasi Nota Persetujuan Bersama atas Rancangan APBD

BERITA ACARA
Nomor:...oevveres

PERSETUJUAN BERSAMA KEPALA DAERAH DAN DPRD
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA.d.....

TENTANG
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN ....

Pada hari ... tanggal ... bulan ... tahun ..., kami yang bertandatangan di bawah ini:

L

Nama : Gubernur/Bupati/Wali Kota........
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah
Provinsi/Bupati/Wali Kota ... yang beralamat di ..., selanjutnya disebut
sebagai PIHAK PERTAMA

2. Nama  : Ketua DPRD Provinsi/Kabupaten /Kota...............
3. Nama : Wakil Ketua DPRD Provinsi/Kabupaten [Kota..............

4,

Nama  : Wakil Ketua DPRD Provinsi/Kabupaten [Kota...............
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota. ..., selanjutnya disebut sebagai PIHAK
KEDUA

Menyatakan bahwa:

1.

PIHAK KEDUA telah membahas dan menyetujui Rancangan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran ... yang telah diajukan oleh PIHAK PERTAMA,
dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir
Berita Acara ini

PIHAK PERTAMA dapat menerima dengan baik penyesuaian dan perubahan RAPBD
Tahun Anggaran ... sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini

Selanjutnya PIHAK PERTAMA akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas RAPBD
Tahun Anggaran ... selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang
pada catatan yang terlampir Berita Acara ini selambat-lambatnya sebelum 3 (tiga) hari
kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini.

PIHAK PERTAMA akan menyampaikan kepada Menteri Dalam Negeri/Gubernur...... ntuk
mendapat pengesahan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah ditandatangani
Berita Acara inl.
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Demikian Berita Acarn ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap
2 {dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

srensasereers FOTUEEAL i vrebrssasviness
Gubernur/Bupati /Walikota Pimpinan DPRD
e Provinsi /kabupaten /Kota., ...
Selaku, Selaku,
PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA

L &
a A
£ =

Nama Nama
KETUA

4!
#
&

Nama
WAKIL KETUA

i
]
=)

Nama
WAKIL KETUA

EVALUASI RANCANGAN APBD
Evaluasi Rancangan APBD Pemerintah Kota Tasikmalaya

a. Ketentuan Umum

Evaluasi terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan
rancangan Peraturan Wali tentang penjabaran APBD dilakukan oleh
Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. Evaluasi bertujuan untuk
mencapai keserasian antara kebijakan daerah dan kebijakan nasional,
keserasian antara kepentingan publik dengan kepentingan aparatur
serta untuk meneliti sejauh mana APBD Pemerintah Daerah Kota tidak
bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi
dan/atau peraturan daerah lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah
Daerah Kota. Untuk efektivitas pelaksanaan evaluasi, Gubernur dapat
mengundang pejabat Pemerintah Daerah Kota.

Ketentuan umum terkait evaluasi Raperda APBD dan Rancangan
Peraturan Wali Kota tentang evaluasi Raperda APBD dan Peraturan
Wali Kota tentang APBD adalah sebagai berikut:

a) Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD yang telah disetujui
bersama dan rancangan Peraturan Wali Kota tentang penjabaran
APBD disampaikan kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah
pusat paling lambat 3 (tiga) hari sejak tanggal persetujuan
rancangan Peraturan Daerah tentang APBD untuk dievaluasi
sebelum ditetapkan oleh Wali Kota.

b) Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan rancangan
Peraturan Wali Kota tentang penjabaran APBD disertai dengan
RKPD, KUA, dan PPAS yang disepakati antara Wali Kota dan DPRD.
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Surat pengantar untuk menyampaikan rancangan Peraturan
Daerah tentang APBD dan rancangan Peraturan Wali Kota tentang
Penjabaran APBD ditembuskan ke Menteri tanpa disertai lampiran.

Dalam melakukan evaluasi rancangan Peraturan Daerah Kota
tentang APBD, Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat
berkonsultasi dengan Menteri dan selanjutnya Menteri
berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang keuangan.

Dalam hal Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat tidak
melaksanakan evaluasi, Menteri mengambil alih pelaksanaan
evaluasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Dalam rangka melaksanakan evaluasi tersebut, Menteri
berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang keuangan.

Evaluasi dilakukan wuntuk menguji kesesuaian rancangan
Peraturan Daerah tentang APBD dan rancangan Peraturan Wali
Kota tentang penjabaran APBD dengan:

1) ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
2) kepentingan umum,;

3) RKPD, KUA, dan PPAS; dan

4) RPJMD.

Menguji kesesuaian dalam proses evaluasi adalah untuk menilai
kesesuaian program dalam rancangan Perda tentang APBD dengan
Perda tentang RPJMD dan menilai pertimbangan yang digunakan
dalam menentukan sub kegiatan-sub kegiatan yang ada dalam
RKPD, KUA dan PPAS, serta menilai konsistensi antara rancangan
Perda tentang APBD dengan KUA dan PPAS.

Pengujian kesesuaian rancangan Peraturan Daerah tentang APBD
dan rancangan Peraturan Wali Kota tentang penjabaran APBD
dengan kepentingan umum dilakukan untuk menghindari hal-hal
yang bertentangan dengan kepentingan umum meliputi:

1) terganggunya kerukunan antarwarga masyarakat;
2) terganggunya akses terhadap pelayanan publik;
3) terganggunya ketentraman dan ketertiban umum;

4) terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat; dan/atau

5) diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras,
antar-golongan, dan gender.

Hasil evaluasi ditetapkan dengan keputusan Gubernur.

Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat menyampaikan hasil
evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan
Wali Kota tentang penjabaran APBD kepada Menteri dan menteri
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan
paling lambat 3 (tiga) hari sejak ditetapkannya keputusan Gubernur
tentang hasil evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang APBD
dan Peraturan Wali Kota tentang penjabaran APBD.

Keputusan Gubernur disampaikan oleh Gubernur sebagai wakil
pemerintah pusat kepada Wali Kota paling lambat 15 (lima belas)
hari terhitung sejak rancangan Peraturan Daerah tentang APBD
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dan rancangan Peraturan Wali Kota tentang penjabaran APBD
diterima.

Dalam hal Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat menyatakan
hasil evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan
rancangan Peraturan Wali Kota tentang penjabaran APBD sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepentingan
umum, RKPD, KUA, PPAS, dan RPJMD, Wali Kota menetapkan
rancangan Peraturan Daerah tentang APBD menjadi Perda dan
rancangan Peraturan Wali Kota tentang penjabaran APBD menjadi
Peraturan Wali Kota sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Dalam hal Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat menyatakan
hasil evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan
rancangan Peraturan Wali Kota tentang penjabaran APBD tidak
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
kepentingan umum, RKPD, KUA, PPAS, dan RPJMD, Wali Kota
bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh)
hari sejak hasil evaluasi diterima.

Dalam hal hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Wali Kota dan
DPRD, dan Wali Kota menetapkan rancangan Peraturan Daerah
tentang APBD menjadi Perda dan rancangan Peraturan Wali Kota
Tasikmalaya tentang penjabaran APBD menjadi Peraturan Wali
Kota, Gubernur mengusulkan kepada Menteri, selanjutnya Menteri
mengusulkan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang keuangan untuk melakukan penundaan
dan/atau pemotongan Dana Transfer Umum sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyempurnaan hasil evaluasi dilakukan Wali Kota melalui TAPD
bersama dengan DPRD melalui badan anggaran.

Hasil penyempurnaan ditetapkan dengan keputusan pimpinan
DPRD.

Keputusan pimpinan DPRD dijadikan dasar penetapan Perda
tentang APBD.

Keputusan pimpinan DPRD dilaporkan pada sidang paripurna
berikutnya.

Keputusan pimpinan DPRD disampaikan kepada Gubernur untuk
paling lambat 3 (tiga) hari setelah keputusan tersebut ditetapkan.

Dalam hal pimpinan DPRD berhalangan tetap atau sementara
dalam waktu yang bersamaan, yang melaksanakan tugas sebagai
pimpinan sementara DPRD menandatangani keputusan pimpinan
DPRD mengenai hasil penyempurnaan.

Dalam hal keputusan pimpinan DPRD mengenai hasil
penyempurnaan tidak diterbitkan sampai dengan 7 (tujuh) hari
sejak diterima hasil evaluasi dari Menteri/Gubernur, Wali Kota
menetapkan Perda APBD berdasarkan hasil penyempurnaan.

Perda APBD harus terlebih dahulu mendapat nomor registrasi dari
Gubernur Jawa Barat.

Proses evaluasi terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang
APBD dan rancangan Peraturan Wali Kota tentang penjabaran
APBD memuat informasi, aliran data, penggunaan dan penyajian
dokumen yang dilakukan secara elektronik.
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Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara evaluasi rancangan
Perda tentang APBD dan rancangan Peraturan Wali Kota tentang
penjabaran APBD diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Ketentuan Pelaksanaan

a)

d)

Paling lambat 3 (hari) setelah persetujuan bersama, Wali Kota
mengirimkan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD yang
telah disetujui bersama antara Wali Kota dan DPRD beserta
rancangan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran APBD, RKPD,
KUA, dan PPAS kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.

Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat melakukan evaluasi,
berkonsultasi dengan Menteri dan selanjutnya Menteri
berkoordinasi dengan Menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang keuangan.

Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat mengeluarkan surat
keputusan mengenai hasil rancangan Peraturan Daerah tentang
APBD dan rancangan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran
APBD.

Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat menyampaikan hasil
evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan
Wali Kota tentang penjabaran APBD kepada Menteri dan menteri
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan
paling lambat 3 (tiga) hari sejak ditetapkannya keputusan Gubernur
tentang hasil evaluasi rancangan.

Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat menyampaikan
keputusan mengenai hasil evaluasi kepada Wali Kota paling lambat
15 (lima belas) hari terhitung sejak rancangan Peraturan Daerah
tentang APBD dan rancangan Peraturan Wali Kota tentang
Penjabaran APBD diterima.

Dalam hal keputusan Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat
menyatakan hasil evaluasi sesuai, maka Wali Kota menetapkan
rancangan Peraturan Daerah tentang APBD menjadi Perda dan
rancangan Peraturan Wali Kota tentang penjabaran APBD menjadi
Peraturan Wali Kota sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Dalam hal surat keputusan Gubernur sebagai wakil pemerintah
pusat menyatakan hasil evaluasi tidak sesuai, Wali Kota bersama
DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari
terhitung sejak hasil evaluasi diterima dengan langkah-langkah
sebagai berikut:

1) Wali Kota melalui TAPD bersama dengan DPRD melalui badan
anggaran melakukan penyempurnaan hasil evaluasi.

2) Pimpinan DPRD menetapkan surat keputusan mengenai hasil
penyempurnaan untuk kemudian dilaporkan pada sidang
paripurna berikutnya.

3) Pimpinan DPRD menyampaikan keputusan mengenai hasil
penyempurnaan kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah
pusat paling lambat 3 (hari) setelah ditetapkan.

4) Berdasarkan keputusan pimpinan DPRD mengenai hasil

penyempurnaan, Wali Kota melakukan penetapan Perda
tentang APBD.
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5) Dalam hal keputusan pimpinan DPRD mengenai hasil
penyempurnaan tidak diterbitkan sampai dengan 7 (tujuh) hari
sejak diterima hasil evaluasi dari Gubernur, Wali Kota
menetapkan Perda APBD berdasarkan hasil penyempurnaan.

6) Perda APBD harus terlebih dahulu mendapat nomor registrasi
dari Gubernur.

h) Dalam hal hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Wali Kota dan
DPRD, dan Wali Kota menetapkan rancangan Perda tentang APBD
menjadi Perda dan rancangan Peraturan Wali Kota tentang
penjabaran APBD menjadi Peraturan Wali Kota, Gubernur
mengusulkan kepada Menteri, selanjutnya Menteri mengusulkan
kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang keuangan wuntuk melakukan penundaan dan/atau
pemotongan Dana Transfer Umum sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

D. PENETAPAN PERDA TENTANG APBD DAN PERATURAN WALI KOTA
TENTANG PENJABARAN APBD

1. Ketentuan Umum

Penetapan rancangan Perda APBD menjadi Perda dan rancangan
Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran APBD menjadi Peraturan Wali
Kota tentang Penjabaran APBD merupakan tahap akhir dalam proses
penetapan APBD setelah melalui tahapan penyusunan oleh pemerintah
daerah, pembahasan bersama oleh DPRD dengan pemerintah daerah,
persetujuan DPRD hingga evaluasi.

Penetapan rancangan Perda APBD menjadi Perda dan rancangan
Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran APBD menjadi Peraturan Wali
Kota tentang Penjabaran APBD ditandai dengan penomoran,
penandatanganan, dan pengundangan ke dalam lembaran daerah.

Ketentuan umum terkait penetapan Perda APBD dan Peraturan
Wali Kota Penjabaran APBD adalah sebagai berikut:

a. Rancangan Perda tentang APBD dan rancangan Peraturan Wali
Kota tentang penjabaran APBD yang telah dievaluasi ditetapkan
oleh Wali Kota menjadi Perda tentang APBD dan Peraturan Wali
Kota tentang penjabaran APBD.

b. Penetapan rancangan Perda tentang APBD dan rancangan
Peraturan Wali Kota tentang penjabaran APBD dilakukan paling
lambat tanggal 31 Desember tahun sebelumnya.

c. Wali Kota menyampaikan Perda tentang APBD dan Peraturan Wali
Kota tentang penjabaran APBD kepada Gubernur sebagai wakil
pemerintah pusat paling lambat 7 (tujuh) hari setelah Perda dan
Peraturan Wali Kota ditetapkan.

d. Dalam hal Wali Kota berhalangan, pejabat yang berwenang
menetapkan Perda tentang APBD dan Peraturan Wali Kota tentang
penjabaran APBD.
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2. Ketentuan Pelaksanaan

a. Wali Kota menerima surat keputusan sebagai dasar penetapan
rancangan Perda APBD menjadi Perda dan rancangan Peraturan
Wali Kota tentang penjabaran APBD menjadi Raperda yang berupa:

1) Surat Keputusan Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat
dalam evaluasi menunjukkan hasil sesuai.

2) Surat Keputusan Pimpinan DPRD dalam hal dilakukan
penyempurnaan terhadap hasil evaluasi yang tidak sesuai.

b. Wali Kota harus mendapat nomor registrasi atas Perda APBD
Pemerintah Daerah Kota dari Gubernur Jawa Barat.

c. Wali Kota Dbeserta Sekretaris Daerah menyusun dan
menandatangani:

1) Penetapan rancangan Perda APBD menjadi Perda; serta

2) penetapan rancangan Peraturan Wali Kota tentang APBD
menjadi Peraturan Wali Kota.

d. Wali Kota menyampaikan perda tentang APBD dan Peraturan Wali
Kota tentang penjabaran APBD kepada Gubernur bagi Pemerintah
Daerah Kota selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah
ditetapkan.

e. Wali Kota wajib menginformasikan substansi Perda APBD yang
telah dituangkan dalam lembaran daerah kepada masyarakat.

E. PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA
TENTANG APBD DALAM HAL TIDAK TERCAPAI PERSETUJUAN BERSAMA

1. Ketentuan Umum

Dalam hal tidak tercapai persetujuan bersama antara Wali Kota dan
DPRD terhadap rancangan Perda tentang APBD dalam jangka waktu
yang ditetapkan, maka Wali Kota menyusun rancangan Peraturan Wali
Kota tentang APBD untuk kemudian dilakukan penetapan setelah
memperoleh pengesahan dari Gubernur Jawa Barat sebagai wakil
pemerintah pusat (bagi Pemerintah Daerah Kota).

Peraturan Wali Kota ini membuat ketentuan terkait penyusunan
dan persetujuan Rancangan Peraturan Wali Kota tentang APBD dalam
hal tidak tercapai persetujuan bersama adalah sebagai berikut:

a. Dalam hal Wali Kota dan DPRD tidak mengambil persetujuan
bersama dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak disampaikan
rancangan Perda tentang APBD oleh Wali Kota kepada DPRD, Wali
Kota menyusun rancangan Peraturan Wali Kota tentang APBD
dengan berpedoman kepada RPJMD, RKPD dan KUA serta PPAS.

b. Rancangan Peraturan Wali Kota tentang APBD paling tinggi sebesar
angka APBD tahun anggaran sebelumnya.

c. Angka APBD tahun anggaran sebelumnya merupakan angka
pengeluaran APBD yang ditetapkan dalam APBD tahun
sebelumnya.

d. Dalam hal pemerintah daerah melakukan perubahan APBD maka
Angka APBD tahun anggaran sebelumnya adalah angka
pengeluaran APBD yang ditetapkan dalam perubahan APBD tahun
sebelumnya.
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Rancangan Peraturan Wali Kota tentang APBD diprioritaskan untuk
belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib.

Belanja yang bersifat mengikat merupakan belanja yang
dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh
pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan
setiap bulan dalam tahun anggaran yang berkenaan, seperti belanja
pegawai, belanja barang dan jasa.

Belanja yang bersifat wajib adalah belanja untuk terjaminnya
kelangsungan  pemenuhan  pendanaan  pelayanan  dasar
masyarakat antara lain pendidikan, kesehatan, melaksanakan
kewajiban kepada pihak ketiga, kewajiban pembayaran pokok
pinjaman, bunga pinjaman yang telah jatuh tempo, dan kewajiban
lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Angka APBD tahun anggaran sebelumnya dapat dilampaui apabila
terdapat:

1) Kebijakan pemerintah pusat yang mengakibatkan tambahan
pembebanan pada APBD; dan/atau

2) keadaan darurat termasuk keperluan mendesak sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Rancangan Peraturan Wali Kota ditetapkan menjadi Peraturan Wali
Kota setelah memperoleh pengesahan dari Menteri (bagi Daerah
provinsi) dan dari Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat (bagi
Pemerintah Daerah Kota).

Untuk memperoleh pengesahan, rancangan Peraturan Wali Kota
tentang APBD beserta lampirannya disampaikan paling lambat 15
(lima belas) hari terhitung sejak DPRD tidak mengambil keputusan
bersama dengan Wali Kota terhadap rancangan Perda tentang
APBD.

Apabila dalam batas waktu 30 (tiga puluh) hari Gubernur sebagai
wakil pemerintah pusat tidak mengesahkan rancangan Peraturan
Wali Kota, Wali Kota menetapkan rancangan Peraturan Wali Kota
menjadi Peraturan Wali Kota.

Dalam hal Wali Kota dan DPRD belum menyetujui bersama
rancangan Perda tentang APBD atau menetapkan rancangan Perda
tentang APBD menjadi perda tentang APBD setelah dimulainya
tahun anggaran setiap tahun, Wali Kota menetapkan Peraturan
Wali Kota mengenai dasar pengeluaran setiap bulan yang paling
tinggi sebesar seperduabelas jumlah pengeluaran APBD tahun
anggaran sebelumnya.

Pengeluaran setiap bulan dibatasi hanya untuk mendanai
keperluan mendesak termasuk belanja yang bersifat tetap seperti
belanja pegawai, layanan jasa dan keperluan kantor sehari-hari.

Proses penyusunan dan penetapan rancangan Peraturan Wali Kota
Tasikmalaya tentang APBD dapat mengandung informasi, aliran
data, serta penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan
secara elektronik.

2. Ketentuan Pelaksanaan

a.

TAPD berkomunikasi dengan Pengguna Anggaran dari masing-
masing SKPD untuk mengumpulkan data tentang belanja wajib dan
belanja mengikat.

TAPD menyusun rancangan Peraturan Wali Kota tentang APBD.
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TAPD menyerahkan rancangan Peraturan Wali Kota tentang APBD
kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah untuk diotorisasi.

Wali Kota menyerahkan kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah
pusat untuk mendapatkan pengesahan.

Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat mengesahkan
Rancangan Peraturan Wali Kota menjadi Peraturan Wali Kota.

Dokumen Terkait

[lustrasi dokumen Rancangan Peraturan Wali Kota tentang APBD

menyajikan informasi yang bersifat dinamis sesuai dengan kebutuhan
yang disajikan setiap tahun dalam ketentuan peraturan perundang-
undangan mengenai pedoman penyusunan APBD.

[lustrasi dokumen Rancangan Peraturan Wali Kota tentang APBD

memuat lampiran sebagai berikut:

a.

Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut akun, kelompok, jenis,
objek, rincian objek dan sub rincian objek pendapatan, belanja, dan
pembiayaan;

Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut urusan pemerintahan
daerah dan organisasi;

Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi,
program, kegiatan, sub kegiatan, akun, kelompok, jenis, objek,
rincian objek dan sub rincian objek pendapatan, belanja, dan
pembiayaan;

Rekapitulasi Peraturan Wali Kota APBD yang disajikan berdasarkan
kebutuhan informasi antara lain:

1) Rekapitulasi belanja dan kesesuaian menurut urusan
pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, dan sub
kegiatan beserta target dan indikator;

2) Rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan
keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam
kerangka pengelolaan keuangan negara;

3) Rekapitulasi belanja untuk pemenuhan Standar Pelayanan
Minimal,
4)  Sinkronisasi program pada RPJMD dengan rancangan APBD;

5) Sinkronisasi program, kegiatan dan sub kegiatan pada RKPD
dan PPAS dengan rancangan APBD;

6) Sinkronisasi program prioritas nasional dengan program
prioritas daerah.

Informasi lainnya yang menunjang kebutuhan informasi pada
Peraturan Wali Kota APBD antara lain:

1) daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan:

2) daftar piutang daerah;

3) daftar penyertaan modal daerah dan investasi daerah lainnya;

4) daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap
daerah dan aset lainnya;

5) daftar sub kegiatan tahun jamak (multi years);

6) daftar dana cadangan daerah;

7) daftar pinjaman daerah;

8) daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran hibah;



9)
10)
11)

12)

13)
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daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran bantuan
sosial;

daftar nama penerima, Alamat Penerima, dan Besaran
Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;

daftar nama penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja
bagi hasil;

rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan
Pertambangan Gas Alam/tambahan DBH-Minyak dan Gas
Bumi menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi,
program, kegiatan, sub kegiatan, akun, kelompok, jenis, objek,
rincian objek, sub rincian objek pendapatan, belanja dan
pembiayaan;

rincian dana tambahan infrastruktur menurut urusan
pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub
kegiatan, akun, kelompok, jenis, objek, rincian objek, sub
rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan.



-134-

a. Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut akun, kelompok,
jenis, objek, rincian objek dan sub rincian objek pendapatan,
belanja, dan pembiayaan:

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ........
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

Kode Uraian Jumlah (Rp}
- Pendapatan
4.1 Pendapatan Asli Daerah
4.1.01 Paiak Daerah

4.1.01.01 Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

4.1.01.01.01 |PKB-Mobil Penumpang-Sedan

Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-
undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan

P Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah.
Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-

4.1.01300 undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan

R Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan

Daerah.

4,1.02 Retribusi Daerah

4.1.02.01 Retribusi Jasa Umum

4.1.02.01.01 |Retribusi Pelavanan Kesehatan

Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-
undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah.

4.1.02.01.xx

Objek selanjuinya Sesuai peraturan perundang-
undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah.

4.1.02.xx

4.1.03 Hasil Pengelolaan Kekavaan Daerah Yang Dipisahkan

4.1.03.01 Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah
_ (Dividen) atas Penvertaan Modal pada BUMN

Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-
undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah.

4.1.03.01.xx

Objek selanjutnya Sesual peraturan perundang-
undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah.

4.1.03.xx
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4.1.04 Lain-lain PAD Yang Sah
4.1.04.01 Hasil Penjualan BMD vang Tidak Dipisahkan
4.1.04.01.01 |Hasil Penjualan Tanah
Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-
undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan
4.1.04.01.xx .
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Dacrah.
Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-
undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan
4.1.04.xx .
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Dacrah.
4.2 Pendapatan Transfer
14.2.01 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat
4.2.01.01 Dana Perimbangan
4.2.01.01.01 |Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH]
Rinclan Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-
, undangan mengenal Klasifikasl, Kodefikasi dan
4.2.01.01.xx .
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah.
Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-
\ undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasl dan
4.2.0).xx
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah.
4.2.02 Pendapatan Transfer Antar Daerah
14.2.02.0] Pendapatan Bagi Hasil
4.2,02.01.01 |Pendapatan Bagi Hasil Pajak
Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-
, undangan mengenal Klasifikasi, Kodefikasi dan
4.2.02.01.xx
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah.
Objek sclanjutnya Sesual peraturan  perundang-
undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan
4.2.02.xx v
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Dacrah.
4.3 Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah
4.3.01 Pendapatan Hibah
4.3.01.01 Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat
4.3.01.01.01 |Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat
Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-
_ undangan mengenal Klasifikasi, Kodefikasl dan
4.3.01.01.xx
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Dacrah.
Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-
4.3.01.x undangan mengenal Klasifikasi, Kodefikasi dan

Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Dacrah.
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4.3.02.01 Dana Darurat
4.3.02.01.01 |Dana Darurat
Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-
" undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan
4.3.02.01.xx .
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah.
Objek selanjutnya Sesual peraturan perundang-
undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan
4.3.02.xx .
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah.
_ Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan
4.3.03
Peraturan Perundang-Undangan
4.3.03.01 Lain-lain Pendapatan
4.3.03.01.01 [Pendapatan Hibah Dana BOS
Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-
v undangan mengenai  Klasifikasi, Kodefikasi dan
4.3.03.01l.xx .
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah.
Objek selanjutnya Sesual peraturan  perundang-
- undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan
4.3.03.xx .
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah.
5 Belanja
3. Belanja Operasi
3.1.01 Belanja Pegawal
5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN
5.1.01.01.01 |Belanja Gaji Pokok ASN
Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-
undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan
3.1.01.01.xx .
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah.
Objek  selanjutnya Sesual peraturan perundang-
undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan
2.1.01.xx .
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah.
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
5.1.02.01 Belanja Barang
3.1.02.01,01 |Belanja Bahan Pakai Habis
Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-
undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan
2.1.02.01.xx ,
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Dacrah.
Objek selanjutnya Sesual peraturan perundang-
5.1.00.xx undangan mengenai  Klasifikasi, Kodefikasi dan

Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah.
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5.1.03 Belanja Bunga
5 1.03.01 Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah
| Pusat
Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah
5.1.03.01.01 Pusat atas Penernsan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka
Menengah
Rincian Objek selanjutnya Sesual peraturan perundang-
5.1.03.01 5 undangan mengenal Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Darerah
Objek selanjutnya Sesual peraturan perundang-
5 1.03.x% undangan mengenai Klasifikasi, Kodeflkasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah.
.1.04 Belanja Subsidi
.1.04.01 Belanja Subsidi kepada BUMN
1.04.01.01 Belanja Subsidi kepada BUMN
Rincian Objek selanjutnya Sesual peraturan perundang-
S 1.04.01.5x undangan mengenai Klasifiknsi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah.
Objek selanjuinya Sesual peraturan perundang-
5 1.04.xx undangan mengenal Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah.
3.1.05 Belanja Hibah
|5.1.05.01 Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusal
5.1.05.01.01 Belania Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat
Rincian Objek selanjutnya Sesuail peraturan perundang-
5.1.05.01 .3x undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah
Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-
LI undangan mengenai Klasifikasi, Kodefllkasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Deernh.
5.1.06 Belanin Bantuan Sosial
5.1.06.01 Belanja Bantuan Sosial kepada Individu
5 1.06.01.01 Eeialm.jzl Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada
Individu
Rindan Objek selanjutnya Sesual peraturan perundang-
5.1.06.01 xx undangan mengenal  Klasifiknsi, Kud:ﬁkz‘lai dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah.
Objek selanjuinya Sesual peraturan perundang-
5. 1.06.5% undangan mengenal Klasifikasi, Kodefikasi dan

Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah.
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5.2 Belanja Modal
5.2.01 Belanja Modal Tanah
3.2.01.01 Belanja Modal Tanah
5.2.01.01.01 |Belanja Modal Tanah Persil
Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-
undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan
3.2.01.01.xx
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Dacrah.
Objek selanjutnya Sesual peraturan perundang-
undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan
2.2.01.xx .
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah.
3.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
5.2.02.01 Belanja Modal Alat Besar
5.2.02.01.01 |Belania Modal Alat Besar Darat
Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-
undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan
3.2.02.01.xx .
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah.
Objek selanjutnya Sesual peraturan perundang-
undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan
2.2.02.xx .
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah.
5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung
5.2.03.01.01 |Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja
Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-
5.2.03.01 xx undangan mengenal Klasifikasi, Kodefikasi dan
D Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah.
Objek sclanjutmya Sesual peraturan perundang-
5.2 03.x% undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan
D Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah.
5.2.04 Belanja Modal - Jalan, Irigasi, dan Jaringan
5.2.04.01 Belanja Modal Jalan dan Jembatan
5.2.04.01.01 |Belanja Modal Jalan
Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-
5.2.04.01 xx undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan
D Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah.
Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-
5.2.04.xx undangan mengenai  Klasifikasi, Kodefikasi dan

Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah.
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5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

5.2.05.01 Belanja Modal Bahan Perpustakaan

5.2.05.01.01 |Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak
Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-

S e undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Dacrah.
Objek selanjutnya Sesual peraturan perundang-

S undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Dacrah.

5.2.06 Belanja Modal ...

5.2.06.01 Belanja Modal ...

5.2.06.01.01 |Belanja Modal ...
Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-

$.2.06.0 Lxx undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah.
Objek selanjutnya Sesual peraturan perundang-

5.2.06.5% undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Dacrah.

5.3 Belanja Tidak Terduga

5.3.01 Belanja Tidak Terduga

2.3.01.01 Belanja Tidak Terduga

5.3.01.01.01 |Belanja Tidak Terduga

5.4 Belanja Transfer

5.4.01 Belanja Bagl Hasil

$.4.0L01 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan
Kabupaten /Kota dan Desa

_ Belanja Bagi Hasil Pajak Dacrah Kepada Pemerintahan

5.4.01.01.01 L
Kabupaten /Kota dan Desa
Rincian Objek selanjutnya Sesual peraturan perundang-

5 40101 undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Dacrah.
Objek selanjutnya Sesual peraturan  perundang-

5 4 0Lxx undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan

Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Dacrah.
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pada Badan Usaha Milikk Negara (BUMN)

5.4.02 Belanja Bantuan Keuangan '
3.4.02.01 Helanja Bantuan Keusngan antor Daerah Provinsi
5.4.02.01.01 Eclapja Bantuan Keuangan Umum antar Daerah
Provinsi |
Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-
= undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan
3.4.02.01 xx
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Darrah
Objek  selanjutnya Sesual peraturan perundang-
5 4.02.%x undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan
T Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah.
Jumlah Belanja
Surplus / [Defisit)
6 Pembiayaan |
6.1 Penerimaan Pembiayaan
6.1.01 Sisa Lebih Perhitungan Angparan Tahun Sebelumnya
6.1.01.01 Pelampauan Penerimaan PAD |
6.1.01.01.01 Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Daerah
Hincian Objek selanjuinya Sesual peraturan perundang-
6.1.01.01 3xx undangan mengenai  Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah. |
Objek  selanjutnya Sesual peraturan perundang- '
6.1.01.xx undangan mengenai  Klasifikasi, Kodefikasi dan
T Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah. |
i
6.1.02 Pencairan Dana Cadangan
6.1.02.01 Pencairan Dana Cadangan '
16.1.02.01.01 Pencairan Dana Cadangan '
Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-
6.1.02.01 xx undangan mengenal Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanann Pembangunan dan Keuangan
Daerah.
Objek selanjutnya Sesual peraturan perundang- '
6.1.02.%% undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah. |
6.1.03 Hasil Penjualan Kekavaan Daerah vang Dipisahkan :
6.1.03.01 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

6.1.03.01.01

Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
pada BUMN

6.1.03.01 xx

Hincian Objek selanjuinya Sesuai peraturan perundang-
undangan mengenai  Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Dacrah

6.1.03.xx

Objek  selanjutnya Sesual peraturan  perundang-
undangan mengenai  Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Dacrah.




-141-

6.1.04 Penerimaan Pinjaman Daerah
6.1.04.01 Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat
6.1.04.01.01 P'I[]_!EII]ED Daerah dari Pemerintah Pusat Penerusan
Pinjaman Dalam Negeri-Jangka Menengah
Rincian Objek selanjutnya Sesual peraturan perundang-
6.1.04.01.5x undangan mengenni  Klasifikasi, Kodefikasi dan
' Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah.
Objek selanjutnya Sesual peraturan perundang-
undangan mengenai  Klasifikasi, Kodefikasi dan
6.1.04.xx .
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah.
6.1.05 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Dacrah
6.1.05.01 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah
kepadn Pemerintah Pusat
_ - Penerimaan Kemball Pemberion Pinjaman Daerah
6.1.05.01.01 !
kepads Pemerintah Pusat
Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-
6.1.05.01 3¢ undangan mengenni Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah.
Objek selanjutnya Sesusl peraturan  perundang-
5.1.05 undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan
PRV Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah.
6.1.06 Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan
6.1.06.01 Penerimaan Kembali Pinjaman BLUD
6.1.06.01.01 Penerimaan Kembali Pinjaman BLUD Jangka Pendek
Rincian Objek selanjuinya Sesuai peraturan perundang-
6.1.06.01 3 undangan mengenai  Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah.
Objek selanjutnys Sesuni peramiran  perundang-
6.1.06.x% undangan mengenai  Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah.
Jumlah Penerimaan Pembiayaan
6.2 Pengeluaran Pembiayaan
6.2.01 Pembentukan Dana Cadangan
06.2.01.01 Pembentukan Dana Cadangan
65.2.01.01.01 Pembentukan Dana Cadangan
Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-
_ undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan
6.2.01.01.xx ’
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah.
Objek selanjutnya Sesusl peraturan  perundang-
6.2.01.xx undangan mengenai  Klasifikasi, Kodefikasi dan

Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah.
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16.2,02

Penyertaan Modal Daerah

16.2.02.01

Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Mililke
Nepara [BUMN)

16.2.02.01.01

Penyertaan Modal Daerah pada BUMN

6.2.02.01 .xx

HRincian Objek selanjutnya Sesuail peraturan perundang-
undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah,

16.2.02.xx

Objek selanjutnys Sesual peraturan  perundang-
undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah.

6.2.03

Pembayaran dcilan pokok Utang Yang Jatuh Tempo

6.2.03.01

Pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat

16.2.03.01.01

Pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat-
Penerusan Pinjaman Dalam Neperi-Jangka Menengah

6.2.03.01.xx

Rincian Objek selanjuinya Sesuai peraturan perundang-
undangan mengenai  Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah.

16.2.03.xx

Objek  selanjutnya Sesuai peraturan  perundang-
undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah.

6.2.04

Pemberian Pinjaman Dacrah

6.2.04.01

Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Pusat

16.2.04.01.01

Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Pusat

16.2.04.01 xx

Rincian Objek selanjutnya Sesuai pernturan perundang-
undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencinaan Pembangunan dan Keuangan
Dacrah.

16.2.04.xx

Objek selanjutnys Sesual peraturan  perundang-
undangan mengenai  Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah.

6.2.05

pengeluaran  Pembiayvaan lainnya sesual
ketentuan peraturan perundang-undangan

dengan

16.2.05.01

Pinjaman BLUD

16.2.05.01.01

Pinjaman BLUD-Jangka Pendek

16.2.05.01 .xx

Rincian Objek selanjutnya Sesuai pernturan perundang-
undangan mengenal Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Dacrah.

6.2,05.xx

Objek  selanjutnya Sesual peraturan perundang-
undangan mengenai  Klasifikasi, HKodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah.

Jumlah Pengeluaran pembiayaan
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Pembiavoan Neto

Simn lebih pembinynon anggaran tahun  berkennon
ISILPA)

Gubernur/Bupatl f Wallkota

2

Nama
NIP: e
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b. Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi

PROVINSI /EKABUPATEN /KOTA ........
RINGEKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASIKAN MENURUT PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
Belania
. russ = [THE b as snelnpats £ J £
Kode Urusan Pemerintah Dasrah Pendapatan Operasi Modsl Tidak Tranafer umlah
Terdugn Belanin
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG
BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
0l FENDIDIKAN
X-X. X-X.X=
01 Dinas...
XXX
01 it Dist
XXX
o2 KESEHATAN
pg [FHEEX Dinas fBadan /Kantor/ Rumah Sakit ...
| % %%
X-X.X-X. X
02 D=t
x 0K
| l
1 4
na PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
03 i Reoad Dinas...
X%
o3 | * % % lom
X KX
|
04 PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN
! PERMUKIMAN
X=X XXX~
04 Dinas...
XK
o4 [ 0wt .
.30




05

KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM SERTA
PELINDUNGAN MASYARAKAT
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03

XM XXX~
RN

Dinas...

05

=N XK=
XXX

Dat ...

06

SOSIAL

06

M-M.N-X.X-
M.

Dinns...

(0]4]

MN-M.M-X.X-

Dst ...

URLUSAN PEMERINTAHAN WAJIHB YANG TIDAK
BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

TENAGA KERJIA

W

X-X.X-K.X-

Dinas...

Dt ...

3

(4]

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK

(]

o8

XX X-EK.X-
X XN

Dinas...

08

XM XXX~
RN

Dst ...




035

KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM SERTA
PELINDUNGAN MASYARAKAT
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035

R-M.X-M.X-
XXX

Dinas...

R-MX-X.X-
XXX

Dat ...

S505IAL

K-N X-X. X~
X. XX

Dinns...

XN-M.X-X. X~
XXX

Dast ...

URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK
BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

5]

TENAGA KERJA

b

K-NLX-X. X
XXX

Dinns...

I

K-R.X-X._R-
X. XX

Dat ...

b

08

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK

(N}

08

R-MoX-X.X-
XXX

Dinns...

b

08

- X-X_ X~
X. XX

Dst ...

5]

09

PANGAN

5]

09

XXX X~
XK

Dinas...

09

K-E.X-X. X~
X XX

Dat ...
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ha

10

PERTANAHAN

ha

10

- XK X~
XXX

Dinas...

h

10

XK. X-X.X~
X. XX

D=t ...

5]

LINGEUNGAN HIDLUP

bd

M=M=
XX

Dinna...

ha

11

XXX~

D=t ...

12

ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL

b

XK. XXX~

Dinas...

b

XK. XK. X~
XXX

Dst ...

b

13

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

I

13

- XXX~
X. XX

Dinas...

h

13

=X X-X.X~
K. XX

D=t ...

b

14

PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BHERENCANA

bd

14

MM NN
p

Dinnas...

I

14

=N NN

D=t ...
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]

15

PERHUBUMNGAN

(]

15

S B
NN

Dinas..,

(]

15

N-M.X~N.X-
NN

D=t ...

b

16

KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

1o

K- X-X.X-

Dinas...

1o

KK X-X.X-
XN

Dst ...

KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MEMNENGAH

ELX-K.X-
xx

Dinas..,

ba

A-X.K-X.X-
XXX

D=t ...

hat

18

PENANAMAN MODAL

hd

18

- X-XN.X-

Dinas...

b

18

=X X~X. X~
X

Dnt ...

ha

19

KEFEMUDAAN DAN OLAHREAGA

ha

19

X=X X~N.X~

Dinns

bd

19

X=X . X~X.X=

Dat ...

STATISTIK

20

K=MK X-N.X~-
X. XX

Dinna..,

20

K. X-X.X-

D=t ...
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| 21 PERSANDIAN
K- XN-M.X~-
| 21 Dinns
XXX
X-X X-X.X-
| 21 Dt .
XXX
2 | 232 HEBUDAYAAN
NN NN X
2 a2 Dinns
X XX
2 |16 [ pat ..
X XN
2 |23 PERPLUSTAKAAN
2 | 23 [ |Dinas.
N.XX
2 |23 " pat .
XXX
2 i ] HKEARSIPAN
2 B s Dinas
N.XX
2 |24 |\ pst ..
X, XX
A URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN

ha
i

KELAUTAN DAN PERITEANAN

b
th

K- N-X.X-

M. XX

Dinns

NN NN
3 a5 Dsat ...
NN
A 20 PARIWISATA
R-X.X-%.X%
s | 26 Dinas...
XXX
N NN -
| L4] Dat
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27 PERTANIAN
RN
av Dinas
KX
XK. N-X.X-
a7 Dst .
.00
I8 KEHUTANAN
28 ey Dinns
XK
as | Dat .
.00
29 ENERG] DAN SUMBER DAYA MINERAL
39 e Dinas...
%W
29 |FFFEE N
X, %%
30 PERDAGAMGAN
- XKL
30 Dinns
o
K-HoK-X. %
30 Dat |,
2N
31 PERINDUEBTRIAN
31 A Dinas...
.00
a1 | ot .
30K
32 TRANSMIGRASI]
a2 [ pinas...
% WY
M-
32 Dt ..

X WX
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4 UNSLUIR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN |
|
+ D1 SEERETARIAT DAERAH
o1 | ¥ XXX g ekretarint Daerah
o
| |
4 |01 [ paniradys Kaistimewan ..
x.%% -
4 02 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
N DAERAH
4 | o2 |*FER gekretarint DPRD
. %N
|
a9 LUNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN |
|
3 01 PERENCANAAN !
5 [ o1 [***** |@adan...
% XX
5 o1 [ |pat ..
X X%
|
3 [ D2 KFELIANGAN |
5 | 02 IR — Badan... |
XX
s | g [FXXx= |
x. NN
9 D3 KIFEGAWAIAN
5 | 03 Ll Badan... I
XXX
5 [ o3 [ |pst . i
X NH |
3 04 PENDIDIEAN DAN PELATIHAN
5 | o4 S Badan..,
X X%
s | oa [*pat I
XXX
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5 [D3 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
X-X. XXX~
5 | O3 Badnan..
KK
] ns s Dt .
X.XX
5 [ 06 PENGHUBRBUNG
5 | D6 R Badan
XXX
X-X.X-X.%-
by D6 Dat .
X KX
5 [O7 PENGELOLAAN PERBATASAN DAERAH
b A O,
] i Boadan /Kantar
X.XX
=M. N3N
] o7 Dat ..
. 9% 4
i} UNSUR PENGAWAS
6 [ D1 PENGAWAS
XX KX X~
6 | D1 Inspektorat
XXX
7 UNSUR KEWILAYAHAN
7 [ 01 KECAMATAN
T |01 i Kecamatan
XXX
X-X.X-X.X-
Fi D1 Dat .
X. KX
7T [ o= KOTA ADMINSTRASI
X=X NN X"
i D2 Kotln
XXX
NN NN
7 | 02 Dt ...




=]

| KABUPATEN ADMINISTRASI
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XX, K- K-
7 |03 Kabupaten ...
XN
X-X.X-X. K-
T |03 Dst ...
KK
|
| B8 URUSAN PEMERINTAHAN UMM
|
| 8 101 HKESATUAN BANGSA DAN POLITIK
g8 | o1 [F7 Y Kesatuan Bangsa Dan Palitik
MMX
|
| 9 URUSAN KEKHUSUSAN
|
| a [o1 SYARIAT ISLAM ACEH
X-XX-K.K-
9 (01 Dinas Syariat Islam Aceh
XXX
[
. SEKRETARIAT MAJELIS PERMUSYAWARATAN
B ULAMA (MPU)
a | pa [FXXXR- Selretarint Majelis Permusynwaratan Ulama
- Ex  |[IMPU) ...
i
[ '03 SEKRETARIAT BAITUL MAL ACEH
| 03 | ¥ F ¥ sekretariat Baitul Mal Aceh ...
. XXX
|
| 9 104 SEKRETARIAT BADAN REINTEGRASI ACEH
| 9 | 04 K_N:(;:'K_ Sekretarint Badan Relntegrasl Aceh ...
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9

05

SEKRETARIAT LEMBAHA WALI NANGGROE

X-X.X-X.X-
XXX

Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga
Wali Nangproe

Jumlah

SURPLUS/ [DEFISIT]
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c. Ringkasan APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, akun,
kelompok, jenis, objek, rincian objek dan sub rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan:

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ........
RINCIAN APBED MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN,
SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN ...

PENDAPATAN DAERAH
KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
4 Pendapatan
. Pendapatan Asli Daerah
4.xxx Pajak Daerah
4.x.xx Retribusi Daerah
- Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang
Txacx Dipisahkan
4. Lain-lain PAD Yang Sah
4.x.xx Pendapatan Transfer
4 20 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat
4 2 Pendapatan Transfer Antar Daerah
4 oMo Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah
4.xxx Pendapatan Hibah
4o Dana Darurat
Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan
40 Peraturan Perundang-Undangan
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BELANJA DAERAH

Urusan Pemerintahan |: x

Bidang Urusan XXX

Organisasi X XKL XX

|Unit Organisasi XXX XX

Program X XX.XX

Indikator Hasil  |:.........

:l-ic:giatan.,, 1] XXX XX

Indikator Keluaran  |:.........

‘Sub Kegiatan ...1) X XRXX

Indikator Keluaran  |[:.........

KODE REKENING LTRAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5.X.xXx Belanja
2. XX Belanja Operasi
O. XK. XX Belanja Pepawai
5.%xx Belanja Barang dan Jasa
O XK. XX Belanja Bunga
S.0xx Belanja Subsidi
J.X.XX Belanja Hibah
J.0XX Belanja Bantuan Sosial
9. XXX Belanja Modal
5.x.xx Belanja Modal Tanah
5.%xx Belanja Modal Peralatan dan Mesin
5.X.XX Belanja Modal Bangunan dan Gedung
50X Belanja Modal Jalan, jaringan, dan irigasi
J.X.XX Belanja Modal Aset Tetap Lainnva
3.X.XX Belanja Modal Asct Tidak Berwujud
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2. K XX Belanja Tidak Terduga

o.MLXX Belanja Tidalk Terduga |
I

2. K.XX Belanja Transfer

0. XXX Belanja Bagi Hasil

5.3 Belanja Bantuan Keuangan

sub Kegiatan ...2) ! XXX XX
Indikator Keluaran  |:.........
KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
3, XXX Belanja |
5.2¢.20¢ Belanja Operasi
2. XXX Belanja Pegawali
J.X.XX Belanja Barang dan Jasa
LMK Belanja Bunga
5. XX Belanja Subsidi
3. XXX Belanja Hibah
oMLK Belanja Bantuan Sosial |
5.%.XX Belanja Modal
oL XN Belanja Modal Tanah
S.MKX Belanja Modal Peralatan dan Mesin |
5, MLKX Belanja Modal Banpunan dan Gedung |
2. XXX Belanja Modal Jalan, jaringan, dan irigasi |
o.MLXX Belanja Modal Aset Tetap Lainnva |
5.%X.%x% Belanja Modal Aset Tidak Berwujuc |
0. XXX Belanja Tidak Terduga
5.3 Belanja Tidak Terduga
|
2.X.XX Belanja Transfer
XX Belanja Bagi Hasil
5.2, Belanja Bantuan Keuangan
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Kegiatan....2] X.XX.XX

Indikator Keluaran  |:.........

Sub Kepiatan...1) N.XN. XX

Indikator Keluaran = |:.........

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5.X.XX Belanja
9. %.XX Belanja Operasi
5.XXX Belanja Pepawal
5. %.XX Belanja Barang dan Jasa
S5.%.X% Belanja Bunga
S5.X.xxX Belanja Subsidi
9.%.XX Belanja Hibah
5.X.XX Belanja Bantuan Sosial
9.X.XX Belanja Modal
9.X.Xx Belanja Modal Tanah
59.XXX Belanja Modal Peralatan dan Mesin
5.X.XX Belanja Modal Bangunan dan Gedung
5.X.X% Belanja Modal Jalan, jaringan, dan irigasi
5.%.XX Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
5..x% Belanja Modal Aset Tidak Berwujud
2. %.%% Belanja Tidak Terduga
5.x.xx Belanja Tidak Terduga
S5.x.xx Belanja Transfer
5.%.X% Belanja Bagi Hasil
9. XXX Belanja Bantuan Keuangan
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Sub Kegiatan...2)

s .EX.XX

Indikator Keluaran

KODE REKENING TRAIAN JUMILAH DASAR HUKUM
oL X.XX Belanja
3.X.XX Belanja Operasi
3.X.XX Belanja Pegawai
o XXX Belanja Barang dan Jasa
5. xx Belanja Bunga
oL XXX Belanja Subsidi
3.%. XX Belanja Hibah
3.X.XX Belanja Bantuan Sosial
D XXX Belanja Modal
5.0 xx Belanja Modal Tanah
oL XXX Belanja Modal Peralatan dan Mesin
3.%.XX Belanja Modal Bangunan dan Gedung
o.X. XX Belanja Modal Jalan, jaringan, dan irigasi
O.X.MX Belanja Modal Aset Tetap Lainnyva
J.X.XX Belanja Modal Aset Tidak Berwujud
oL X.XX Belanja Tidak Terduga
o. XXX Belanjo Tidak Terduga
5.X.XX Belanja Transfer
5. XX Belanja Bagi Hasil
5.X. XX Belanja Bantuan Keuangan
.......... tanggal.........
Gubernur/Bupati /Wallkota
i

A !

=34

Nama
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BAB V
PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN

A. KERANGKA PENGATURAN

Pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah yang dilakukan secara tertib, taat pada ketentuan
peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan,
dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan,
kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

Proses pengelolaan keuangan daerah dimulai dari penganggaran
yang ditandai dengan ditetapkannya APBD, pelaksanaan dan
penatausahaan atas APBD, serta pertanggungjawaban pelaksanaan
APBD.

Pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah mencakup
proses-proses sebagai berikut:
Pelaksanaan dan Penatausahaan Kas Umum Daerah;
Pelaksanaan dan Penatausahaan Kas Transitoris;
Penyiapan DPA-SKPD;
Anggaran Kas dan SPD;
Pelaksanaan dan Penatausahaan Pendapatan Daerah;
Pelaksanaan dan Penatausahaan Belanja Daerah;

NOo s LN

Pelaksanaan dan Penatausahaan Pembiayaan Daerah.

Kerangka pengaturan dalam pelaksanaan dan penatausahaan
keuangan daerah adalah sebagai berikut:

1. Semua Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah dianggarkan
dalam APBD dan dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah
yang dikelola oleh BUD. Dalam hal Penerimaan Daerah dan
Pengeluaran Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan tidak dilakukan melalui Rekening Kas Umum
Daerah, BUD melakukan pencatatan dan pengesahan Penerimaan
Daerah dan Pengeluaran Daerah tersebut.

2. PA/KPA, Bendahara Penerimaan/Bendahara Pengeluaran, dan
orang atau badan yang menerima atau menguasai uang/kekayaan
daerah wajib menyelenggarakan penatausahaan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen
yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan
atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab
terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari
penggunaan surat bukti dimaksud. Kebenaran material merupakan
kebenaran atas penggunaan anggaran dan hasil yang dicapai atas
Beban APBD sesuai dengan kewenangan pejabat yang
bersangkutan.

4. Wali Kota dan perangkat daerah dilarang melakukan pungutan
selain dari yang diatur dalam Peraturan Daerah, kecuali ditentukan
lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

S. Penerimaan perangkat daerah yang merupakan Penerimaan Daerah
tidak dapat dipergunakan langsung untuk pengeluaran, kecuali



10.
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ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat
pengeluaran atas Beban APBD apabila anggaran untuk membiayai
pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia.
Setiap pengeluaran atas Beban APBD didasarkan atas DPA dan SPD
atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD.

Wali Kota dan perangkat daerah dilarang melakukan pengeluaran
atas Beban APBD untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan
dalam APBD.

Untuk pelaksanaan APBD, Wali Kota menetapkan:

a. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani SPD;
b. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani SPM;

c. Pejabat yang diberi wewenang mengesahkan surat
pertanggungiawaban;

Pejabat yang diberi wewenang menandatangani SP2D;
e. Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran;

f. Bendahara Penerimaan pembantu dan Bendahara Pengeluaran
pembantu;

g. Bendahara Khusus; dan
h. Pejabat lainnya dalam rangka pelaksanaan APBD.

Keputusan Wali Kota tentang penetapan pejabat untuk pelaksanaan
APBD dilakukan sebelum dimulainya tahun anggaran berkenaan.

Terkait hal tersebut di atas, Peraturan Wali Kota ini mengatur
beberapa ketentuan sebagai berikut:

a. Dalam hal Penerimaan Daerah sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan tidak dilakukan melalui
Rekening Kas Umum Daerah, pencatatan Penerimaan Daerah
dilaksanakan setelah adanya pengesahan BUD atas laporan
penerimaan dari PA.

b. Dalam hal Pengeluaran Daerah sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan tidak dilakukan melalui
Rekening Kas Umum Daerah, pencatatan Pengeluaran Daerah
dilaksanakan setelah adanya pengesahan BUD atas laporan
pengeluaran dari PA.

c. Pengesahan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang
menjadi dasar penerimaan atau pengeluaran atas pelaksanaan
APBD, dilakukan melalui penelitian kelengkapan dokumen
laporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Proses pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah dapat
memuat informasi, aliran data, serta penggunaan dan penyajian
dokumen yang dilakukan secara elektronik. Dalam hal penetapan
pejabat untuk pelaksanaan APBD terkendala adanya perubahan
organisasi, mutasi, atau berhalangan maka Wali Kota menetapkan
pejabat untuk pelaksanaan APBD yang dilakukan pada tahun
anggaran berkenaan pelaksanaan tugas pengelola keuangan daerah
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
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B. PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN KAS UMUM DAERAH

1.

Ketentuan Umum

PPKD selaku BUD wajib menyelenggarakan penatausahaan
setiap uang/kekayaan daerah yang diterima dan/atau dalam
penguasaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Dalam rangka pengelolaan uang daerah PPKD selaku BUD membuka
Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) pada bank umum yang sehat.

Penatausahaan Kas Umum Daerah dilaksanakan oleh BUD dan
pihak terkait lainnya khususnya Bendahara Penerimaan, Bendahara
Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran, Bendahara
Pengeluaran Pembantu, dan Bendahara Khusus Lainnya sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan
penatausahaan ini meliputi:
pembukaan RKUD;
pembukaan rekening operasional;
pembukaan rekening SKPD;
penempatan kas dalam investasi jangka pendek;
penatausahaan oleh Bendahara Umum Daerah;

O Q0 TP

pelaporan oleh Bendahara Umum Daerah.
Ketentuan Pelaksanaan

Ketentuan pelaksanaan terkait penatausahaan Kas Umum Daerah
adalah sebagai berikut:

a. Pembukaan RKUD

Wali Kota dalam pengelolaan keuangan daerah menunjuk
bank umum yang sehat sebagai penampung RKUD. Bank umum
yang sehat adalah bank umum di Indonesia yang aman/sehat
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam
menunjuk bank yang akan digunakan untuk menyimpan Kas
Umum Daerah, Wali Kota juga harus mempertimbangkan hal-
hal sebagai berikut:

1) Reputasi Bank

Bank yang dipilih harus memiliki rekam jejak yang baik.
Misalnya, bank tidak pernah terlibat kasus penipuan
nasabah atau kasus lain yang merugikan nasabah.

2) Pelayanan Bank

Bank yang dipilih juga harus memiliki pelayanan yang baik
dan memadai. Khusus untuk Pemerintah Daerah, bank
harus dapat melakukan pelayanan-pelayanan khusus
seperti pemotongan dan penyetoran pajak, dan lain-lain.

3) Manfaat

Memberikan manfaat ekonomi, sosial, peningkatan
pendapatan daerah dan/atau peningkatan kesejahteraan
dan/atau pelayanan masyarakat.
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Penunjukkan Bank Umum sebagai penampung RKUD
ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara PPKD
selaku BUD dengan pejabat bank umum yang bersangkutan.
PKS paling sedikit memuat:

1) Jenis pelayanan yang diterima;

2) mekanisme pengeluaran dan penyaluran dana;

3) pelimpahan penerimaan dan saldo rekening;

4) penerimaan bunga/jasa giro/bagi hasil;

S5) pembayaran imbalan atas jasa pelayanan;

6) sanksi atas pelayanan yang tidak sesuai dengan perjanjian;
7) kewajiban menyampaikan laporan; dan

8) tata cara penyelesaian perselisihan.

Bendahara Umum Daerah kemudian membuka Rekening
Kas Umum Daerah pada Bank Umum yang ditunjuk oleh Wali
Kota.

Pemerintah Daerah berhak memperoleh bunga dan/atau
jasa giro/imbalan hasil lainnya yang sejenis atas dana yang
disimpan pada bank berdasarkan tingkat suku bunga dan/atau
jasa giro yang berlaku. Bunga dan/atau jasa giro/imbalan hasil
lainnya yang sejenis yang diperoleh Pemerintah Daerah
merupakan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.
Sedangkan biaya sehubungan dengan pelayanan yang diberikan
oleh bank didasarkan pada ketentuan yang berlaku pada bank
yang bersangkutan. Biaya tersebut dibebankan pada belanja
daerah.

Pembukaan Rekening Operasional

Bendahara Umum Daerah dapat membuka rekening
penerimaan dan rekening pengeluaran untuk mendukung
kelancaran  pelaksanaan  operasional penerimaan dan
pengeluaran daerah pada Bank yang sama dengan Bank
penampung RKUD yang ditunjuk oleh Wali Kota.

1) BUD dapat membuka beberapa rekening operasional

penerimaan sesuai dengan kebutuhan untuk
mempermudah mekanisme penerimaan pendapatan
daerah.

2) BUD membuka rekening operasional pengeluaran.

Dalam hal penyaluran penerimaan daerah
mensyaratkan ke rekening Bank Umum tertentu,
Bendahara Umum Daerah dapat membuka rekening
penerimaan daerah pada Bank dimaksud setelah mendapat
persetujuan Wali Kota.

Pemindahbukuan dana dari rekening penerimaan
dan/atau rekening pengeluaran pada Bank Umum ke
Rekening Kas Umum Daerah atau sebaliknya, dilakukan
atas perintah Bendahara Umum Daerah. Perintah
pemindahbukuan oleh Bendahara Umum Daerah dimaksud
dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara BUD
dengan pejabat penanggungjawab pada Bank yang terkait.
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Selanjutnya, ketentuan pelaksanaan terkait rekening
operasional penerimaan adalah sebagai berikut:

a) Rekening operasional penerimaan dioperasikan untuk
menerima setoran langsung penerimaan daerah yang
tidak melalui bendahara penerimaan dan/atau
menerima setoran pendapatan yang dilakukan oleh
bendahara penerimaan.

b) Rekening operasional penerimaan dioperasikan sebagai
rekening bersaldo nihil yang seluruh penerimaannya
harus disetor ke Rekening Kas Umum Daerah sekurang-
kurangnya sekali sehari pada akhir hari kerja sesuai
dengan yang ditetapkan dalam PKS antara Bendahara
Umum Daerah dengan Bank Umum bersangkutan.

Ketentuan pelaksanaan terkait rekening pengeluaran
operasional adalah sebagai berikut:

a) Rekening operasional pengeluaran dioperasikan sebagai
rekening yang digunakan untuk membiayai kegiatan
pemerintah daerah sesuai rencana pengeluaran.

b) Rekening operasional pengeluaran ini dioperasikan
untuk pelaksanaan belanja yang dibayarkan secara
langsung kepada pihak ketiga melalui mekanisme LS
dan juga untuk pemberian UP, penggantian Uang
Persediaan (GU) kepada bendahara pengeluaran serta
pemberian TU kepada bendahara pengeluaran dan
bendahara pengeluaran pembantu.

Pembukaan Rekening SKPD

Ketentuan pelaksanaan terkait rekening SKPD adalah sebagai
berikut:

1)

Untuk mendekatkan pelayanan pelaksanaan penerimaan
dan pengeluaran kas pada tingkat SKPD, BUD membuka

rekening bank atas nama Bendahara
Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu dan
Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran

Pembantu SKPD pada bank yang sama dengan RKUD
sesuai dengan  kebutuhan untuk mempermudah
mekanisme penerimaan pendapatan daerah dan belanja
daerah, antara lain:

a) BUD dapat membuka beberapa rekening penerimaan
SKPD sesuai dengan kebutuhan untuk mempermudah
mekanisme penerimaan pendapatan daerah;

b) BUD membuka rekening pengeluaran SKPD untuk
mempermudah mekanisme pelaksanaan belanja daerah.

Dalam hal syarat penyaluran penerimaan daerah melalui
rekening Bank Umum tertentu, Bendahara Umum Daerah
dapat membuka rekening Bendahara
Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu SKPD pada
Bank dimaksud setelah mendapat persetujuan Wali Kota.
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2) Rekening penerimaan SKPD digunakan untuk menampung
penerimaan daerah yang menjadi kewenangan SKPD
bersangkutan. Pada akhir hari kerja, saldo yang ada di
rekening penerimaan SKPD tersebut wajib disetorkan
seluruhnya ke Rekening Kas Umum Daerah oleh bendahara
penerimaan. Rekening penerimaan SKPD dibuka atas nama
bendahara penerimaan SKPD.

3) Rekening pengeluaran SKPD digunakan untuk pengelolaan
uang yang akan digunakan sebagai belanja SKPD, seperti
uang persediaan dan tambahan uang persediaan yang
dikelola oleh bendahara pengeluaran SKPD. Rekening
pengeluaran SKPD dibuka atas mnama bendahara
pengeluaran SKPD atau bendahara pengeluaran pembantu
SKPD.

Penempatan Kas dalam Investasi Jangka Pendek

Dalam pengelolaan kas, uang daerah yang belum digunakan
dapat dioptimalkan dan dialokasikan untuk investasi jangka
pendek. Investasi jangka pendek merupakan investasi yang
dapat segera diperjualbelikan/dicairkan, ditujukan dalam
rangka pengelolaan kas dengan risiko rendah serta dimiliki
selama kurang dari 12 (dua belas) bulan. Termasuk dalam
investasi jangka pendek adalah deposito berjangka waktu 3 (tiga)
bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan yang dapat
diperpanjang secara otomatis dan Sertifikat Bank Indonesia
(SBI).

Seperti dinyatakan di atas bahwa investasi jangka pendek
bisa dilakukan melalui dua cara, sebagai berikut:

1) Deposito

Deposito adalah sejenis jasa tabungan yang biasa
ditawarkan oleh bank kepada masyarakat. Deposito juga
memiliki persyaratan tertentu salah satunya memiliki
jangka waktu tertentu dimana uang di dalamnya tidak boleh
ditarik nasabah. Sementara itu, imbal jasa dari deposito
adalah bunga deposito yang biasanya lebih tinggi dari
tabungan  biasa. Pemerintah Daerah  melakukan
penempatan kas daerah dalam bentuk deposito pada Bank
yang ditunjuk sebagai penempatan RKUD yang menjadi
Bank Persepsi atau Bank Pembangunan Daerah. Dalam
rangka menjamin likuiditas keuangan daerah, Deposito
Pemerintah Daerah harus dapat ditarik sebagian atau
seluruhnya ke Rekening Kas Umum Daerah oleh BUD setiap
saat diperlukan.

2) Sertifikat Bank Indonesia

Sertifikat Bank Indonesia (SBI) adalah surat berharga yang
dikeluarkan oleh Bank Indonesia sebagai pengakuan utang
berjangka waktu pendek 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga)
bulan dengan sistem diskonto/bunga. Tingkat suku bunga
yang berlaku pada setiap penjualan SBI ditentukan oleh
mekanisme pasar berdasarkan sistem lelang.


http://id.wikipedia.org/wiki/Bank
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Surat_berharga&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Bank_Indonesia
http://id.wikipedia.org/wiki/Utang
http://id.wikipedia.org/wiki/Bunga
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Proses penempatan kas dalam investasi jangka pendek
dilakukan melalui langkah sebagai berikut:

1) Pemerintah Daerah dapat melakukan investasi jangka
pendek sepanjang tidak mengganggu likuiditas Keuangan
Daerah, tugas daerah, dan kualitas pelayanan publik.

2) Sebelum mengalokasikan kas umum daerah ke dalam
investasi jangka pendek, BUD harus meyakini dulu bahwa
dana yang digunakan adalah dana yang belum akan
digunakan dalam waktu dekat (idle cash).

3) BUD menyiapkan rencana penempatan dana pada investasi
jangka pendek kepada Wali Kota. Rencana ini mencakup
jumlah dana yang akan diinvestasikan dan pilihan investasi
beserta alasan dan hasil analisa pemilihan investasi.

4) Berdasarkan Berdasarkan rencana penempatan dana yang
diajukan BUD atas rencana investasi jangka pendek, Wali
Kota menetapkan jenis investasi jangka pendek yang dipilih
dengan menerbitkan Keputusan Wali Kota.

S5) Berdasarkan Keputusan Wali Kota tersebut, BUD
menerbitkan Surat Perintah Pemindahbukuan (SP2) BUD
yang memerintahkan pemindahan dana dari kas umum
daerah kedalam investasi yang dipilih.

6) Investasi jangka pendek harus disetor ke Rekening Kas
Umum Daerah paling lambat per 31 Desember.

Penatausahaan oleh Bendahara Umum Daerah

PPKD selaku BUD melakukan penatausahaan atas semua
penerimaan daerah dan pengeluaran daerah dari RKUD. Proses
penatausahaan oleh Bendahara Umum Daerah memuat
informasi, aliran data, serta penggunaan dan penyajian
dokumen yang dilakukan secara elektronik.

Bagian 1: Penerimaan RKUD

1) Berdasarkan Nota kredit atau Bukti Penerimaan Lain yang
sah, BUD mencatat pada Buku Kas Umum pada sisi
penerimaan pada kolom tanggal dan kolom nomor bukti.

2) BUD mengidentifikasi jenis dan kode rekening pendapatan.

3) BUD mencatat nilai transaksi pada kolom jumlah pada
Buku Kas Umum.

Bagian 2: Pengeluaran RKUD

1) Kuasa BUD menerbitkan dokumen SP2D atas setiap
pengeluaran uang dari RKUD. Penerbitan SP2D didasarkan
pada dokumen surat perintah membayar yang diterbitkan
oleh PA/KPA.

2) Setiap pengeluaran dari RKUD, BUD mencatat pada Buku

Kas Umum pada sisi kolom pengeluaran, kolom tanggal dan
kolom nomor bukti.
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Pelaporan oleh Bendahara Umum Daerah

1)

2)

3)

Proses pelaporan oleh Bendahara Umum Daerah memuat
informasi, aliran data, serta penggunaan dan penyajian
dokumen yang dilakukan secara elektronik.

Bendahara Umum Daerah membuat laporan atas kas
umum daerah yang berada dalam pengelolaannya.
Bendahara Umum Daerah menyampaikan laporan tersebut
kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah. Dokumen yang
dihasilkan oleh penatausahaan dan bukti transaksi pada
kas umum daerah akan dijadikan dasar dalam membuat
laporan BUD.

Laporan Bendahara Umum Daerah disusun dalam bentuk:

a) Laporan Posisi Kas Harian (LPKH); dan
b) Rekonsiliasi Bank atas posisi kas harian.

Laporan tersebut dibuat setiap hari dan diserahkan setiap
hari kerja pertama setiap minggunya kepada Wali Kota atau
dapat diserahkan sesuai kebutuhan.

Di samping laporan di atas, Bendahara Umum Daerah
membuat Register SP2D yang telah diterbitkan. Register
SP2D secara otomatis diperoleh dari sistem aplikasi
pengelolaan keuangan daerah yang terintegrasi.

3. Dokumen Terkait

a.

[lustrasi dokumen penatausahaan kas umum daerah antara lain
sebagai berikut:

Buku kas umum BUD

PEMERINTAH PROVINS I/KABUPATEN/KOTA ...
BENDAHARA UMUM DAERAH
TAHUN ANGGARAN ..

BUKU KAS UMUM
Perdode: a v ceen v

No.

Tanggal | No. Bukti Uraian Penerimaan |Pengeluaran Saldo

Disiapkan oleh,
BUD/XuasaBUD

3!
-
=]

ama
NIP: ...
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b. Laporan Posisi Kas Harian

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ......
LAPORAN POSISI KAS HARIAN
Tahun Anggaran.......

No. Bukti Transaksi . .
No. o : Uraian Penerimaan | Pengeluaran

SP2D STS | Lain-lain

Jurnioh

Perubahaon Posisi Kos hori inf

Posisi Kas (H-1

Posisi Kas (H}

Rekapitulasi Posisi Kas di BUD:

SaldoBankl :Rp

SaldoBankZ2 :Rp Disiapkan oleh,
dst. :Rp BUD/Kuasa BUD

Total Saldo Kas*: Rp o
A

2Ly

Nama
|| —

*Total Salds {as farus sama aengan Posisi (as ()
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c. Rekonsiliasi Bank

. PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA .....

SNl
"l 1 REKONSILIASI BANK
' Tahun Anggaran.......

Perlode f e

1. Saldo Kas Umum Daemh menurut Buku | IR T P
2. Saldo Kas Umum Daerah menurut Bank Rpiiicsinmaisa
Selisih 5 -
Keterangan Selisih
A. Penerimaan yang telah dicatat oleh Bula,
belum dicatat oleh Bank
3. STS No....- RP e S tensionsins
b. Buktl tain yangsah L R
¢ Dst.... Rp Rp
RP-asimaiciiaz,
B. Pengeluaran yang telah dicatat oleh Buku,
belum dicatat oleh Bank
a. SP2DNo.... RPuemmsesretmreressemines
b. Bukti Laln yang sah RPcisrrmmisnsesenseinns
c Dst.... Rp Rp 5
Rp—iiaanss,
C. Penerimaan yang telah dicatat oleh Bank,
belum dicatat oleh Buku
a. NotaKreditNo..... 1 S——
b. Pendapatan Bunga RPcostivoiompincisnosti
c. Pendapatan Jasa Giro Rpiiniaisnssy
d. Bukti lain yang sah Rpaiassisniaia
g, Dst..... 50— S0
RPemmtesretrmsoeessemioes
D. Pengeluaran yang telah dicatat oleh Bank,
belum dicatat oleh Buku
3. Nota DebitNo.... Rpaiaaaaia
b, Biaya Administrasi Bank 31+ J—
¢ Bukti Lain yang sah | ————
d. Dst..... Rp ;- Rp
RDcmecnaning
Bendahara Umum Daerah
6
Nama

NIP: ..........
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C. PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN KAS TRANSITORIS

1.

Ketentuan Umum

Pengelolaan kas transitoris adalah pengelolaan atas kas non
anggaran yang diterima (bersifat transit) untuk disetorkan pada
rekening pihak ketiga yang telah ditentukan.

Beberapa ketentuan umum terkait penatausahaan kas
transitoris adalah sebagai berikut:

a. Jenis-jenis kas transitoris, antara lain:

1) Pajak Pusat yang dipungut oleh bendahara pengeluaran,
bendahara pengeluaran pembantu dan/atau bendahara
khusus lainnya sesuai dengan peraturan perundang-
undangan dari setiap transaksi pemerintah daerah dengan
pihak ketiga seperti PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal
23 dan/atau PPN;

2) Potongan gaji pegawai seperti iuran wajib Pegawai Penerima
Upah antara lain Wali Kota, DPRD, ASN dan Pegawai
Lainnya, simpanan peserta Tapera, PPh Pasal 21, Taspen,
iuran jaminan kesehatan, iuran jaminan kecelakaan kerja
dan jaminan kematian;

3) Uang jaminan dan/atau Titipan Uang Muka yang diberikan
oleh pihak ketiga kepada pemerintah daerah dalam
melakukan suatu pekerjaan yang memiliki risiko kegagalan
dalam pelaksanaannya atau jaminan lainnya sesuai
ketentuan peraturan perundang- undangan. Sebagai
contoh uang jaminan dimaksud antara lain uang jaminan
pekerjaan, uang jaminan pemeliharaan, uang jaminan
bongkar reklame, dan jaminan lainnya; sehingga apabila
ada kegagalan dalam pekerjaan atau penyebab lain yang
mengakibatkan pekerjaan tidak dapat dilaksanakan maka
uang jaminan ini menjadi milik pihak pemberi pekerjaan,
dalam hal ini pemerintah daerah.

4) Jenis kas transitoris lainnya sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.

b. Pengelolaan kas transitoris dilakukan sebagai bagian dari
transaksi belanja daerah dan/atau pendapatan daerah sehingga
dasar pencatatannya menggunakan dokumen yang tidak
terpisahkan dari dokumen kelengkapan transaksi.

c. Penerimaan kas transitoris diperlakukan sebagai hutang pada
akun perhitungan fihak ketiga (PFK). Pengeluaran kas transitoris
dilakukan sebagai pembayaran hutang pada akun perhitungan
fihak ketiga (PFK). Transaksi ini tidak mempengaruhi SILPA
sehingga tidak dilaporkan dalam laporan realisasi anggaran
namun informasinya disajikan dalam neraca sebagai utang PFK
dan di laporan arus kas di bagian aktivitas transitoris sesuai
dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

d. Penerimaan kas transitoris, meskipun menambah Kas Daerah,

tidak boleh digunakan untuk operasional belanja karena dalam
jangka waktu tertentu harus dibayarkan ke pihak ketiga.

e. Terkait kas transitoris berupa jaminan, terdapat beberapa
ketentuan sebagai berikut:

1) Dalam hal pihak ketiga tidak melaksanakan kewajibannya
sesuai kontrak, Pemerintah Daerah dapat mengeksekusi



2)
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dan mengakui uang jaminan sebagai Pendapatan Daerah
berupa Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

Pendapatan daerah yang bersumber dari uang jaminan
pihak ketiga yang tidak melaksanakan kewajibannya sesuai
kontrak, digunakan untuk mendanai pekerjaan yang
menjadi kewajiban pihak ketiga tersebut dalam mencapai
target kinerja sub kegiatan SKPD yang ditetapkan.

Pelaksanaan pengelolaan penerimaan kas transitoris dan
pengeluaran kas transitoris dilaksanakan oleh BUD, Bendahara
Pengeluaran dan/atau Bendahara Pengeluaran Pembantu.

Proses penatausahaan kas transitoris memuat informasi, aliran
data, serta penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan
secara elektronik.

2. Ketentuan Pelaksanaan

a.

Pengelolaan Kas Transitoris di Bendahara Pengeluaran/BPP

1)

Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran
Pembantu/Bendahara Khusus Lainnya sesuai peraturan
perundang-undangan sebagai wajib pungut pajak sesuai
peraturan perundang-undangan, wajib memungut pajak
atas pembayaran belanja melalui UP/GU/TU/LS.

Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran
Pembantu/Bendahara Khusus Lainnya sebagai wajib
pungut pajak sesuai peraturan perundang-undangan wajib
menyetorkan seluruh penerimaan pajak yang dipungutnya
ke rekening Kas Negara.

Atas pemungutan dan penyetoran pajak tersebut,
Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran
Pembantu/Bendahara Khusus Lainnya sebagai wajib
pungut pajak sesuai peraturan perundang-undangan
melakukan pencatatan pada buku terkait.

Pengelolaan Kas Transitoris di Kuasa BUD

1)

3)

Kas Transitoris yang melekat pada transaksi

Penyetoran kas transitoris atas potongan pajak dan

potongan-potongan lainnya dari belanja yang menggunakan
mekanisme LS dilakukan langsung oleh bank.
Pada saat pemindahbukuan belanja kepada rekening pihak
ketiga atau rekening penerima lainnya, bank juga
melakukan pemindahbukuan kas transitoris dari RKUD ke
rekening tujuan yang telah ditentukan.

Jaminan

Bagian 1 : Pengembalian Uang Jaminan

a) Uang Jaminan disetorkan oleh pihak ketiga yaitu
penyedia barang/jasa ke rekening RKUD.

b) Uang jaminan wajib dikembalikan kepada penyedia
barang/jasa setelah menyelesaikan seluruh
kewajibannya kepada pemerintah daerah.
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Pencairan uang jaminan dilakukan dengan Surat
Perintah BUD yang berisi:

(1) Perintah Pencairan Uang;

(2) besaran Uang Jaminan yang akan dicairkan;

(3) pihak penerima dan nomor rekening yang dituju;

(4) dilampiri oleh Surat Keterangan yang menyatakan
bahwa penyedia barang/jasa sudah menyelesaikan
kewajibannya.

Bagian 2: Uang Jaminan yang tidak dikembalikan

a)

b)

dalam hal pihak ketiga tidak melaksanakan
kewajibannya sesuai kontrak, uang jaminan tidak
dikembalikan kepada pihak ketiga.

Pemerintah Daerah mendanai kewajiban pihak ketiga
dengan menggunakan uang jaminan yang
diformulasikan dalam program, kegiatan, dan sub
kegiatan SKPD yang bersangkutan.

PPKD melakukan reklasifikasi menjadi Lain-lain
Pendapatan Asli Daerah yang sah atas uang jaminan
tersebut yang sebelumnya tercatat sebagai hutang
pihak ketiga.

D. PENYIAPAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SKPD (DPA-SKPD)

1. Ketentuan Umum

Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat
Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen
yang memuat rencana pendapatan, rencana belanja, dan rencana
pembiayaan yang terinci sampai sub rincian objek disertai rencana
realisasinya yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran.

Penyusunan DPA-SKPD memuat informasi, aliran data, serta
penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara

elektronik.

2. Ketentuan Pelaksanaan

Penyusunan DPA-SKPD diatur sebagai berikut:

Bagian 1: Pemberitahuan Penyusunan Rancangan DPA-SKPD

a. Setelah penetapan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran
APBD, PPKD menyampaikan surat pemberitahuan kepada
Kepala SKPD untuk menyusun dan menyampaikan rancangan
DPA-SKPD. Surat pemberitahuan disampaikan kepada Kepala
SKPD paling lambat 3 (tiga) hari setelah Peraturan Wali Kota
tentang penjabaran APBD ditetapkan.

b. Surat pemberitahuan dimaksud paling sedikit memuat hal yang
perlu diperhatikan oleh setiap kepala SKPD dalam menyusun
Rancangan DPA-SKPD yang meliputi:

1)
2)

3)

Pendapatan, belanja, dan pembiayaan SKPD yang
digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh PA;

Rencana pendapatan yang akan dipungut dan diterima oleh

SKPD dalam tahun anggaran yang direncanakan;

Sasaran yang hendak dicapai, fungsi, program, kegiatan,

sub kegiatan, dan anggaran belanja yang disediakan;
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4) Rencana penerimaan dan pengeluaran pembiayaan;
S) Rencana penarikan dana setiap SKPD;

6) Batas akhir penyerahan Rancangan DPA-SKPD kepada
PPKD paling lambat 6 (enam) hari kerja sejak diterbitkannya
surat pemberitahuan, untuk diverifikasi oleh TAPD;

7) Batas akhir penetapan Rancangan DPA-SKPD.

Bagian 2: Penyusunan Rancangan DPA-SKPD

Kepala SKPD menyusun rancangan DPA-SKPD berdasarkan
surat pemberitahuan Wali Kota dan menyerahkan rancangan DPA-
SKPD yang telah disusun kepada PPKD paling lambat 6 (enam) hari
setelah surat pemberitahuan diterima.

Rancangan DPA-SKPD mencakup:
a. Rancangan Ringkasan DPA-SKPD

Formulir yang digunakan untuk menyusun ringkasan DPA-
SKPD yang datanya bersumber dari akumulasi jumlah
pendapatan menurut akun, kelompok dan jenis yang diisi dalam
DPA-Pendapatan SKPD, akumulasi jumlah belanja menurut
akun, kelompok, dan jenis belanja yang diisi dalam DPA-Belanja
SKPD dan akumulasi jumlah penerimaan dan pengeluaran
Pembiayaan yang diisi dalam DPA Pembiayaan.

b. Rancangan DPA-Pendapatan SKPD

Formulir yang digunakan untuk menyusun DPA-
Pendapatan SKPD dalam tahun anggaran yang direncanakan
yang dirinci menurut kelompok, jenis, objek, rincian objek dan
sub rincian objek pendapatan.

c. Rancangan DPA-Belanja SKPD

Formulir yang digunakan untuk menyusun DPA-Belanja
SKPD dalam tahun anggaran yang direncanakan, yang memuat
jumlah Belanja menurut kelompok dan jenis belanja dari setiap
program, kegiatan dan sub kegiatan SKPD yang dikutip dari
setiap DPA-Rincian Belanja SKPD.

d. Rancangan DPA-Rincian Belanja SKPD

Formulir yang digunakan untuk menyusun DPA-Rincian
Belanja SKPD dalam tahun anggaran yang direncanakan, yang
memuat jumlah Belanja menurut kelompok, jenis, objek, rincian
objek dan sub rincian objek dari setiap program, kegiatan dan
sub kegiatan SKPD.

e. Rancangan DPA-Pembiayaan SKPD

Formulir yang digunakan untuk menyusun DPA
penerimaan Pembiayaan dan pengeluaran Pembiayaan SKPD
dalam tahun anggaran yang direncanakan, yang memuat jumlah
penerimaan Pembiayaan dan pengeluaran Pembiayaan menurut
kelompok, jenis, objek, rincian objek dan sub rincian objek
penerimaan Pembiayaan dan pengeluaran Pembiayaan.
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Bagian 3: Penyampaian Rancangan DPA-SKPD dan Verifikasi DPA-
SKPD

a.

b.

Setelah menerima rancangan DPA-SKPD, PPKD menyampaikan
rancangan DPA-SKPD kepada TAPD untuk dilakukan verifikasi.
TAPD melakukan verifikasi atas rancangan DPA-SKPD paling
lambat 6 (enam) hari sejak diterimanya Rancangan DPA-SKPD.
Verifikasi rancangan DPA-SKPD dengan menggunakan
instrumen verifikasi antara lain:

1) standar harga satuan yang ditetapkan Wali Kota dengan
berpedoman pada peraturan perundang-undangan;

2) analisis standar belanja;

3) Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD);

4) standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang- undangan; dan/atau

5) petunjuk teknis untuk dana transfer pusat dan/atau dana
otonomi khusus.

Berdasarkan hasil verifikasi TAPD atas rancangan DPA-SKPD,

SKPD melakukan penyempurnaan dan menyampaikan hasil
penyempurnaan kepada TAPD.

Bagian 4: Persetujuan dan Pengesahan DPA-SKPD

PPKD melakukan pengesahan DPA-SKPD atas rancangan DPA-
SKPD yang telah mendapatkan persetujuan Sekretaris Daerah.

Dokumen Terkait

[Nustrasi dokumen DPA SKPD antara lain sebagai berikut:
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3.1 Format Persetujuan Rekapitulasi DPA-SKPD

LOGO
PEMERINTAH
DAERAH

PROVINSI/KABUPATEN /KOTA..............

PERSETUJUAN REKAPITULASI
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGEKAT DAERAH

(DPA-SKPD)

TAHUN ANGGARAN ......c....

Berdasarkan hasil verifikasi Tim Anggaran Pemerintah Daerah atas seluruh
dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah:

a. Nama t eresdnnvasnirabeny

b. NIP R —

c. Jabatan

menyefujui untulk dilakukan pengesahan atas dokumen pelaksanaan anggaran

satuan kerja perangkat dacerah Pemerintah Provinsi/Kabupaten /Kota ....... sebagal
dasar pelaksanaan anggaran daerah Tahun Anggaran .......

Kode Nama Formulir
DPA-SKPD Ringkasan DPA SKPD
DPA-PENDAPATAN SKPD Hincian Anggaran Pendapatan SKPD
DPA-BELANJA SKPD Rincian Angparan Belanja SKPD
DPA-PEMBIAYAAN SKPD Rincian Anggaran Pembiayaan Daerah SKPD

Demikian disampaikan dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

........... , Tanggal......
Disetujui oleh, Disahkan oleh,
Sekretaris Dasrah PPKD
s i
"
b &
Nama Nama
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3.2 Format DPA-SKPD

LOGO
PEMERINTAH
DAERAH

PROVINSI/ KABUPATEN/KOTA..............
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(DPA-SKPD)
TAHUN ANGGARAN...........
URUSAN PEMERINTAHAN  : x
BIDANG URUSAN I < ST
ORGANISASI ORXEIK cererereereereenans

Pengpuna Anggaran :

a. Nama [ e e e e
b. NIP R o o i o
c. Jabatan e

Kode Nama Formulir
DPA-PENDAPATAN SKPD Rincian Anggaran Pendapatan SKPD
DPA-BELANJA SKPD Rincian Anggaran Belanja SKPD
DPA-PEMBIAYAAN SKPD Rincian Anggaran Pembiayaan Daerah SKPD

Disahkan oleh, o Tanggal......
PPKD Pengguna Anggaran
i L

) A

] 0]

Nama Nama

MIP: veeasinn NIP: corcarenss
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3.3 Ringkasan DPA SKPD

Halaman

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGEKAT DAERAH

Provinsi/Kabupaten /Kota *)
Tahun Anggaran......

Drgau:usam : XXX XX

Formulir
DPA/SKPD

Ringkasan Dokumen Pelaksanann Anggaran Pendapatan, Belanja dan
Pembiayaan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Jumlah
Uraian
Rekening (Epl
| a 3
Pendapatan
Belanja
Surplus f{Defisit)
Penerimaan Pemblayaan
Pengeluaran Pembiayaan
Pembiayaan Neto
Rencana Realisasi Rencana Penarikan
Penerimaan per Bulan ®) Dana per Bulan *) ORI 7 | ;1. -- - | I
Januari Rp...c.ovene. |Januari R S e, Pengguna Anggaran
Fehruari Rp...o ; Februari RPusvrsveeinens
Maret BP.coivesnss.  |Maret IR s e e O#
April RD.corsisnne.  |April | = AP ﬁ
Mei Rp.....c...... [Mei Rp.
Juni | £4 = AP Juni Rp. Nama
Jull Rp...occunaee JJull Rp. NIF: ..........
Agustus |24 W Agustus Rp.
September Rp...c........ |September T Mengesahkan,
Oktober Rp....... ; Oktober Rpe.ooreeneense. PPKD
November T4 WP November IRE i s iisn o _—
Desember BB sin o duidini Desember |4 = AP R F'H
Jumlah Rp........... Jumlah Rp.
B P o]
Nama
NIP: ...
Tim Anggaran Pemerintah Daerah:
No. Nama NIP Jabatan | Tanda Tangan
1
2
dst

*) Sesual dengan periodisasi SPD
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3.4 Format DPA-Pendapatan SKPD

Halaman.........o...

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir DPA-

Provinsi/ Kabupaten /Kota........ PENE;:SST;IW
Tahun Anggaran......
Organisasi EXEXEN  inecwsacalidinrann
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Uraian Rincian ff-:rtlirun ?.?nr,r — Jumlah
Rekening Volume Satuan al E (Rp)
Jumlah
Rencana Realisasi Pendapatan per Bulan®)
Januari BP.vvserrreensnsnnenns SR v 14 1. : | D
Februari Rp...... Pengguna Anggaran
Maret REp .
April REp
Mei Rp Nama
Juni BNt s dik kit ' | § LA
Juli IR i
Agustus [ e Mengesahkan,
September [ e PPKD
Oktober =1 z
November Ri
Desember - Nama
Jumlah T T NIP; ..........

Tim Anggaran Pemerintah Dacrah:

Na,

Nama

NIF

Jabatan

Tanda Tangan

2

dst

*| Sesuai periodisasi SPD
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3.5 Format DPA-Belanja SKPD

Haoloman

DOKUMEN FELAKSANAAN ANGOARAN
SATUAN KERJIA PERANGHAT DAERAH Formmulir

Provinsl / Kalupaten / Kota e DPA-BELAMIA
Tahun Anggaran SKFD

LIrEE IR p e e

He ot Desi iknmrn Prisisomen Belonfs Brrdesrioaom Promom. Kegintan dan Sub Hegiston

Myaresln by

Kuoele

£ |=w = u Urainn Lokaai | _ ) -
g1t § 8 4 Tanhun-1 | Belans Tahun+l
=18 = & o humiakh
- o i
=1 - u
i [ I 1 1 i

Uroessn

Hidarng Urnisain

Progmmim

Kepintnn

Bub Kegintan

(#1-1}

Belanin Penunjang Uresan

dnt

Llrusan

S5ub Regintan

Regatan

dail

Belania Penunjang Unsan

Sul Kegimisn

it

hegpalan

Helan|s Peoumjang Lressn

Rencans Penariboin Dans per Bulsn®)
Bp targgnl
Hp
| Ep Disetujui oleh, Disiapkan oleh,
|E™ Pengpuna Anggaran PPED

Hp
R 3 Bt
Hp B

Apmtirm | B
September | ep
itober | Rp.... " " " Nama Nama
M miber | Rp 11— | | J—
|
|

DesmieT

| Seaunl dengan periodisss] 5P




-180-

3.6 Format DPA-Rincian Belanja SKPD

Halarman

DORUMEN PELAKSANAAN ARNGGARAN

' -
SATUAN KER.IA PERANGKAT DAERAH Formulir DFA

RINCIAN

oy =i f Kal e f Kots
Provinel j Kabupoten f Kota BELANJA SKPFD

Tahun Anggarmn

Momor EBHPA

Urpisnn Pemerintaban x

Bidang Uniaan XXX

Program o

Bk ingy L =
Orpanisanil 2 MW annicisaas
Uit I XX

Aliibkzist Tabiios -1 Rp.  {fterbdleng)
Alnkssl Tl Rp_ (terbilnng)
Alokasl Tahun + | Rp. [terbilang)

Ll it don Tolals Ukur Kinerio Kesintnn

Indilcntor Tolnk Uinir Kerjn Target Kinerjoa

M mmbnn

Keluarmn

Hesil

Kelnompank Saanrnn Kegintnn

Sub Kcglatmn A,

S pyn berer Fle g sy pu sy 5

Levlcnnl : (Provinal anmpnl Kecmmatnn, Kabuipoaten /Kot anmpal Denn / Kelurabhan)

Koclhuarnn Sub Kegininn [Fuantitas, dengnn satuan disamakinn dengoan )/ sub ke glilan)
Waltn Pelskbssnass Al rilsd Sarripsd
Kelernngnn
Kode Hincinn Perhitungan Jumiliah
Rekening Uraian Roefimen j

= 11y |- " 5 g 3
Vnlizme Satunn Hurpgas PPN {Rp|

Juminh Angrarnn Sub Ergiommn

S5ub Kegintnn LN R
Sum ber Pendnnaan ML
Laolcmsi Provinsi ssmpai breamsten, BobfKots ssmypsi Desn )/ Kelhorabomnd
Kelusran Sub Kesintan IKunntitnes, denenn aninnn diasnmalinn dengan /sub ieeintan)
Waltti Pelaiisnnann Mlulai. . Sampaj
Eroicrmngan I
Kade Rincisan Perhitungan Jupmlahy
=l = ry | - Tervg i 'y s g i
Rekening Lirmimn Koefinien / Sntunn Hnrgn PN {Rpl

Volume

Juminh Anggnrnan Bub Kegintnn

Hencnnn PFenarkan Dann per Hulnn®)

Jrimri Rp . RELTET ST |
Februari Rp . Pengguna Angearan
Mare!l L4+ e
April Hip. R
Mei By . . . .. ... Mrverio
Juni |1+ T miidSmaiin NI
Juaki Hp....
AELIEILLE Rp Meongoanhknn,
Scplembes Rp.o o PFFRD
Oktober Rp.
Nowrmbsr Hp.
Descmbey Rp.
Jumlah R,
Tim Angemran Pemerintah Decrah
No N e NI oJ st Tonds Tongnn
! |
) 1
I |
oist |

*) Sesuni dengan periodisan SPD
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Halaman...........

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir DPA-
PEMBIAYAAN

Provinsi/Kabupaten/Kota........

Tahun Anggaran......

SKFD

Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Penerimaan Pengeluaran Pembiayaan
Satuan Kerja Perangkat Dacrah

Organisasi EIOLMEE  ceveesssrssicsrsssssinsasanee
Kode , Jumlah
Uraian
Rekening (Rp)
Jumlah Penerimaan Pembiavaan
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan
Jumlah
Rencana Reallsasi Pendapatan per
Bulan*)
Januari | S 1 i e il e RN 171
Februari | L1 R Pengguna Anggaran
Maret S oy
April | 13 W =
Me | L Nama
Juni BR.o. ol iy NI .........
Juli B0 5 e M R
Agustus | T —— Mengesahkan,
September LS PPKD
Olctober IR e e %E
November B0 0 s i A BT -
Desember | ——— Nama
Jumlah|Rp......ccomveereene.., NIP: ..o
Tim Anggaran Pemerintah Daerah:
No. Nama NIP Jabatan |Tanda Tangan
1
2
dst

*) Sesuai dengan periodisasi SPD
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E. PENYIAPAN ANGGARAN KAS PEMERINTAH DAERAH

1. Ketentuan Umum

Anggaran Kas adalah perkiraan arus kas masuk yang bersumber

dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk mengatur
ketersediaan dana yang cukup guna mendanai pelaksanaan APBD
dalam setiap periode.

Penyusunan anggaran kas dilakukan sebagai berikut:

a.

PPKD selaku BUD menyusun Anggaran Kas Pemerintah Daerah
untuk mengatur ketersediaan dana dalam mendanai pengeluaran
sesuai dengan rencana penarikan dana ya